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ABSTRAK

Name : Abdul Mun’im

Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian Kekhuanos Administrasi  Kepolisian
Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Judul tesis : Analisis Pelaksanaan Koordinasi Bangawasan Penyidik Polri

terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana yang @kkk oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Polda Jabar
Isi Abstrak : xxv + 182 halaman + lampiran

Koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhademsgs penyidikan tindak
pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Ne§ail telah diatur dalam KUHAP,
UURI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, dan Peratufapolri Nomor 6 tahun 2010
tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik PegaMegeri Sipil, serta Peraturan
Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi,d2emasan dan Pembinaan Penyidikan
bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Koordinasi tersebut meliputi kegiatan pemberitahudimulainya penyidikan,
pemberian bantuan penyidikan kepada Penyidik Pagiegeri Sipil (berupa bantuan
teknis, bantuan taktis, bantuan upaya paksa, datudra konsultasi), penyerahan berkas
perkara, penyerahan tersangka dan barang bukighpatian penyidikan, tukar menukar
informasi, rapat secara berkala, dan penyidikasdma. Sedangkan pengawasan meliputi
kegiatan menghadiri dan memberikan petunjuk dalatargoerkara yang dilaksanakan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, meminta dan mené&pioran kemajuan penyidikan dari
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, bersama Penyidikaeg Negeri Sipil meneliti berkas
hasil penyidikan lalu meneruskan kepada Penuntutirdimmelakukan supervisi bersama
ke jajaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuampaiaan pimpinan instansi Penyidik
Pegawai Negeri Sipil, melakukan pendataan jumlabktansi dan wilayah penugasan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, penanganan perkamyidik Pegawai Negeri Sipil dan
bantuan penyidikan, serta menganalisis dan menggsiapelaksanaan penyidikan yang
dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam pe&kdi lapangan, koordinasi dan
pengawasan tersebut tidak terlaksana secara optiadakan ada yang menyimpang dari
ketentuan yang berlaku.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menunjukkanakssnaan koordinasi dan
pengawasan penyidik Polri pada Seksi Korwas PPN&&skrimsus Polda Jabar terhadap
proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan &ehyidik Pegawai Negeri Sipil di
daerah hukum Polda Jabar yang terjadi selama lifetode penelitian yang digunakan
yaitu metode penelitian kualitatif melalui beberajgknik pengumpulan data berupa
pengamatan, wawancara, dan studi dokumen. Metoskebtd dipilih karena masalah yang
diteliti termasuk katagori penelitian tindakan yarmerupakan refleksi antara teori dan
praktek.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dangawasan penyidik Polri
terhadap proses penyidikan tindak pidana yang ukiak oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di daerah hukum Polda Jabar belum berjal@arseoptimal, bahkan ada yang tidak
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka : 23 buku + 17 dokumen
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ABSTRACT

Name : Abdul Mun'im

Study Program : The Police Science Program, Péliainistration Specialty,
Graduate Program of University of Indonesia

Title : Analysis of the Implementation of Coordiiea and Controlling of the
Police Investigator on the Process of Crime Ingasion by The Civil
Servant Investigators at West Java

Content Abstract : xxv + 182 pages + attachments

Coordination and Controlling function of the Pelimvestigators on the process of
criminal investigations by the Civil Servant Invgsators has been regulated in the
Criminal Law Code of Criminal Procedure, Law of Republic of Indonesia Number 2 of
2002 on the Indonesian National Police, and theuR&égns of the Indonesian National
Police Chief number 6 of 2010 concerning invesioye management by the Civil
Servants investigators and the Regulation of tderesian National Police Chief number
20 of 2010 on Coordination, Supervision and Dewvelept Investigations for Civil
Servants Investigators.

Coordination activities include notification ofreonencement of the investigation,
providing investigative assistance to the civivsets Investigator (in the form of technical
assistance, tactical aid, relief efforts to foraed consulting assistance), submission of
case files, the transfer of suspects and materiderce, termination of the investigation,
information exchange, regular meetings, and jom¢estigations. While controlling
function includes to attend and give instructionscase the title is held civil servant
investigator, ask for and examine the progresshef ihvestigation report of the civil
servant investigators, examine the results of tivestigation file and then going to the
General Prosecutor, with the ranks of supervisioi servant investigators as requested
by agency investigators led civil servants, perfataa collection on the number of civil
servant investigator, institution and area of assignt civil servant investigator, handling
the case made by the civil servant investigatodsad the investigation, and analyze and
evaluate the implementation of the investigationthg civil servants investigators. In
practice in the field, coordination and controllifugction does not ensure an optimal, even
in defiance of regulations.

This thesis aims to demonstrate the implementadionoordination and control
conducted by Investigators of Indonesian NationalicB in Section Coordination and
Controlling the civil servant investigators, Direxdte of Special Criminal Investigation at
Indonesian National Police in West Java to civilvaat investigators in the process that
occurred during this investigation. The researchthow used is qualitative research
methods through data collection techniques, is rebsien, interviews and document
studies. This method was chosen because of théeptslexamined include the category
of action research is a reflection of theory aratcpce.

The results show that the coordination and cordfgbolice investigators to the
process of criminal investigations conducted by@inal Servant investigators in the Law
of the Republic of Indonesia Police Region of Wéata is not running optimally, and
even some that are not appropriate statutory gomssn force.

References : 23 books + 17 document
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BAB |
PENDAHULUAN

11 L atar Belakang Masalah

Dalam masyarakat modern, tugas kepolisian adalafjagee agar jalannya
produksi yang mensejahterakan masyarakat itu jasgarpai terganggu atau hancur
karena tindak kejahatan dan kerusuhan tercakupndaéagertian menjaga jalannya
produktivitas dan tujuan utama dalam upaya menjakeiberadaan manusia dan
masyarakatnya yang beradab (Suparlan, 1999). Fuadjsi adalah untuk menjaga
agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat gduagapkan sesuai dengan
tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individasyarakat, dan negara yang
merupakan tiga unsur utama dalam tatanan demdldakidirugikan.

Kepolisian di negara modern yang demokratis merygiufungsi pelayanan
keamanan kepada individu, komunitas (masyaraketgeit), dan negara. Pelayanan
keamanan ini bertujuan untuk menjaga, mengurasgi katakutan dari ancaman dan
gangguan serta menjamin keamanan di lingkunganegara berkesinambungan
untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitassyarakat yang dilayaninya.
Dalam memberikan pelayanan, Polisi mempunyai kenggra untuk menegakkan
hukum dan keadilan serta memerangi kejahatan yasmggganggu dan merugikan
warga masyarakat dan negara. Menurut Suparlan Y198§si Polisi adalah :

Pertama, menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu meraggakk
keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitoegekkan keadilan
dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hugpan antara individu,
masyarakat dan negara (yang diwakili oleh pemdr)ntdan antar individu
serta antar masyarakdedua, memerangi kejahatan yang mengganggu dan
merugikan masyarakat, warga masyarakat, dan nekerga, mengayomi
warga masyarakat, masyarakat, dan negara dari ancaam tindak kejahatan
yang mengganggu dan merugikan.

Rumusan fungsi kepolisian di Indonesia tercantatard Pasal 2 dari Undang
Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisianddgdrepublik Indonesia, yang

berbunyi bahwa fungsi kepolisian adalah salah &atgsi pemerintahan negara di
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bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban mé&syarpenegakkan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadaanaisy.

Dalam penyelenggaraan negara, fungsi kepolisiaratddppemukan dalam
berbagai dimensi yaitu dimensi politis, dimensiigi; dan dimensi sosiologis
(Momo Kelana, 2007 : 111). Fungsi kepolisian dinguaditis diemban oleh lembaga
tinggi negara dalam rangka pengawasan politis penggaraan negara, misalnya
hak interpelasi DPR merupakan fungsi kepolisiaaptiebhasilnya bersifat politis dan
tidak bersifat pro justitia. Fungsi kepolisian dimensi sosiologis adalah fungs
kepolisian yang tumbuh dan berkembang dalam masytalerdasarkan kebutuhan
masyarakat dalam lingkungan tertentu, kemudian egesidpengukuhan dari Polri
sebagai bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, yangikn&ewenangan kepolisian
terbatas dalam lingkungan kuasa tempat, sepepa®atli perkantoran-perkantoran.
Sedangkan fungsi kepolisian dalam dimensi yuridialah fungsi kepolisian yang
mempunyai implikasipro justitia yang terdiri atas fungsi kepolisian umum yang
diemban oleh Polri dan fungsi kepolisian khusuggyadiemban oleh instansi dan atau
badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undaagu diberi wewenang untuk
melaksanakan fungsi kepolisian khusus di bidangisaelya masing-masing, dan
wewenang tersebut bersifat khusus dan terbatasndaigkungan kuasa soal-soal
yang ditentukan dalam perundang-undangan. Pengefoiogsi kepolisian dalam
dimensi yuridis ini diatur dalam pasal 3 ayat (dhd2) Undang Undang Rl Nomor 2
tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi :

(2) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Nedepublik
Indonesia yang dibantu : a. Kepolisian khusus; ényRlik Pegawai
Negeri Sipil; dan/atau c. Bentuk-bentuk Pengamamaakarsa.

(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksladhdayat (1)
huruf a, b, dan ¢ melaksanakan fungsi kepolisiasuaedengan
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasaunimya
masing-masing.

Pengemban fungsi kepolisian khusus di atas yargyiddn wewenang untuk

melakukan tindakanepresif yustisial yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (disingkat
PPNS), misalnya PPNS yang bertugas di lingkung@erbPajak, Ditjen Bea Cukai,

Badan Pengawas Obat dan Makanan, Ditjen Imigrasiad Kehutanan, Dinas
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Perikanan dan Kelautan, Badan Pengelolaan LingkuHkig@up Daerah dan lain lain.
Sesuai penjelasan di atas, maka Polri selaku pdragerfungsi kepolisian umum
memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikeerhadap semua tindak
pidana (Pasal 14 ayat 1 huruf g dari Undang UndRingomor 2 tahun 2002 tentang
Polri), sedangkan PPNS sebagai salah satu pengefubgsi kepolisian khusus
hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap Kimmdana tertentu sesuai
undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masisgighadan dalam

pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinaspelagawasan penyidik Polri
(Pasal 7 ayat 2 KUHAP).

Berdasarkan Undang Undang Rl Nomor 8 tahun 198fangnKUHAP,
proses peradilan pidana di Indonesia melalui b@aertéahapan vyaitu tahap
penyidikan yang menjadi kewenangan kepolisian ddN3 tahap penuntutan yang
menjadi kewenangan penuntut umum, dan pemeriksadapan sidang pengadilan
yang menjadi kewenangan hakim, dan tahap pembiyaam menjadi kewenangan
Lembaga Pemasyarakatan. Subsistem-subsistem datem eradilan pidana ini
diharapkan dapat bekerja sama secara sinergi, ggehiterbentuk suatu sistem
peradilan pidana yang terpadu, yaitu terdapatnygarkaan pendapat atau persepsi
terhadap tujuan sistem peradilan pidana, sehingumpslembaga yang terkait dalam
proses peradilan pidana tidak hanya melihat kepgat masing-masing lembaga,
akan tetapi demi kepentingan seluruh sistem peragidana.

Menurut Mardjono, tujuan sistem peradilan pidanduya a) mencegah
masyarakat menjadi korban kejahatan; b) menyelasdsus kejahatan yang terjadi
sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telahadlkeg dan yang bersalah
dipidana; dan c) mengusahakan agar mereka yangtpenalakukan kejahatan tidak
mengulangi kejahatannya (Mardjono, 1997 : 82an tujuan sistem peradilan pidana
ini tidak akan tercapai apabila tidak ada keterpadantar subsistem dalam sistem
peradilan pidana yang biasa dikenal deng@nirinal Justice System’. Bahkan
Mardjono menyatakan apabila keterpaduan dalamnsigieradilan pidana tidak

dilakukan, maka ada tiga kerugian yang mungkiratiélyaitu sebagai berikut :
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(2) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atgagalan masing-

masing instansi, sehubungan dengan tugas meresanieer

(2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-mapalatk masing-

masing instansi (sebagai sub sistem dari sisteadpan pidana), dan

3) Karena tanggung-jawab masing-masing instansi sekurgng jelas

terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memgtgtan efektifitas
menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Proses penyidikan tindak pidana merupakan salah salbsistem dalam
sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimaatardialam KUHAP dan dalam
proses penyidikan ini sangat perlu adanya sinkeshislan keharmonisan dalam
subsistem penyidikan dalam sistem peradilan pidBeadasarkan KUHAP, PPNS
ini berwenang melaksanakan penyidikan sesuai undadgng yang menjadi dasar
hukumnya masing-masing, dan dalam pelaksanaan nymaberada di bawah
koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasandylakukan Penyidik
Polri terhadap PPNS dalam proses penyidikan sefgmaudah diatur secara jelas
dalam Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentattHAP dan Undang
Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian adg@gRepublik Indonesia,
misalnya PPNS memberitahukan dimulainya penyidikajak awal penyidikan
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, PeRyidolri memberi bantuan
teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi pengidikkepada PPNS untuk
kesempurnaan penyelesaian berkas perkara, menighadimemberi petunjuk saat
gelar perkara yang dilaksanakan PPNS, menerimaabgukrkara dari PPNS dan
meneliti kelengkapan persyaratan formil dan métefldlu meneruskan kepada
Penuntut Umum, kecuali dalam undang-undang yangjasiemasar hukumnya
menyebutkan lain, misalnya UU Rl Nomor 41 tahun9&htang Kehutanan, UU RI
Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RIdNA0 tahun 1995 tentang
Kepabeanan, UU Rl Nomor 23 tahun 2007 tentang Retdapian, UU Rl Nomor 39
tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Rl Nomor Hintd995 tentang Cukai,
UURI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dangBlolaan Lingkungan
Hidup, dan UU Rl Nomor 45 tahun 2009 tentang Pdrabaatas UURI Nomor 31

tahun 2004 tentang Perikanan. Namun dalam prakiekaghngan, seringkali
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pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Bohadap proses penyidikan
yang dilakukan PPNS belum sesuai ketentuan yangnaidalnya PPNS tidak segera
menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya pergidikepada Penuntut Umum
melalui Penyidik Polri, ataupun bahkan ada jugaaS&emberitahuan Dimulainya
Penyidikan ataupun berkas perkara yang langsureyatikan oleh PPNS kepada
Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik Polri selalarwlas PPNS, serta tidak
tertibnya administrasi penyidikan oleh PPNS.

1.2 M asalah Pendlitian

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik fohladap proses
penyidikan yang dilakukan PPNS sudah diatur dalaxdddg Undang Rl Nomor 8
tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang Undang Rl Noihtathun 2002 tentang
Palri, serta dalam undang-undang yang menjadi dagarm masing-masing PPNS.
Namun dalam praktek di lapangan pelaksanaan kasddan pengawasan Penyidik
Polri  terhadap PPNS dalam proses penyidikan, glainterjadi ketidaksesuaian
dengan ketentuan yang ada, misalnya tidak semuaSPB&lam melakukan
penyidikan selalu berkoordinasi sejak awal dimuylaipenyidikan dengan Penyidik
Polri selaku Korwas PPNS, ataupun PPNS tidak miemigan surat pemberitahuan
dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya sesparundang-undangan yang
menjadi dasar hukumnya.

1.3 Pertanyaan Penditian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, malgat ddikemukakan
beberapa pertanyaan dalam penulisan tesis ini yaliagai berikut :

1.3.1 Bagaimanakah pelaksanaan koordinasi dan pengawBsaryidik Polri
terhadap proses penyidikan tindak pidana yang wkak Penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang terjadi selama ini di daerah hukeolda Jabar ?

1.3.2 Apakah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kwmiddan pengawasan
terhadap proses penyidikan yang dilakukan PPNSadrath hukum Polda
Jabar ?
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1.3.3 Di instansi mana sajakah para PPNS melakukan pé&agididak sesuai
dengan ketentuan koordinasi dan pengawasan ?

1.3.4 Mengapa terjadi penyimpangan dalam koordinasi @éamg@wasan ?

1.3.5 Upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkdekkpanaan koordinasi
dan pengawasan proses penyidikan yang dilakukdnRi&S ?

1.4 Fokus Pendlitian

Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan koordidas pengawasan
Penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindattapa yang dilakukan PPNS di
daerah hukum Polda Jabar yang terjadi selama pgetiaoun 2010 dan Periode
Januari sd Maret 2011. Penyidik Polri dalam peiagliini adalah Seksi Korwas
PPNS Dit Reskrim Polda Jabar, sedangkan PPNS g diteliti yaitu PPNS di
lingkungan Organisasi Perangkat Daerah pada Peiateaim Daerah Propinsi Jawa
Barat dan PPNS di lingkungan Pemerintahan Pusat iymtakukan tugas penyidikan
di daerah hukum Polda Jabar.

15  Tujuan Pendlitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanakoordinasi dan
pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidigag dilakukan PPNS selama
ini di daerah hukum Polda Jabar, mengkaji ada tigakpenyimpangan dalam
pelaksanaan koordinasi dan pengawasan, menjeldskéang instansi yang PPNS
nya melakukan penyidikan tidak sesuai ketentuan gemyebabnya, serta
menjelaskan tentang upaya yang harus dilakukammdaianingkatkan pelaksanaan

koordinasi dan pengawasan guna meningkatkan efa&tgenyidikan oleh PPNS.
1.6 Manfaat Penélitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara tedethadap pengembangan
kemajuan ilmu pengetahuan di bidang limu Kepolisgam secara praktis diharapkan
bermanfaat bagi Pimpinan Polri dan Pimpinan Ingtdesdan yang memilki PPNS
dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengékgsmaan koordinasi dan
pengawasan dalam proses penyidikan tindak pidana.
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1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis tentang analisis pel@@an koordinasi dan
pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikdak pidana yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Polda Jabasébagai berikut :

Bab | pendahuluan, yang berisi latar belakang rahsahasalah penelitian,
pertanyaan penelitian, fokus penelitian, tujuanefidgan, manfaat penelitian dan
sistematika penulisan.

Bab Il Landasan Teori, yang berisi teori organisésdri manajemen, teori
komunikasi, teori kerja sama, koordinasi, pengawapanyidik Polri dan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil, serta penyidikan.

Bab Il Metodologi Penelitian, yang berisi tentapgndekatan penelitian,
tempat dan waktu penelitian, subyek penelitiamitegengumpulan data, dan teknik
analisis data.

Bab IV gambaran umum daerah penelitian, yang bengang visi, misi, dan
kebijakan Polda Jabar, daerah hukum Polda Jab@kiDiat Reserse Kriminal Polda
Jabar, Seksi Koordinasi dan Pengawasan PPNS, dgrdRePegawai Negeri Sipil.

Bab V hasil penelitian, yang berisi tentang Prgsesyidikan tindak pidana
oleh PPNS BBPOM, Proses penyidikan tindak pidareh dPPNS Ditjen Pajak,
Proses penyidikan tindak pidana oleh PPNS Balai itdorSpektrum Frekuensi
Radio, Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan,nsnstgang melaksanakan
penyidikan tidak sesuai ketentuan serta Peningkaiardinasi dan pengawasan.

Bab VI pembahasan, yang berisi tentang analisibatlp organisasi,
koordinasi dan pengawasan, serta proses penyi®iRaIS.

Bab VI penutup, yang meliputi kesimpulan dan re&odasi.
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BAB 11
LANDASAN TEORI

Landasan teori yang digunakan untuk membahas permasalahan penelitian
dalam tesis ini terdiri atas beberapa teori yang ada hubungannya dengan masalah
penelitian, yaitu sebagai berikut :

21 Teori Organisasi

Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan dua orang manusia atau lebih
yang terikat secara forma untuk mencapa tujuan bersama dengan membagi-bagi
tugas dan dikerjakan bersama, terdapat suatu kelompok atau seorang yang menjadi
pemimpin dan sekelompok orang menjadi pengikut. Menurut Robbins (2003),
Organisasi  yaitu sebagal suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja,
terdiri atas dua orang atau lebih yang berfungsi pada suatu basis yang relatif
bersinambung untuk mencapal tujuan atau serangkaian tujuan. Struktur organisas
menetapkan cara tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara
forma (Robbins, 2003, edisi 9, jilid 2, him 176). Selanjutnya Robbins mengatakan
ada enam unsur kunci yang perlu disampaikan manger bila mereka merancang
struktur organisas yaitu :

1) Spesidisasi pekerjaan, yaitu pembagian tenaga kerja untuk
mendeskripsikan sampal tingkat mana tugas dalam organisasi dipecah-
pecah menjadi pekerjaan pekerjaan yang terpisah..

2) Departementalisasi, yaitu dasar yang dipakai untuk mengelompokkan
pekerjaan sehingga tugas yang samal/ mirip dapat dikoordinasikan.

3) Ranta komando merupakan garis tidak putus dari wewenang yang
terentang dari puncak organisasi ke eselon terbawah dan memperjelas
siapa melapor ke siapa.

4) Rentang kendali, yaitu penentuan jumlah bawahan yang dapat diatur
mangjer secara efektif dan efisien.

5) Sentralisas dan desentralisasi. Sentralisas yaitu tingkat dimana
pengambilan keputusan dipusatkan pada suatu titik tunggal dalam
organisasi, sedangkan desentralisasi yaitu keleluasaan keputusan didorong
ke bawah padatingkat pekerja yang terrendah.

6) Formalisasi, yaitu tingkat dimana pekerjaan dalam organisas itu
dibakukan. Jika suatu pekerjaan diformalkan, maka pelaksananya itu
mempunyal kuantitas keleluasaan yang minimum tentang apa yang harus
dikerjakan, kapan harus dikerjakan dan bagaimana harus mengerjakannya.
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2.2  Teori Manajemen

Pakar mangjemen, George A. Terry menjelaskan bahwa fungsi manajemen
terdiri atas Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. (Kusnadi :1999).

a Planning (Perencanaan), adalah suatu perumusan dimuka tentang berbagai
tindakan yang akan dilakukan di kemudian hari guna mencapai yang telah ditetapkan.
b. Organizing (Pengorganisasian), adalah proses penyusunan orang dan sumber
daya fiskk untuk melaksanakan rencana dan mencapa tujuan organisasi.
Pengorganisasian akan menjelaskan tentang pembagi an tugas masing-masing bidang,
peralatan dan anggaran yang diperlukan, tempat melakukan tugas dan siapa yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas.

C. Actuating (Pelaksanaan), adalah perwujudan dalam tindakan dari rencana
yang telah digariskan guna mencapal tujuan organisasi yang telah digariskan.

d. Controlling (Pengawasan), adalah memantau apakah rencana telah dikerjakan
dengan benar atau tidak, atau apakah tindakan telah sesuai rencana.

2.3  Teori Komunikas

Komunikas adalah proses mengirim dan menerima berita diantara pihak yang
saling berhubungan. Proses komunikasi terdiri atas empat unsur, yaitu : 1) Pengirim,
yaitu sumber pesan berinisiatif menciptakan komunikasi; 2) Pesan dapat berupa
penjelasan (lisan atau tertulis) dan dapat berupa kode; 3) Media, yaitu cara
penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima, misalnya melalui radio; dan 4)
Penerima, yaitu orang atau organisasi yang dikirimi pesan oleh pengirim. Penerima
berita harus dapat memahami berita, pesan sesuai yang dikehendaki pengirim berita.

Teori komunikasi menurut Harori Laswell, yaitu proses penyampaian pesan
oleh komunikator kepada komunikan melaui media yang menimbulkan efek tertentu.
Proses komunikas pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau
perasaan ol eh seseorang kepada yang lain (Onong Uchyana: 1998).

Seorang penyidik Polri yang bertugas di Seksi Korwas PPNS harus mampu
berkomunikasi membangun kemitraan dengan instansi yang mempunyai PPNS guna
pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan yang dilakukan
Penyidik Polri terhadap PPNS berjalan lancar.
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24  Teori Kerja Sama

Menurut Roucek dan Warren bahwa kerja sama berarti bekerja bersama untuk
mencapal tujuan bersama, dan merupakan suatu proses yang paling dasar. Kerja sama
merupakan suatu bentuk proses sosia, dimana didalamnya terdapat aktifitas tertentu
yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling
memahami terhadap aktifitas masing-masing (Abdul Syani : 2002).

Berkaitan tugas kepolisian bahwa setigp anggota Polri, termasuk penyidik
Polri tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa partisipasi masyarakat atau instansi
lain. Begitu juga PPNS di setiap instansi pemerintah, tidak mungkin bisa bekerja
sendiri dalam proses penyidikan tanpa bantuan pihak lain, khususnya dari Penyidik
Polri selaku Korwas PPNS. Oleh karena itu, diperlukan bentuk kerja sama antara
PPNS dan Penyidik Palri, karena masing-masing pihak mempunyai tujuan yang sama
yaitu mewujudkan keamanaan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum.
25 Koordinasi

Pengertian koordinasi dalam buku pengantar manajemen (Kusnadi, dkk. 1999
. 250) adalah proses pemaduan tujuan dan aktifitas dari berbagai bagian (fungsi,
daerah, unit dil) yang terpisah yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang efisien.
Sedangkan menurut Siagian (1978), koordinas adalah suatu proses yang mengatur
agar pembagian kerja dari berbaga orang atau kelompok dapat tersusun menjadi
suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin.

Menurut Pasal 1 butir 5 dari Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang
Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS, koordinasi adaah
bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dan PPNS dalam melakukan penyidikan
tindak pidana yang menjadi dasar hukumnya sesuai sendi-sendi hubungan fungsional.

Pelaksanaan tugas koordinasi yang harus dilakukan Penyidik Polri terhadap
PPNS dalam proses penyidikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kapolri
Nomor 20 tahun 2010 adalah sebagai berikut :

a Penyidik Polri melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan
yang dilakukan oleh PPNS.
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b. Koordinas dilakukan sgjak PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.
C. Koordinasi diselenggarakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :
1 Menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari
PPNS yang dilampiri Laporan kejadian, surat perintah penyidikan, dan Berita
Acarayang telah dibuat.
2. Memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS berupa:

a) Bantuan teknis, yang meliputi bantuan pemeriksaan labfor,

identifikasi, dan psikologi;

b) Bantuan taktis, yang meliputi bantuan penyidik, peralatan yang

diperlukan dan pengerahan kekuatan;

C) Bantuan upaya paksa, yang meliputi pemanggilan, perintah

membawa saksi/tersangka, penangkapan, penahanan, penggel edahan

dan penyitaan;

d) Bantuan konsultasi, meliputi teknis dan taktis penyelidikan,

teknis dan taktis penindakan, teknis pemeriksaan, petunjuk mindik,

petunjuk yuridis, teknis penyelesaian dan penyerahan berkas perkara,
teknis penyerahan tersangka dan barang bukti.

Pemberian bantuan penyidikan tersebut sesuai dengan surat
permintaan tertulis dari PPNS kepada Kabareskrim/ Dir Reskrim/ Kapolres
melalui Pgjabat fungsi Korwas, dilampiri laporan keadian, laporan kemajuan
penyidikan, dan berita acara Bantuan penyidikan dilakukan segjak
pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai dengan penyerahan tersangka
dan barang bukti ke JPU. Penyidik Polri yang diperbantukan harus dilengkapi
Surat Perintah.

3. Menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada JPU.

4. Penghentian penyidikan oleh PPNS dengan menerbitkan Surat
Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian
Penyidikan apabila syarat penghentian penyidikan terpenuhi. Sebelum
dihentikan, terlebih dahulu dilakukan gelar perkara bersama penyidik Polri.
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Surat penghentian penyidikan dikirim PPNS kepada PU mealui penyidik
Polri dan kepada tersangka/ keluargal penasehat hukumnya.
5. Tukar menukar informasi. Ini dilakukan apabila: @) PPNS menemukan
atau menerima informasi ada peristiwa yang diduga tindak pidana di luar
kewenangan PPNS, maka diteruskan kepada penyidik Polri; b) Penyidik Polri
menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana yang juga menjadi
kewenangan PPNS, maka penyidik Polri bisa melakukan penyidikan sendiri
atau meneruskan kepada PPNS.
6. Rapat secara berkala.
7. Penyidikan bersama, dilakukan melaui rapat koordinasi untuk : (1)
membentuk Tim Penyidik; (2) menyusun rencana penyidikan yang berisi
penentuan pasal yang dipersangkakan, cara bertindak, waktu kegiatan,
pelibatan personel, sarana prasarana dan anggaran; (3) menganalisis dan
mengevaluasi kegiatan dan hasil; (4) pengendalian.
2.6 Pengawasan
Pengawasan adalah memantau pelaksanaan rencana, apakah telah dikerjakan
dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah
sesual rencana. Pengawasan tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan
rencana akan menjadi kenyataan jika dilakukan pengawasan (Kusnadi, 1999 : 265).
Menurut Pasal 1 butir 6 dari Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang
Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS, pengawasan adalah
proses penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh PPNS untuk
menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pel aksanaan tugas pengawasan yang harus dilakukan Penyidik Polri terhadap
PPNS berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 yaitu sebagai berikut :
a Penyidik Polri yang mengemban fungsi korwas PPNS melakukan pengawasan
terhadap pel aksanaan penyidikan yang dilakukan PPNS.
b. Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
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1 Menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang
dilaksanakan PPNS, baik gelar perkara saat awal, pertengahan maupun akhir
penyidikan. Tujuan Gelar untuk : 1) menentukan peristiwa yang ditangani itu
merupakan tindak pidana atau bukan; 2) menentukan pasal yang
dipersangkakan; dan 3) menyusun rencana penyidikan.

2. Meminta dan meneliti laporan kemajuan penyidikan dari PPNS

3. Meneliti berkas perkara hasil penyidikan yang dilakuakan PPNS, baik
syarat forma dan materiil, lalu meneruskan kepada Penuntut Umum.

4. Atas dasar permintaan pimpinan instanss PPNS, melaksanakan
supervisi bersamake jgjaran PPN S yang bersangkutan.

5. Melakukan pendataan jumlah, instansi dan wilayah penugasan PPNS,
penanganan perkara PPNS serta bantuan penyidikan.

6. Analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan
PPNS, meliputi 1) penanganan perkara; 2) hambatan PPNS menangani
perkara; dan 3) hambatan Penyidik Polri dalam melaksanakan koordinasi,
pengawasan dan pembinaan teknis terhadap PPNS.

2.7  Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Menurut pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI No 8 tahun 1981 tentang
KUHAP dijelaskan bahwa :

(1) Penyidik adalah :
a Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
b. Pejabat Pegawa Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang.
(2 Syarat-syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Menurut UURI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, pasal 1 butir 10 dijelaskan

bahwa penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk melakukan penyidikan, dan pasal 1 butir 11 bahwa PPNS adalah pejabat PNS

tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik

dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dalam lingkup undang-

undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Menurut pasal 1 butir 1 dari
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2003 tentang Pedoman Operasional
PPNS Daerah daam Penegakkan Peraturan Daerah dijelaskan bahwa PPNS Daerah
adalah pegabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap

pelanggaran Peraturan Daerah.

Penyidik Polri dan PPNS mempunyai wewenang melakukan penyidikan
tindak pidana sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai berikut :
Q) Penyidik Polri karena kewajibannya mempunya wewenang :

a

b.

C.

> Q™o

i
j.

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana.

Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka.

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan.

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi.

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara.

Mengadakan penghentian penyidikan.

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-
jawab.

(2 PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang
menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Tugas kewgjiban penyidik Polri terhadap PPNS berdasarkan KUHAP dan
Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yaitu :

1 Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
PPNS (Pasal 14 ayat 1 huruf f UU Rl Nomor 2 tahun 2002).
2. Penyidik Polri, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung-

jawabnya wajib memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada
PPNS (Pasal 107 ayat 1 KUHAP beserta penjelasannya).
Sedangkan kewenangan penyidik Polri terhadap PPNS berdasarkan KUHAP
dan Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yaitu sebagai berikut :
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1 Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada PPNS serta
menerima hasil penyidikan PPNS untuk diserahkan kepada PU (Pasal
107 ayat 1 KUHAP dan Pasal 16 ayat 1 k UURI Nomor 2 tahun 2002)

2. Melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas penyidikan
oleh PPNS (pasal 7 ayat (2) KUHAP).

Tugas kewgjiban PPNS berdasarkan KUHAP dan Undang Undang RI Nomor

2 tahun 2002 tentang Polri , yaitu sebagai berikut :

1 Sgjak awa wajib memberitahukan penyidikan yang dilakukan kepada
penyidik Polri melalui SPDP (Penjelasan Pasal 107 ayat 1 KUHAP).

2. wajib melaporkan hasil penyidikan kepada Penyidik Polri, dalam
rangka korwas (Penjelasan Pasal 107 ayat 2 KUHAP).

3. wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada
penuntut umum melalui penyidik Polri, diserta berita acara
pemeriksaan (Pasal 107 ayat 3 KUHAP beserta penjelasannya).

4. Daam hal PPNS menghentikan penyidikan karena tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau
dihentikan demi hukum, maka PPNS wajib segera memberitahukan
kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat 3
KUHAP).

Menurut SK Menteri Kehakiman RI Nomor M.04 PW. 07.03 tahun 1984
bahwa umumnya PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas
kewenangan yang diberikan, maka PPN S karena kewajibannya berwewenang :

1 Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

tindak pidana

Melakukan tindakan pertama di TKP dan melakukan pemeriksaan.
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka.

5. Memanggil orang untuk didengar, diperiksa sebagai tersangkal saksi.
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6. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara.

7. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik
Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau bukan tindak pidana, lalu
melalui penyidik Polri memberitahu kepada PU, Tsk atau keluarganya.

2.8  Penyidikan

Menurut pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan
penyidik dalam ha dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pedoman terakhir yang ditetapkan dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS
maupun dalam koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri, yaitu Peraturan
Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Mangemen Penyidikan oleh PPNS dan
Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinsi, Pengawasan, dan
pembinan penyidikan bagi PPNS, yang bertujuan agar terwujud penyidikan yang
bersinergi dan profesional antara PPNS dan Penyidik Polri dengan mengedepankan
PPNS dalam menangani tindak pidanadi lingkup tugas dan wewenangnya.

Bentuk-bentuk kegiatan dan ketentuan-ketentuan dalam proses penyidikan
oleh PPNS sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 yaitu sebagai berikut :

2.8.1 Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Apabila kasus yang ditangani PPNS memerlukan olah TKP, maka tindakan
yang diambil yaitu : 1) mencari keterangan, barang bukti, identitas tersangka dan
saksi di TKP;, dan 2) mencari, mengumpulkan, dan mengamankan barang bukti,
dengan bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi.
Tindakan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di TKP.

2.8.2 Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Dalam ha dimulainya penyidikan, PPNS wajib memberitahukan dimulainya

penyidikan kepada PU melalui Penyidik Polri melalui SPDP kecuali undang-undang

menentukan lain, dilampiri laporan kejadian, surat perintah penyidikan, dan berita
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acara yang telah dibuat. SPDP setelah diteliti, diteruskan penyidik Polri kepada PU
melalui surat dari Penyidik Polri. Apabila SPDP telah diterima Penyidik Polri, maka
Penyidik Polri wajib menyiapkan dukungan penyidikan yang diminta oleh PPNS.

Sesuai ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP berikut penjelasannya bahwa
dalam hal PPNS telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan
tindak pidana, maka PPNS memberitahu hal itu kepada PU melalui penyidik Polri.

Menurut lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman
Pelaksanaan KUHAP bahwa pengertian mulai melakukan penyidikan dalam pasa
109 ayat (1) KUHAP adalah jika dalam kegiatan penyidikan sudah dilakukan
tindakan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro justisia, penangkapan,
penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

2.8.3 Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan sesuai KUHAP dan undang-undang yang menjadi
dasar hukum PPNS, dengan ketentuan surat panggilan ditanda tangani atasan PPNS
selaku penyidik, namun jika atasan PPNS bukan penyidik, maka ditanda tangani
PPNS dan diketahui atasan PPNS. Surat panggilan disampaikan petugas yang
ditunjuk PPNS dan disertai bukti penerimaan, serta sudah diterima yang dipanggil
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran, dan surat panggilan wajib
diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan.

Apabila panggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan sah, maka dilakukan
pemanggilan kedua. Apabila panggilan kedua juga tetap tidak dihadiri, maka PPNS
melalui surat, dapat meminta bantuan kepada penyidik Polri untuk membawa paksa
dan menghadapkan kepada PPNS untuk diperiksa. Yang dalam pelaksanaanya dapat
dilakukan secara bersama-sama. Apabila saksi dan tersangka WNI yang dipanggil
berada di luar negeri, maka penyidik Polri atas permintaan PPNS meminta bantuan
kepada perwakilan negara dimana tersangka atau saksi berada, dan pelaksanaannya

dikoordinasikan dengan Set NCB-Interpol dan Kementerian Luar Negeri RI.
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2.8.4 Penangkapan

PPNS yang berwenang menangkap, pelaksanaannya sesuai KUHAP, namun
jika tidak berwenang menangkap, maka meminta bantuan kepada penyidik Polri
melalui surat yang ditujukan kepada pejabat reskrim Polri setempat, dilampiri laporan
kejadian dan laporan kemajuan penyidikan. Surat ditanda tangani atasan PPNS selaku
penyidik, dan apabila atasan PPNS bukan penyidik, maka surat ditanda tangani PPNS
dan diketahui atasan PPNS. Jika penyidik Polri mengabulkan, maka memberitahukan
keputusannya kepada PPNS. Dalam pelaksanaan penangkapan dilakukan penyidik
Polri dan mengikutsertakan PPNS dan mindik penangkapan dibuat penyidik Polri.

Penyerahan tersangka dari penyidik Polri kepada PPNS, wajib dituangkan
dalam bentuk Berita Acara. Tersangka yang ditangkap dan setelah diperiksa, ternyata
tidak terbukti, maka tidak ditahan dan wajib dilepas dengan surat perintah pelepasan
dari penyidik Polri dan diserahkan kepada keluarga atau kuasa hukumnya.

2.8.5 Penahanan

PPNS yang berwenang melakukan penahanan, pelaksanaannya sesual
KUHAP. Namun bila tidak berwenang menahan, maka meminta bantuan penyidik
Polri melalui surat yang ditujukan kepada pegabat fungs reskrim Polri setempat,
dilampiri laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan. Surat ditandatangani
atasan PPNS selaku penyidik, namun apabila atasan PPNS bukan penyidik, maka
surat ditandatangani PPN S dan diketahui oleh atasan PPNS.

Apabila penyidik Polri mengabulkan, maka memberitahu keputusan tersebut
kepada PPNS. Pelaksanaan penahanan dilakukan penyidik Polri, dan PPNS harus
memperhatikan batas waktu penahanan, apabila PPNS memerlukan perpanjangan
penahanan, PPNS mengagukan surat permintaan perpanjangan penahanan kepada
penyidik Polri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penahanan
habis, dan mindik penahanan dibuat oleh penyidik Polri.

2.8.6 Penggeledahan

PPNS yang berwenang melakukan penggeledahan, pelaksanaannya sesual
KUHAP dengan ketentuan surat permintaan ijin penggeledahan kepada Ketua PN
setempat dibuat PPNS dengan tembusan penyidik Polri. Surat ditanda tangani atasan
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PPNS selaku penyidik, namun jika atasan PPNS bukan penyidik, maka suratnya
ditandatangani PPN S dan diketahui oleh atasan PPNS.

Setelah surat ijin penggel edahan dikeluarkan Ketua PN setempat, maka PPNS
menerbitkan surat perintah penggeledahan ditandatangani atasan PPNS selaku
penyidik. Apabila atasan bukan penyidik, maka ditandatangani PPNS dan diketahui
oleh atasan. Selesai menggeledah, dibuat BA Penggeledahan dan ditanda-tangani
penghuni lokasi, para saksi, dan PPNS yang menggeledah. Dalam keadaan yang
sangat perlu dan mendesak, segera dilakukan penggel edahan dengan surat perintah
penggeledahan. Selesai menggeledah, dibuat berita acara penggel edahan, lalu segera
mel aporkan kepada K etua PN setempat guna memperoleh persetujuan.

PPNS yang tidak berwenang menggeledah, meminta bantuan penyidik Polri
melalui surat yang ditujukan kepada pejabat reskrim Polri setempat, dilampiri laporan
kejadian dan laporan kemajuan penyidikan. Jika penyidik Polri mengabulkan, maka
memberitahu keputusannya kepada PPNS, dan penggeledahan dilakukan penyidik
Polri dengan mengikut sertakan PPNS. Penyidik Polri membuat mindik dan
mengajukan permohonan persetujuan penggel edahan kepada Ketua PN setempat.
2.8.7 Penyitaan

PPNS yang berwenang menyita, pelaksanaanya sesuar KUHAP, dengan
ketentuan surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua PN setempat dibuat PPNS
dengan tembusan penyidik Polri. Surat ditanda tangani atasan PPNS selaku penyidik,
namun jika atasan PPNS bukan penyidik, surat ditandatangani PPNS dan diketahui
atasan PPNS. Setelah surat izin penyitaan diterbitkan Ketua PN setempat, PPNS
mengeluarkan surat perintah penyitaan ditandatangani atasan PPNS selaku penyidik,
namun jika atasan PPNS bukan penyidik, maka surat ditanda tangani PPNS dan
diketahui atasan PPNS. Selesai menyita, dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Surat
Tanda Penerimaan Barang Bukti yang ditanda-tangani oleh Pemilik/ Penguasa
barang, para saksi dan PPNS yang menyita.
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Daam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, segera dilakukan penyitaan
dengan Surat Perintah Penyitaan. Lalu melaporkan kepada Ketua PN setempat
melalui surat yang dilampiri laporan kejadian, surat perintah penyitaan, berita acara
penyitaan, dan surat tanda penerimaan guna memperoleh persetujuan.

Apabila PPNS tidak berwenang menyita, maka meminta bantuan penyidik
Polri melalui surat yang ditujukan kepada pejabat fungsi reskrim Polri setempat
dengan dilampiri laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan. Surat tersebut
ditanda tangani atasan PPNS selaku penyidik, namun jika atasan PPNS bukan
penyidik, maka surat ditanda tangani PPNS dan diketahui atasan PPNS. Apabila
penyidik Polri mengabulkan, maka memberitahu PPNS, dan penyitaan dilakukan
penyidik Polri, lalu menyerahkan hasil sitaan beserta mindiknya kepada PPNS
dengan berita acara penyerahan dan mindik kegiatan penyitaan dibuat penyidik Polri,
lalu mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua PN setempat.

2.8.8 Pemeriksaan

PPNS berwenang memeriksa saksi, ahli, dan tersangka. Hasil pemeriksaan
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi., ahli, dan tersangka.

Jika diperlukan pemeriksaan barang bukti, maka PPNS meminta bantuan
teknis kepada penyidik Polri berupa pemeriksaan laboratorium forensik dan
identifikasi. Apabila diperlukan pemeriksaan ahli, PPNS dapat meminta bantuan
secara langsung kepada ahli dengan tembusan penyidik Polri.

2.8.9 Bantuan Hukum

Apabila tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana
mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak
mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai
penasihat hukum sendiri, maka PPNS wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka
untuk memberikan bantuan dengan cumacuma. Apabila tersangka menolak
penasehat hukum yang disigpkan PPNS, maka PPNS membuat Berita Acara
Penolakan dan ditanda-tangani PPNS dan tersangka, serta tersangka membuat Surat
Pernyataan Penolakan bermateri Rp 6.000 (enam ribu rupiah).
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2.8.10 Penyelesaian Berkas Perkara

Penyel esaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan
yang meliputi pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara, pemberkasan, dan
penghentian penyidikan.

Pembuatan resume merupakan kegiatan PPNS membuat kesimpulan sesual
hasil penyidikan, dan penyusunan isi berkas perkara meliputi Sampul Berkas Perkara,
Daftar isi Berkas Perkara, dan |s Berkas Perkara yang terdiri atas resume, laporan
kejadian, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, berita acara, surat-surat seperti
surat panggilan dan surat perintah, daftar saksi, daftar ahli, daftar tersangka, dan
daftar barang bukti. Pemberkasan merupakan kegiatan memberkas isi berkas perkara
dengan susunan dan syarat-syarat serta penyegelan yang ditentukan.

2.8.11 Penyerahan Perkara

Penyerahan perkara hasil penyidikan PPNS merupakan pelimpahan tanggung
jawab suatu perkara dari penyidik ke Penuntut Umum (PU), yang pelaksanaannya
berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat.

Penyerahan perkara dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat meliputi tahap
pertama, yaitu penyerahan berkas perkara melalui surat pengantar ditanda-tangani
atasan PPNS selaku penyidik, atau ditanda-tangani PPNS dan diketahui atasan PPNS
jika atasnya bukan PPNS, dan penyerahan berkas perkara kepada PU melaui
Penyidik Polri. Sedangkan tahap kedua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti
setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh PU.

Penyidik Polri yang telah menerima penyerahan berkas perkara dari PPNS,
melakukan penelitian bersama PPNS, dan apabila telah lengkap segera menyerahkan
kepada PU. Apabila berkas dikembalikan oleh PU, PPNS melengkapi sesua petunjuk
dengan dibantu Penyidik Polri.

Setelah PPNS melengkapi berkas sesuai petunjuk PU, maka PPNS wajib
menyerahkan berkas perkara kepada PU melalui Penyidik Polri dalam waktu 14
(empat belas) hari, sgak diterimanya petunjuk. Apabila dalam waktu 14 (empat
belas) hari berkas tidak dikembalikan PU, maka penyidikan dianggap lengkap dan
PPNS menyerahkan tersangka dan barang bukti ke PU melalui penyidik Polri.
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Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada PU melalui penyidik Polri
dilakukan dengan surat ditandatangani atasan PPNS selaku penyidik, atau ditanda-
tangani PPNS dan diketahui atasan PPNS apabila atasan PPNS bukan PPNS, serta
penyerahannya dibuatkan berita acara. Caranya PPNS menyerahkan tersangka dan
barang bukti ke penyidik Polri melalui surat, dan dibuatkan Berita Acara Serah terima
tersangka dan barang bukti. Kemudian penyidik Polri menyerahkan tersangka dan
barang bukti kepada PU melalui surat pengantar dan dibuatkan berita acara serah
terimatersangka dan barang bukti, sertadicatat dalam buku register B-11.

2.8.12 Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara
apabila 1) tidak terdapat cukup bukti; 2) peristiwa bukan merupakan tindak pidana;
dan 3) dihentikan demi hukum karena tersangka meninggal dunia, tuntutan tindak
pidana telah kadaluarsa; dan/atau tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan
Hakim yang mempunyal kekuatan hukum yang tetap.

Sebelum proses penghentian penyidikan, dilakukan gelar perkara. Apabila
hasil gelar menyimpulkan syarat penghentian penyidikan terpenuhi, maka diterbitkan
surat perintah penghentian penyidikan (SP-3) dan surat ketetapan penghentian
penyidikan (SKPP) ditandatangani atasan PPNS selaku penyidik. Jika atasan PPNS
bukan Penyidik, maka penandatanganan SP-3 dan SKPP oleh PPNS dan diketahui
atasannya; dan membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan
kepada PU, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.

Jika penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan
dan/atau ditemukan adanya bukti baru, maka PPNS wajib menerbitkan surat
ketetapan pencabutan penghentian penyidikan, membuat surat perintah penyidikan

lanjutan, dan melanjutkan kembali penyidikan.
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2.8.13 Administras Penyidikan
Administrasi Penyidikan atau mindik merupakan kegiatan penatausahaan

penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikan

berupa kel engkapan mindik. Adapun kelengkapan mindik PPNS sebagal berikut:

a

b.

Sampul berkas perkara,

Isi berkas perkara yang terdiri atas:

©CoOoNOh~WwWDNE

Resume,

Laporan Kegjadian;

Sprin Tugas; dan Sprin Penyidikan;

Berita acara pemeriksaan TKP;

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS;

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Polri;

BAP saksi/ ahli; dan BAP tersangka;

Berita acara konfrontasi;

Berita acara pengambilan sumpah saksi/ ahli;

Surat panggilan;

Sprin membawa tersangkal/saksi oleh PPNS;

Surat permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;

Surat pemberitahuan permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
Sprin membawa tersangkal saks oleh Polri;

Berita acara membawa dan menghadapkan tersangka/saksi;

Berita acara serah terima tersangka/saksi dari Polri kepada PPNS,
Surat permintaan bantuan penangkapan

Surat pemberitahuan permintaan bantuan penangkapan;

Sprin penangkapan; dan BA penangkapan;

Surat penyerahan tersangka kepada PPN'S;

Berita acara penyerahan tersangka kepada PPN'S;

Sprin pelepasan tersangka; dan BA pelepasan tersangka;

Surat permintaan bantuan penahanan;

Surat pemberitahuan permintaan bantuan penahanan;

Sprin penahanan; dan BA penahanan;

Surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka;

Surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan;

Surat pemberitahuan permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
Surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Penuntut Umum;
Sprin perpanjangan penahanan; dan BA perpanjangan penahanan;
Surat pemberitahuan perpanjangan penahanan ke keluarga tersangka;
Surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Polri;
Surat pemberitahuan permintaan perpanjangan penahanan lanjutan
kepada PPNS;

Surat permintaaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Ketua PN
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Sprin perpanjangan panahanan lanjutan; BA perpanjangan penahanan
lanjutan

Surat pemberitahuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada
keluarga tersangka;

Sprin pengeluaran penahanan dan BA pengel uaran penahanan

Sprin pembantaran penahanan dan BA pembantaran penahanan;

Sprin pencabutan pembantaran penahanan dan BA pencabutan
pembantaran penahanan;

Sprin penahanan lanjutan dan BA penahanan lanjutan

Surat permintaan ijin khusus penggel edahan kepada K etua Pengadilan;
Surat |aporan persetujuan penggel edahan kepada K etua Pengadilan;
Sprin penggel edahan dan BA Penggel edahan;

Surat permintaan bantuan penggel edahan;

Surat pemberitahuan permintaan bantuan penggeledahan;

Surat permintaan izin khusus penyitaan kepada K etua Pengadilan;
Laporan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan;
Sprin Penyitaan, BA Penyitaan, Surat tanda penerimaan;

Surat permintaan bantuan penyitaan;

Surat pemberitahuan permintaan bantuan penyitaan;

Sprin penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;

Berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;

Sprin pengembalian barang bukti dan BA pengembalian barang bukti;
Surat permintaan bantuan pemeriksaan labfor;

Surat hasil pemeriksaan |abfor;

Surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;

Surat hasil pemeriksaan identifikasi;

Sprin penghentian penyidikan;

Surat ketetapan penghentian penyidikan;

Surat pemberitahuan penghentian penyidikan;

Surat pengiriman berkas perkara PPNS;

Surat pengiriman berkas perkara Polri;

Tandaterimaberkas perkara;

Surat pengiriman Tsk dan barbuk; BA serah terima Tsk dan Barbuk;
Surat pelimpahan penyidikan dan BA pelimpahan penyidikan;

Surat bantuan penyelidikan;

Daftar saksi; Daftar tersangka; dan Daftar barang bukti;

Daftar isi berkas perkara.

Sedangkan mindik yang tidak merupakan isi berkas perkara, tetapi yang dapat

dilampirkan dalam berkas perkara yaitu : 1) Surat perintah penyelidikan; 2) Laporan
hasil penydidikan; 3) Kartu tik kgahatan/ pelanggaran; 4) Kartu sidik jari; dan 5)

foto tersangka (dalam 3 posisi).
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Mindik-mindik diatas, dicatat dalam register yang dibuat PPNS, terdiri atas:
Laporan kegladian (B-1); Kegahatan/pelanggaran (B-2); SPDP (B-3); Surat panggilan
(B4); Sprin penangkapan (B-5); Sprin penggeledahan (B-6); Sprin penyitaan (B-7);
Sprin penyidikan dan Sprin tugas (B-8); Penahanan (B-9); Berkas perkara (B-10);
Penerimaan dan ekspedisi berkas perkara (B-11); Ekspedisi berkas perkara, tersangka
dan barang bukti (B-12); Barang bukti (B-13); Barang temuan (B-14); Pencarian
orang dan barang (B-15); Permintaan visum et repertum (B-16); Permintaan/ izin
pemeriksaan (B-17); dan Pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan (B-18).
Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PPNS dalam penyelenggaraan mindik adalah :

1 Menghindari kesalahan dalam pengisian blangko yang tersedia.

2 Mel aksanakan pendataan dan pencatatan secaratertib dan teratur.

3. Mendistribusikan dan mengarsipkan surat secaratertib dan teratur, dan

4 Dikelola oleh PPNS yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk

kepentingan itu.
2.8.14 Pelimpahan Penyidikan

Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilakukan apabila :
1) peristiwa pidana yang ditangani meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS; 2)
alasan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak bisa melakukan penyidikan;
dan 3) peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu
dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan
Penyidik Polri. Pelimpahan ini melalui surat pelimpahan dan dibuatkan berita acara.
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BAB I11
METODOLOGI PENELITIAN

Dalam metodologi penelitian ini diuraikan tentang pendekatan penelitian,
tempat penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis
data sebagai berikut.

3.1 Pendekatan Pendlitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif,
karena masalah yang diteliti termasuk katagori penelitian tindakan, yaitu merupakan
refleksi antara teori dan praktek. Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti apakah
praktek pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan tindak
pidana yang dilakukan Penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar)
terhadap PPNS di daerah hukum Polda Jabar sudah sesual peraturan perundang
undangan yang berlaku, atau juga ingin meneliti apakah proses penyidikan yang
dilakukan PPNS di Instansi Pemerintah di daerah hukum Polda Jabar sudah sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang Undang RI Nomor 8
tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang Undang Rl Nomor 2 tahun 2002 tentang

Polri, serta undang-undang lain yang menjadi dasar hukum masing-masing PPNS.
3.2  Tempat dan Waktu Penélitian

Penelitian ini dilakukan pada awal bulan Pebruari 2011 sampai akhir Maret
2011 di Instansi Kepolisian yaitu di Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar,
di Organisasi Perangkat Daerah (Badan/ Dinas) di lingkungan Pemerintah Daerah
Propinsi Jawa Barat, dan di Organisasi Pemerintahan Pusat yang membawahi PPNS
yang memiliki kewenangan penyidikan di daerah hukum Polda Jabar, sertadi Instansi

Kegaksaan Tinggi Jawa Barat.
3.3  Subyek Pendlitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah orang yang berkompeten dan
memiliki relevansi dengan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut :
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a Dir Reskrim Polda Jabar/ Kasi Korwas PPNS Kasubbag Renmin Dit Reskrim
Polda Jabar.

b. Penyidik Polri di Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar.

C. PPNS di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Propins Jawa
Barat, dan Pemerintahan Pusat yang bertugas di daerah hukum Polda Jabar, yaitu : 1)
Bala Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung; 2) Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas |1 Bandung; dan 3) Ditjen Pgjak/ Kanwil
Ditjen Pgjak Jabar, dan 4) Bala Besar Konservsi Sumber Daya Alam Jawa Barat
Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI.

d. Instansi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

34  Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian dalam pendekatan kualitatif yaitu terletak pada
keberadaan peneliti itu sendiri saat melakukan penelitian, sehingga seluruh data/
informasi yang diperoleh peneliti melalui cara-cara sebagai berikut :

a Observasi Partisipasi (Participant Observasion)/ pengamatan terlibat

Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan peneliti dengan cara melibatkan
diri terhadap setigp kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan koordinasi dan
pengawasan yang dilakukan penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda
Jabar) terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS di
daerah hukum Polda Jabar.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara
menanyakan secara langsung dalam bentuk lisan terhadap subyek penelitian guna
memperoleh informasi atas segala tindakan yang dilakukan (Consuello, 1993).
Wawancara dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman
wawancara, yang akan digjukan kepada subyek penelitian sesuai perannya masing-
masing. Guna menghimpun data hasil wawancara, peneliti memakai aat perekam,

mencatat setiap keterangan informan, atau menerima jawaban hasil wawancara secara
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tertulis. Peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka, yaitu informan diberi
kebebasan menjawab setiap pertanyaan tanpa adanya arahan dari peneliti.
C. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun
berbagai data/ informasi yang bersumber dari dokumen-dokumen yang sudah ada,
misalnya berkas perkara PPNS, surat-surat dinas terkait pelaksanaan korwas PPNS
seperti surat pemberian bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi
penyidikan, buku register administrasi penyidikan, laporan bulanan atau tahunan
pelaksanaan korwas PPNS, atau laporan jumlah tindak pidana yang sudah atau
sedang disidik PPNS, jumlah tindak pidana yang berkasnya sudah dilimpahkan PPNS
kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri dan dokumen lain yang terkait.
Adapun langkah-langkah penelitian yang telah dilakukan untuk memperoleh
data-data yang terkait dengan rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :
1 Peneliti menyampaikan surat pemberitahuan sekaligus ijin penelitian
kepada Direktur Reserse Krimina Polda Jabar yang saat itu mash
membawahi Seksi Korwas PPNS untuk melakukan penelitian di Seks
Korwas PPNS dan di Subbag Renmin tentang pelaksanaan penerapan
koordinas dan pengawasan yang dilakukan Seksi Korwas PPNS terhadap
PPNS yang melakukan penyidikan di daerah hukum Polda Jabar.
2. Memperkenalkan diri kepada Kasubbag Renmin, Kasi Korwas PPNS
Dit Reskrim Polda Jabar dan para stafnya, beberapa PPNS yang ada di
Instansi, dan penuntut umum yang menjadi subyek penelitian dengan
mengatakan bahwa peneliti adalah mahasiswa Program Pascasarjana Program
Studi Kagian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia ingin  melakukan
penelitian tentang analisis pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik
Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS.
3. Menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian yang dihasilkan sehingga
tidak menimbulkan kecurigaan dari subyek penelitian. Peneliti jugatidak akan
mempermasalahkan segala kegiatan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan
Penyidik Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.
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4. Menetapkan informan kunci terhadap seluruh personel Seksi Korwas
PPNS Dit Reskrim Polda Jabar yang dapat membantu peneliti mengumpulkan
data-data keterangan yang diperlukan, yaitu :

a) Kompol Sumino Hadi S, Kasi Korwas PPNS.

b) Ipda Warsim, Paur Mindik Seksi Korwas PPNS.

C) Aiptu Supriyatno, Banum Seksi Korwas PPNS.

d) Aiptu Ita M. Ginting, Banum Seksi Korwas PPNS.
5. Melakukan wawancara terhadap informan kunci dan beberapa subyek
penelitian lainnya dengan cara melakukan komunikasi yang dapat diterima
oleh subyek penelitian sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang
diperlukan. Wawancara dilakukan terhadap :

a) Pejabat Kepolisian Dit Reskrim Polda Jabar, yaitu Kasubbag

Renmin dan Kasi Korwas PPNS.

h) Penyidik Polri di Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar

C) Kabid Penegakkan Perda Satpol PP Provinsi Jabar.

d) Kabid Pembinaan Satpol PP Provins Jabar.

) PPNSdi Instansi Pemerintah dan Penuntut Umum Keati Jabar
6. Melakukan pengamatan terhadap setiap kegiatan penyidik Sikorwas
PPNS Dit Reskrim Polda Jabar, terutama terkait pelaksanaan koordinasi dan
pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh
PPNS, seperti mengamati saat pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah
Provins Jabar yang dilakukan oleh PPNS Dinas/ Instansi Provinsi Jabar
dibawah pimpinan Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah Satpol PP
Provins Jabar, dengan didampingi Kasi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda
Jabar di daerah Kabupaten Purwakarta tanggal 9 Pebruari 2011 serta kegiatan
korwas lainnya.
7. Mengumpulkan dan meneliti dokumen-dokumen terkait pelaksanaan
koordinasi dan pengawasan olah Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda
Jabar terhadap PPNS, seperti berkas perkara, surat-surat dinas, surat perintah,

buku petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan pengawasan, register
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administrasi penyidikan, laporan bulanan/ tahunan dan Lakip Dit Reskrim
Polda Jabar Tahun 2010 maupun laporan kegiatan Seksi Korwas PPNS.

8. Membuat catatan-catatan hasil pengamatan dan wawancara yang
dituangkan dalam buku harian berisi kegiatan dan hasil penelitian.

9. Membuat |aporan hasil penelitian dan menyusun tesis.
35  Teknik AnalisisData

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data
kualitatif. Teknik analisis data menurut Miles dan Hubermen diterapkan melalui tiga
alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan Penarikan kessmpulan/ verifikasi.

3.5.1 Reduks data, berarti merangkum, membuat ringkasan data, memilih hal-hal/
data data yang penting karena jumlah data yang diperoleh di lapangan terlalu banyak,
sehingga perlu mereduks data. Fungi mereduksi data yaitu untuk menemukan,
menggolongkan dan membuang data-data yang tidak perlu. Jadi kegiatan mereduksi
dataini untuk mencari data yang benar-benar valid.

3.5.2 Penyaian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan
kemungkinan untuk menarik kesimpulan, yang bentuknya bisa berupa matrik, grafik,
bagan atau teks yang bersifat naratif.

3.5.3 Penarikan kesimpulan. Penygjian data yang telah didukung oleh data-data
yang mantap atau bukti bukti yang akurat, maka dapat dijadikan kesimpulan yang
kredibel.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Sebelum diberlakukannya Peraturan Kapolri Nomotad2n 2010 tanggal 28
September 2010 tentang Susunan Organisasi danKEaja pada Tingkat Polda,
keberadaan organisasi Seksi Korwas PPNS di Polt@ar Jmasih mendasari
Keputusan Kapolri Nomor:Kep/07/1/2005 tanggal 3aukai 2005 tentang Perubahan
atas Keputusan Kapolri No Pol :Kep/54/X/2002 tahdgaOktober 2002 tentang
Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan Satuan Osagapada Tingkat Polda, yang
mana Seksi Korwas PPNS di Polda Jabasih berada di bawah Direktorat Reserse
Kriminal, sehingga keberadaanya sangat berkaitandg@ngaruhi oleh organisasi
Direktorat Reserse Kriminal maupun Polda Jabargabarganisasi atasannya. Saat
penelitian dilakukan oleh peneliti di Seksi KorwRBNS Polda Jabar awal Pebruari
2011, Seksi Korwas PPNS masih berada di bawah n@kReserse Kriminal. Oleh
karena itu, peneliti perlu memperoleh gambaran unmemgenai visi, misi, dan

kebijakan Polda Jabar serta Organisasi DirektoegeRse Kriminal pada tahun 2010.

4.1  Vid, Mis, dan Kebijakan Polda Jabar

Visi dan misi Polda Jabar berpedoman pada visindign Polri yang tertuang
dalam Lampiran Surat keputusan Kapolri No Pol :p&&@0/V1/2005 tanggal 10 Juni
2005 tentang Grand Strategi Polri 2005-2025, Babhdléaman 10.

Visi Palri tersebut yaitu : 1) Polri menjadi orayang berdedikasi penuh pada
rakyat berlandaskan demokrasi; 2) Proaktif dalanwupedkan masyarakat yang
menjunjung tinggi hukum dan rasa keadilan, sertah@k asasi manusia; 3) Polisi
yang profesional dan akuntabel dalam pelayananegaman kejahatan, gakkum, dan
penciptaan rasa aman dan bebas rasa takut yangsnlmasyarakat serta dicintai
secara nasional dan diakui secara internasional;4jaMewujudkan lembaga Polri
yang mandiri, terbuka, bermoral serta memiliki kbddas dan kompetensi yang
unggul dalam setiap perubahan lingkungan.

Misi Polri yaitu : 1) Mengutamakan peran perlindangpengayoman dan
pelayanan masyarakat guna mewujudkan rasa amararakai(public safety); 2)
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Proaktif melaksanakan pencegahan kejahatan danggalean dengan mengefektif-
kan comunity policing guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraeyamakat
(crime prevention); 3) Menegakkan hukum secara profesional dan psoqual
dengan menjunjung tinggi hukum, HAM, keadilan, dkepastian hukum; 4)
Meningkatkan kerja sama dengan instansi lembagandalan luar negeri dalam
rangka memulihkan keamanan dalam negeri; 5) Membakglembagaan Polri serta
mengelola sumber daya secara efektif dan efisiea galancaran pelaksanaan tugas;
6) Membangun mobilitas teknologi yang memadai gpeaanggulangan kejahatan
dengan dinamikanya; dan 7) Melaksanakan kerja gapalisian internasional.
Kebijakan Polri secara umum vyaitu semangat refsrroatuk mendorong
Polri, baik sebagai organisasi maupun personelkumelakukan pembaharuan dan
peningkatan efektifitas dalam melaksanakan tupd&si peran yang dipertanggung
jawabkan serta kewenangan yang telah diberikanwidang-undang kepada Polri.
Visi Polda Jabar yaitu terwujudnya personel Pdaaar dan Jajarannya yang
mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan maisatayang selalu dekat dan
bersama rakyat serta sebagai aparat penegak hulamg profesional dan
proporsional. Sedangkan misi Polda Jabar yang thisdikan pedoman Satuan
Kerja di lingkungan Polda Jabar yaitu : Nlgmberikan perlindungan, pengayoman
dan pelayanan kepada masyarakat secara mudahnséspan tidak diskriminatif
agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangilaldn psikis; 2Memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang wies&luruh daerah hukum Polda
Jabar serta menfasilitasi keikut-sertaan masyamddam memelihara kamtibmas di
lingkungan masing-masing; 3Memelihara kamtibcar lantas untuk menjamin
keselamatan dan kelancaran arus orang dan barpMgngiembangkan perpolisian
masyarakat@ommunity Policing) yang berbasis pada masyarakat patuh hufuzw
Abiding Citizen); 5) Menegakkan hukum secara profesional, proporsitraadsparan,
obyektif, akuntabel untuk menjamin kepastian hukdam rasa keadilan; dan 6)
Mengelola secara profesional, transparan, akuntisemodern seluruh sumber daya

Polda Jabar guna mendukung operasional.
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Sesuai visi dan misi Polda Jabar, maka arah Kelnjd&apolda Jabar yaitu
mewujudkan seluruh personel Polda Jabar dan jajgsagyang berprilaku agamis
serta terwujudnya personel Polda Jabar dan jajgsagang profesional, bermoral
dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelagayarakat yang terpercaya
dalam memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum.

Visi Dit Reskrim Polda Jabar yaitu terwujudnyagquerel jajaran Dit Reskrim
Polda Jabar yang profesional, bermoral dan modebagai pelindung, pengayom
dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam nferelikamtibmas dan
menegakkan hukum dan HAM.  Sedangkan Misi BgKRim Polda Jabar yaitu :1)
Menegakkan hukum melalui penyelidikan dan penyidikeecara profesional,
proporsional, prosedural dan pro aktif dengan mgapg tinggi supremasi hukum
dan HAM menuju adanya kepastian hukum dan rasal&ea@) Mengelola sumber
daya Dit Reskrim Polda Jabar secara profesionandahencapai tujuannya yaitu
terwujudnya penegakkan hukum di wilayah Jawa Baetara konsisten tanpa
diskriminasi; 3)Meningkatkan upaya konsolidasi ing¢ sebagai upaya menyamakan
visi dan misi Dit Reskrim Polda Jabar ke depamaseremelihara solidaritas institusi
Dit Reskrim Polda Jabar dari berbagai pengaruhegkst dalam proses penyidikan
yang sangat merugikan organisasi; 4) Mengembang&arampuan dan manajemen
pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan guna p&kagahukum; 5) Membangun
dan meningkatkan kemampuan penyidik dalam menandasius kejahatan
konvensional, kejahatan transnasional, kejahataimadep kekayaan negara dan
kejahatan yang berimplikasi kontijensi; 6) Membirdan mengoptimalkan
pelaksanaan fungsi identifikasi guna mengembandkamampuan penyelidikan
secara ilmiah; dan 7) Mengedepankan fungsi PPN&ndglenegakkan hukum
pelanggaran perundang-undangan yang menjadi dasa&niangan PPNS.

Sedangkan kebijakan Dit Reskrim Polda Jabar m&arpgenjabaran dari
kebijakan Kapolda Jabar yaitu mewujudkan penyidikg/berperilaku agamis dalam
melakukan proses penyidikan secara profesionapgostnal, prosedural, proaktif,

jujur, adil, bertanggung-jawab, menjunjung tinggpgemasi hukum dan HAM.
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4.2  Daerah Hukum Polda Jabar

Sesuai pasal 9 KUHAP, penyelidik dan penyidik Poempunyai wewenang
melakukan tugas masing-masing pada umumnya di uselwilayah Indonesia,
khususnya di daerah hukum masing-masing dimanadalagkiat sesuai ketentuan
undang-undang. Sedangkan pasal 6 ayat (2) UURI N@rtehun 2002 tentang Polri
dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan perarfudgsi kepolisian, wilayah
negara Rl dibagi dalam daerah hukum menurut kepgani pelaksanaan tugas Polri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 23 ta8b0i tentang Daerah
Hukum Polri, pasal 1 butir 2 bahwa daerah hukunriBe@ing selanjutnya disebut
daerah hukum kepolisian adalah wilayah yuridiksi RKyang meliputi wilayah
darat, perairan dan udara dengan batas-batasttedatam rangka melaksanakan
fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan paratperundang-undangan, dan
Pasal 2 ayat (2) bahwa pembagian daerah hukum igpoldapat dilakukan
berdasarkan pembagian wilayah administrasi penadam daerah dan perangkat
sistem peradilan pidana terpadu, serta pasal 3 (2yatijelaskan bahwa ketentuan
lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penetg@anbagian daerah hukum
kepolisian diatur dengan Peraturan Kapolri. Sedangbasal 6 bahwa pembagian
daerah hukum kepolisian tidak membatasi setiapbpejgolri dalam melaksanakan
tugas, fungsi, peran dan kewenangannya sesuaupmigierundang-undangan.

Sesuai keputusan Kapolri Nomor : Kep/395/VI/20&6@ggal 25 Juni 2010
tentang Tipe Organisasi Polri, dalam lampirannyealaikan bahwa daerah hukum
Polda Jabar terdiri atas 22 (dua puluh dua) Polres.

Daerah hukum Polda Jabar terdiri atas 22 Polias,tekrdapat 21 Kejari, 19
Pengadilan Negeri, 1 Kejaksaan Tinggi Jabar daerig&lilan Tinggi Jabar. Kejari
yang masuk wilayah Kejati Jabar, tetapi tidak tesmkaDaerah Hukum Polda Jabar,
yaitu Kejari Bekasi, Kejari Cikarang dan Kejari ép Sedangkan Pengadilan
Negeri yang masuk wilayah Pengadilan Tinggi Jabtapi tidak termasuk Daerah
Hukum Polda Jabar yaitu PN Bekasi dan PN Depok.pAdaincian nama Polres,
Kejari dan Pengadilan Negeri yang masuk daerah muRalda Jabar tercantum pada

tabel sebagai berikut :

Universitas Indonesia

Analisis pelaksanaan..., Abdul Mun'im, Pascasarjana Ul, 2011.



Tabel 4.1

35

Jumlah dan nama Polres, Kejari dan Pengadilan Negeri

di Lingkungan Polda Jabar

No Polres/ tabes jajara|nNo _ Kejari jajaralj Pengadilan Negeri
Polda Jabar Kejaksaan Tinggi Jabar Jajaran PT Jabar

1 | Restabes Bandung 1 Kejari Bandung 1 PN Bandung
g l;:t;;:g];hé 2 | Kejari Bale Bandung 2 PN Bale Bandung
4 | Res Sumedang 3 Kejari Sumedang 3 PN Sumedang
5 | Res Garut 4 | Kejari Garut 4 | PN Garut
6 | Resta Tasikmalaya 5 Kejari Tasikmalayg .
7 | Res Tasikmalaya 6| Kejari Singaparna > | PN Tasikmalaya
8 | Res Ciamis 7 | Kejari Ciamis ]
9 | Resta Banjar 8| Kejari Banjar N
10| Resta Cirebon 9| Kejari Cirebon 7 PN Cirebon
11| Res Cirebon 10 Kejari Sumber 8 PN Sumber
12| Res Majalengka 11 Kejari Majalengka 9 PN Majalengka
13| Res Indramayu 12 Kejari Indramayu 10 PN Indramayu
14| Res Kuningan 13 Kejari Kuningan 11 PN Kuningan
15| Resta Bogor 14 Kejari Bogor 12 PN Bogor
16| Res Bogor 15 | Kejari Cibinong 13 PN Cibinong
17| Resta Sukabumi 16 Kejari Sukabumi 14 PN Sukabumi
18| Res Sukabumi 17 Kejari Cibadak 15 PN Cibadak
19| Res Cianjur 18| Kejari Cianjur 16 PN Cianjur
20| Res Purwakarta 19 Kejari Purwakarta 17 PN Purwakart
21| Res Karawang 20 Kejari Karawang 18 PN Karawang
22| Res Subang 21 Kejari Subang 19 PN Subang

22 | Kejari Bekasi .

23 | Kejari Cikarang 20| PN Bekasl

24 | Kejari Depok 21 PN Depok

Sumber data : Dit Reskrim Polda Jabar, Kejati JdbarPengadilan Tinggi Jabar

Berdasarkan tabel diatas, Daerah hukum Polda fatobi atas 22 Polres, 21

Kejari dan 19 PN, sedangkan Kejari Bekasi, Kejakatang, Kejari Depok, PN
Bekasi dan PN Depok masuk daerah hukum Polda Matra.
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Apabila PPNS yang wilayah kerjanya seluruh Proviadar dan melakukan
penyidikan dengan TKP Bekasi, Cikarang dan DepoikanPPNS tersebut dapat
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyenahiasil penyidikan kepada
Kejati Jabar melalui Korwas PPNS Polda Jabar gueapermudah koordinasi,
meskipun Bekasi, Cikarang dan Depok bukan termasgkah hukum Polda Jabar.
Hal ini bisa dilakukan karena JPU Kejati Jabar halinstansi PPNS yang wilayah
kerjanya seluruh Jawa Barat, bukan berpegang pddgaW kerja Polda Jabar. (Hal
ini sesuai keterangan JPU Kejati Jabar, Pintawdigar, SH tanggal 24 Maret 2011).

4.3 Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar

4.3.1 Organisas
Berdasarkan Keputusan Kapolri No Pol : Kep /0002 tanggal 31 Januari
2005 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri Nc&Kep /54/X/2002 tanggal 17
Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Carg K&atuan—Satuan Organisasi
pada Tingkat Polda bahwa Dit Reskrim Polda Jabatahdunsur pelaksana utama
Polda Jabar yang berada dibawah Kapolda JabarRd3itrim Polda Jabar dipimpin
Direktur Reskrim Polda Jabar yang bertanggung-jakgtada Kapolda Jabar dan
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah keWidda Polda Jabar. Dir Reskrim
dalam dibantu Wadir Reskrim, yang bertanggung-jakegiada Dir Reskrim.
Organisasi Dit Reskrim Polda Jabar saat ditefitiggal 7 Pebruari 2011
masih mengacu pada Keputusan Kapolri No Pol :K@f/AD05 terdiri atas :
Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (disingikbbag Renmin).
Bagian Analisis (disingkat Bag Analisis).
Seksi Koordinasi dan Pengawasan PR#SIngkat Sikorwas PPNS).
Seksi ldentifikasi (disingkat Si ident).
Detasemen 88 Anti Teror (disingkat Den 88 AT)
Penyidik Fungsional.

® @ ® 20 T p

Satuan Operasional (Sat Opsnal), terdiri atdy Sat Ops 1 membidangi
Reserse Umum, 2) Sat Ops Il membidangi Resersadakio 3) Sat Ops Il

membidangi Reserse Tipiter, dan Sat Ops IV membidaaserse Tipikor.
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Setelah adanya Peraturan Kapolri Nomor 22 tahd@ 28hggal 28 September

2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pad&at Kepolisian Daerah,

maka Organisasi Dit Reskrim Polda Jabar awal bMaret 2011 dibagi menjadi dua

Direktorat, yaitu Direktorat Reserse Kriminal Umbit Reskrimum) dan Direktorat

Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus), yang m@eksi Korwas PPNS berada

di bawah Dit Reskrimsus, dan Den 88 AT serta pekyidngsional dibubarkan.

Sebagai gantinya, dibentuk jabatan struktural y@@ngawas Penyidikan (wasdik).
Adapun Organisasi Dit Reskrimsus Polda Jabar seltdsan Sikorwas PPNS

sesuai Peraturan Kapolri No. : 22 tahun 2010 tdi2y&eptember 2010 terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Sublagrkg terdiri atas Urusan
perencanaan, Urusan Administrasi, Urusan KeuartganlJrusan Tata Usaha

b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)liritelatas Subbagian
Administrasi Operasional dan Subbagian Analisatlaluasi.

C. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik), teatis 3 (tiga) unit.

d. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegsalegeri Sipil (Sikorwas
PPNS), terdiri atas Subseksi Bantuan PenyidikanbgiStansidik) dan
Subseksi Pembinaan Kemampuan (Subsi binpuan).

e. 4 (empat) Sub Direktorat (Subdit), setiap suteddiri atas 4 (empat) unit, dan
tugas masing-masing subdit secara garis besarayahasebagai berikut :

1. Subdit I, membidangi masalah industri dan pgadgan (Indag).

2 Subdit Il, membidangi fiskal, moneter, dan daiFismondev).

3. Subdit 111, membidangi masalah korupsi (disetg&ubdit I1l/Tipikor)
4 Subdit 1V, membidangi Sumber Daya Lingkungam{&aling).

4.3.2 Struktur Organisas

a. Struktur Organisasi Dit Reskrim Polda Jabaradseputusan Kapolri No Pol

: Kep/07/1/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentanglfhan atas Keputusan Kapolri
No Pol :Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002tdag Organisasi dan Tata Cara
Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Polda, bigzatipada bagan sebagai berikut :
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Dir Reskrim

Wadir
................................................................................................................... Unsur.Pimpinan........
| | | |
Kaden 88 AT Kabag Kasubbag Penyidik
Wakaden analis Renmin Fungsional
4 2 2
............ subdel | LLSUORO] ol PAM ] ynsur pembantu Pimpinan
| |
Kasi Korwas Kasi
PPNS Identifikasi
2
Paur P:ur
[ | [ [
Kasat Kasat Kasat Kasat
Ops | Ops Il Ops 1l Ops 1V

5 5 5 5
unit unit unit unit

Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Bagan 4.1
Struktur Organisasi Dit Reskrim Polda Jabar Berdasarkan
Keputusan Kapolri No Pal : Kep/07/1/2005 tanggal 31 Januari 2005
b. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2@h@gdal 28 September
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara pada tingkat Polda, maka Dit
Reskrim Polda Jabar pada awal bulan Maret 2011 dkaekarkan menjadi Dit

Reskrimum dan Dit Reskrimsus. Adapun Struktur Oisgesi Dit Reskrimum dan Dit
Reskrimsus adalah sebagai berikut :
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Dir Reskrimum

Wadir
.................................................................................................................... Unsur Pimpinan
I I I
Kabag Kabag Kasubbag
Wassidik Bin Opsnal Renmin
I
I [ [ I
3 Kasuba: || Kasuba Kaur Kaur Kaur Kaur
Kanit Minons Anev Rer Min Keu Tu
I %, W \F Unsur Pembantu Pimpinan/pelayanan
[ [ I I
Kasubdit | Kasubdit Il Kasubdit I Kasubdit IV
S 5 5 5
Kanit Kanit Kanit Kanit
Kasi
Identifikasi
3
Kanit Unsur Pelaksana Tugas Pokok
Bagan 4.2

Struktur Organisas Dit Reskrimum Polda Jabar
Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010
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Dir Reskrimsus

Kabag Kabag Kasubbag
Wassidik Bin Opsnal Renmin

] | | | |

_| T T
3 Kasubay Kasuba Kaur Kaur Kaur Kaur
Kanit Minops Anev Rer Min Keu Tu
Kasi
Korwas PPNS
[
I |
Kasubsi Kasubsi
Bansidik Binpuar

Unsur Pembantu Pimpinan/ Pelayanan

...............................................................................................................................................

Kasubdit | Kasubdit |1 Kasubdit Il Kasubdit IV
4 4 4 4
Kanit Kanit Kanit Kanit

Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Bagan 4.3
Struktur Organisas Dit Reskrimsus Polda Jabar pada awal Maret 2011
Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010
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Berdasarkan dua bagan dalam struktur organisasedRiimum Polda Jabar
dan Ditreskrimsus Polda Jabar yang merupakan Hasilpemekaran organisasi Dit
Reskrim Polda Jabar, dapat dijelaskan bahwa tgugmibahan sebagai berikut :

a. Satuan Den 88 Anti Teror dan Penyidik Fungsig@alg semula berada di
bawah Dit Reskrim Polda Jabar, lalu dibubarkanlaet®it Reskrim Polda Jabar
dimekarkan menjadi Dit Reskrimum Polda Jabar darRBskrimsus Polda Jabar.

b. Seksi Korwas PPNS yang semula berada di bawatR&skrim, berubah

menjadi di bawah Dit Reskrimsus, tetapi tidak adsmgmbahan Daftar Susunan
Personel (DSP), bahkan jumlah bintara umumnya IbanigL

C. Seksi Identifikasi yang semula berada di bawatRBskrim berubah menjadi

di bawah Dit Reskrimum.

d. Sat Ops | yang semula di bawah Dit Reskrim mearigi reserse umum

berubah menjadi 4 subdit di bawah Dit Reskrimum.

e. Sat Ops Il membidangi reserse ekonomi, Sat @psmdmbidangi Reserse

tipiter, dan Sat Ops IV membidangi Reserse Tip¥ang semula berada di bawah
Dit Reskrim berubah menjadi 4 (empat) subdit di @lawit Reskrimsus.

4.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Polda Jabar mengacu pada UU RI Nom@ah@n 2022 dan
Peraturan Kapolri Nomor : 22 tahun 2010 yaitu ajaksanakan tugas pokok Polri
yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarat@egakkan hukum; serta
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelaykepada masyarakat; dan b)
melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam dakukium Polda Jabar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Dit Reskrim Polda Jabar yaitu membina fudgsi menyelenggarakan
kegiatan penyelidikan dan penyidikan, termasuk ainghidana terorisme, fungsi
identifikasi dan laboratorium forensik dalam rangkenegakan hukum, koordinasi
dan pengawasan dan administrasi penyidikan PPNfaidestentuan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, mak&k&krim Polda Jabar

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
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a. Pembinaan fungsi penyelidikan dan penyidikan, tewkatindak pidana
terorisme, fungsi identifikasi dan fungsi laboraiar forensik serta kegiatan-kegiatan
lain yang menjadi tugas Dit Reskrim dalam lingkum&alda.

b. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikanyigian tindak pidana
umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanatihgemgan khusus kepada
korban/ pelaku remaja, anak dan wanita, dalam mm@negakan hukum sesuai
ketentuan umum yang berlaku.

C. Penyelenggaraan fungsi identifikasi, baik untuk érgmgan penyidikan
maupun pelayanan umum.

d. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi pangawasan
operasional dan administrasi penyidikan PPNS.

e. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu no¢beserta penanganannya
dan mempelajari efektivitas pelaksanaan tugas saaiman fungsi reskrim.

Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010, iSeésvas PPNS pada
awal Maret 2011 berada di bawah Dit Reskrimsus &dlabar, sehingga dalam
penulisan tesis ini perlu dijelaskan pula tugasodRit Reskrimsus Polda Jabar yang
akan diemban. Dit Reskrimsus Polda Jabar adalalr petaksana tugas pokok yang
berada di bawah Kapolda Jabar. Dit Reskrimsus Pa&tmr dipimpin oleh Dir
Reskrimsus yang bertanggung jawab kepada Kapolur,Jdan dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda JdbmrReskrimsus Polda Jabar
dibantu oleh Wadir Reskrimsus, yang bertanggungiekepada Dir Reskrimsus.

Dit Reskrimsus bertugas melakukan lidik dan sidildak pidana khusus,
koordinasi, pengawasan operasional, dan mindik PB&sai dengan perundang-
undangan. Dalam melaksanakan tugas, Dit Reskrimsngyelenggarakan fungsi :

1. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusaguytindak pidana

ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu draladukum Polda;

2. penganalisisan kasus beserta penanganannya, semtpemajari dan

mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Dit Reskrsns

3. pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan opeahs serta

administrasi penyidikan oleh PPNS;
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4. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidanasukhudi

lingkungan Polda; dan

5. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikarmasi dan

dokumentasi program kegiatan Dit Reskrimsus.

Adapun tugas setiap satuan fungsi Dit ReskrimsoklaP Jabar sesuai
Peraturan Kapolri Nomor: 22 tahun 2010 tanggal @&&nber 2010 sebagai berikut:
a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Sublragrebertugas menyusun
perencanaan program kerja dan anggaran, manajeanpra§ personel, dan kinerja,
serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatamsatea urusan dalam di
lingkungan Dit Reskrimsus.

b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnaljudgees : 1) melaksanakan
pembinaan Dit Reskrimsus melalui analisis dan getakara beserta penanganannya,
2) mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanakagas lidik dan sidik; 3)
melakukan latihan fungsi, menghimpun dan memeliliemkas perkara yang telah
selesai diproses dan bahan literatur yang terdtart;4) mengumpulkan dan mengolah
data, serta menyajikan informasi dan dokumentagjram kegiatan Dit Reskrimsus.
C. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik), bagugelakukan koordinasi
dan pengawasan proses penyidikan di lingkungarRBgkrimsus, serta menindak-
lanjuti pengaduan masyarakat yang terkait prosegigi&an.

d. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegegeri Sipil (Sikorwas
PPNS), bertugas melakukan koordinasi, pengawasarpirigan teknis dan taktis
serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.

e. 4 (empat) Sub Direktorat (disingkat Subdit) tfligas melakukan penyelidikan
dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di dadgrakum Polda, pemberkasan dan
penyelesaian berkas perkara sesuai ketentuan athagni penyelidikan dan
penyidikan; penerapan manajemen anggaran, sertajenagn penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana.
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Perbandingan Jumlah personel Dit Reskrim PoldarJaerdasarkan Daftar

Susunan Personel (DSP) dan secara riil sampai Bahruari 2011 sebagai berikut :

Tabe 4.2
Perbandingan Jumlah Personel Dit Reskrim Polda Jabar
Antara DSP dan Jumlah Riil pada bulan Pebruari 2011

Pamen Pama Bintara PNS Jumlah

No Kesatuan

DSP| Riil | DSP| Riil |DSP| Riil | DSP| Riil |DSP| Riil
1 Direktur 1 1 - - - - - - 1 1
2 Wakil Direktur 1 1 - - - - - - 1 1
3 [Subbag Renm 1 1 - - - 4 6 9 7 14
4 Bag Analis 3 3 - - 1 4 4 8 7
5 [Sat | (Umum 6 6 11| 16| 37| 62 2 - 56 84
6 |Sat Il (Ekonomi| 6 6 11| 11| 37| 24 2 2 56 43
7 |Sat Il (Tipiter 6 6 11| 11| 37| 21 2 -l 5 38
8 [Sat IV (Tipikor) | 6 6 11| 11| 37| 19 2 - 56 36
9 Den 8¢ AT 6 6| 30| 20| 36| 42 3 2 783 70
10 Korwas PPN 1 1 2 1 4 2 - - 7 4
11 Sie Iden 1 1 4 2 6 8 4 - 15| 11
12 Penyidik Madyi | - 6 - - - - - - - 6
13 Penyidik Mudi: - - - 14 - - - - - 14
14 Bensa - - 5 5 4 1 - - 9 6

Jumlah 38| 44/ 85 91 199 187 25 13 338 335

Sumber data : Subbag Renmin Dit Reskrim Polda Jadxa Pebruari 2011

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlgdersonel Dit Reskrim

Polda Jabar belum sesuai dengan Keputusan KapolfPdtKep/07/1/2005 tanggal

31 Januari 2005 karena jumlah riil di setiap kema
Polda Jabar belum sesuai DSP, termasuk juga jupelatonel di Seksi Korwas PPNS

tdi lingkungan Dit Reskrim

Dit Reskrim Polda Jabar juga belum sesuai dengdh DS

4.35 SaranaPrasarana

Sarana prasarana milik Dit Reskrim Polda Jabandahendukung kegiatan

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bulabriari 2011 sebagai berikut :
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Jumlah Sarana dan Prasar ana Dit Reskrim Polda Jabar bulan Pebruari 2011

KONDI S

No JENISMATERIIL JML BB | RR | RB KET

1. | Sedan 1 1 - - |BB = Baru dan bal

2. | Bus Sedang 1 1 - -RR = Rusak ringe

3. | - Bus Kecil / Mini Bus 9 9 - - |RB = Rusak ber
- Ransus TKP dan Forensik 3 3
- Ransus Den 88 AT 1 1

4. | Ranmor Dinas Tahanan 1

5. | Sepeda Motor 38 38 - -

6. | Revolver Cal 38 139 | 139| - -

7. | Senpi Bahu Scorpion 9 mm 3 P

8. | Senpi Bahu SS1 9 9 - -

9. | SS1-v2 30 30

10.| Senpi Genggam CZ.TYPE CZ|510 10 a -

11.| Mesin Tik 9 5 - 4

12.| Telephone Lokal 7 7 - -

13.| Mesin Komputer 45 43 - 2

14.| Facximile 2 2 - -

15.| Telephone 7 7 - -

16.| HT Motorolla GP. 3284 3 2 - 1

17.| Police Line 2 2 - -

18.[ Handy Cam 4 2 - 2

19.|] Camera Cannon 1 1 - -

20.| Rompi Anti Peluru 10 10 - -

21.| Kit Air / Deteksi 2 2 - -

22.| Package & Letter Bom Detectipn 1 1 - -

23.| Borgol 30 30 - -

24.| Stamping Kit 1 1 - -

25.| Ransel Kit Identifikasi 8 8 - -

26.| Stamping Kit 8 8 - -

27.|Profesional Fingerprint Magnifief 6 6 - -

28.| Forensic Light Source 5 5 - -

29.| Kamera 6 3 - 3

30.| Lensa 11 - 11 -

31.| Blitz 1 - - 1

32.| Handycam 2 - 1 1

33.Kendaraan Olah TKP +2 & R-4]) 4 2 - 2

34.| Kendaraan Labfor 1 1 - -

Sumber data : Subbag Renmin Dit Reskrim Polda Jsdsa Pebruari 2011
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Dukungan anggaran Dit Reskrim Polda Jabar Tahugg&man 2010 yang

bersumber dari APBN untuk program Penyelidikan &amyidikan tertuang pada

DIPA Dit Reskrim Polda Jabar, dengan rincian damepgpannya sebagai berikut :

Tabel 4.4
Dukungan Anggaran Dit Reskrim Polda Jabar dan Penyerapannya

Pada Program Penyelidikan dan Penyidikan Tahun Anggaran 2010

No URAIAN DIPA REALISASI | % SISA
PROGRAM LIDIK DAN SIDIK TINDAK | 2.278.757.000 | 2.004.093.705 | 87,95 | 274.663.295
PIDANA

1 | PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI | 806.132.000 | 531.468.705|66,33 | 274.663.295
a | LIDIK DAN SIDIK TINDAK PIDANA 666.965.00 | 392.301.70|59.3(| 271.4€2.99¢
Belanja Pengadaan Bahan Makanars64.300.000 390.386.70559,25| 270.712.999
Honor terkait operasnal satuan kerja 2.175.000 1.425.00065.52 750.000
Belanja Barang Operasional Lainnya  490.000 490.000 100 0
b | BANTUAN TEKNIK LIDIK SIDIK TINDAK 105.793.000 105.793.000 100 0
PIDANA
. . . 105.793.000 105.793.000 100 0
Belanja Barang Operasional Lainnya
c | KERMA, PEMBINAAN DAN 33.374.000 33.374.000 100
PENGAWASAN TEKNIK LIDIK
. . . 33.374.000  33.374.000 100
Belanja Barang Operasional Lain

2. | LIDIK DAN SIDIK TINDAK PIDANA 1.472.625.000 | 1.472.625.000| 100 0

a. | LIDIK DAN SIDIK TINDAK PIDANA 1.472.625.0001.472.625.000 100 0
Belanja barang operasional lainnya.472.625.000 1.472.625.000 100 0
JUMLAH 2.278.757.000 2.004.090.705 87,95| 274.663.295

Sumber Data : Lakip Dit Reskrim Polda Jabar TA 2010

Berdasarkan data di atas, anggaran untuk kegie¢&ai Korwas PPNS Dit
Reskrim Polda Jabar pada Tahun Anggaran 2010 seRps33.374.000 (tiga puluh

tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
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Data penyidikan tindak pidana dan penyelesaiaryaygy telah dilakukan

Penyidik Polri Dit Reskrim Polda Jabar dan Sat Reskolres Jajaran Polda Jabar

pada tahun 2010 tercantum pada tabel di bawah ini.
Tabe 4.5

Data Jumlah Tindak Pidana (JTP) dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana
(JPTP) Dit Reskrim Polda Jabar dan Sat Reskrim Polres Jajaran

Periode Januari sd Desember 2010

NO JENISKEJAHATAN JTP JPTP
1 | KEJAHATAN KONVENSIONAL
1 | Pencurian Ranmor Roda 2 7640 894
Pencurian Ranmor Roda 4 637 64
2 | Pencurian dengan pemberatan 4385 2268
3 | Penipuan 3685 1755
4 | Penggelapan 1518 890
5 | Penganiayaan Berat 1179 793
6 | Pencurian dengan kekerasan 1132 486
7 | Pencurian biasa 1113 647
8 | Pengroyokan 734 505
9 | Penganiayaan ringan 700 565
10| Penipuan Penggelapan 518 291
11 | Perbuatan tidak menyenangkan 422 270
12| Perjudian 421 483
13| Perbuatan cabul 353 332
14 | Pengrusakan 322 163
15| Pemalsuan surat 258 172
16 | Pemerasan/ Pengancaman 198 119
17| Pencurian ringan 154 69
18 | Perampasan 153 51
19 | Perkosaan 124 95
20 | Perzinahan 114 83
21| Penghinaan 110 81
22 | Penyalahgunaan sajam 103 128
23 | Melarikan perempuan 90 77
24 | UU Fiducia 86 26
25 | Percobaan pencurian 80 59
26 | Memberikan keterangan palsu 73 37
27 | Pembunuhan 73 65
28 | Pencemaran nama baik 49 34
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NO JENISKEJAHATAN JTP JPTP
29 | Pencurian kawat/ kabel 40 9
30 | Kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas 39 54
31| Kebakaran 37 30
32 | Penadahan 33 188
33 | Kajahatan materai, merk dan surat 33 13
34 | UU Pernikahan 30 15
35 | Kejahatan melanggar kesopanan 28 47
36 | Pencurian ternak 27 10
37 | Perlindungan konsomen 24 18
38 | Karena kelalaian 24 14
39 | Kekerasan terhadap benda/ orang 21 8
40 | Penculikan 18 9
41 | Merampas kemerdakaan 3 12
42 | Pornografi 13 12
43 | Pencurian dalam keluarga 9 9
44 | UU Kesehatan 8 7
45 | Penyalahgunaan petasan 7 4
46 | Mucikari 6 5
47 | Pembakaran 6 4
48 | Kasus suap 6 1
49 | Buang bayi 6 1
50 | Aborsi 3 2
51 | Hilangkan/ alihkan benda jaminan 2 2
52 | Orang hilang 2 2
53 | Penyalahgunaan wewenang 2 1
54 | UU Industri 2 1
55| UU Pers 1 1
56 | UU Pendidikan 1 -
57 | UU Kependudukan - 1
Il | KEJAHATAN TRANSNASIONAL

58 | Kekerasan Dalam Tumah Tangga 582 429
59 | UU Perlindungan terhadap anak 324 311
60 | Trafficking 49 29
61 | UU Ketenagakerjaan 12 8
62 | Tindak Pidana Perbankan 11 7
63 | UU Informatika/ ITE 9 5
64 | UU Haki 8 13
65 | Penalahgunaan senpi/ sajam 5 4
66 | UU Teroris 4 4
67 | Money Loundring 2 5
68 | Memiliki amunisi 1 -
69 | UU Keimigrasian - 6
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NO JENISKEJAHATAN JTP JPTP
11| KEJAHATAN YANG MERUGIKAN

KEKAYAAN NEGARA
70 | Kasus tanah 226 132
71| Penggelapan dalam jabatan 117 o7
72 | UU Kehutanan 44 43
73 | UU Korupsi 33 53
74 | UU Perumahan 21 15
75| UU Migas 15 17
76 | lllegal logging 11 12
77 | Penyalahgunaan pupuk 7 5
78 | Kejahatan Lingkungan Hidup 4 6
79| UU Sumber Daya Air 2 3
80 | UU Pertambangan 1 4
81| ljin Usaha 1 -
IV | KEJAHATAN YANG BERIMPLIKASI

KOTIJENS
83 | Kasus keagamaan 7 3
84 | UU Pemilu 3 3
85 | Lahgun Lambang Negara il -
86 | Ujuk Rasa - 1

Sumber data : Laporan Tahunan Dit Reskrim PoldarJedhun nggaran 2010.

Berdasarkan data kasus di atas, maka tindak pigang disidik Penyidik

Polri tahun 2010, yang sebenarnya juga bisa disi&kS adalah sebagai berikut :

1.

24 Kasus perlindungan konsomen, sesuai Pasatdiq1) UU RI No. 8 tahun
1999 tentang Perlindungan Konsomen bahwa yang bervge melakukan
penyidikan yaitu Penyidik Polri dan PPNS di bidaeglindungan konsumen.
11 Kasus kesehatan dan aborsi, sesuai Pasaya891) UU RI No. 36 tahun
2009 tentang Kesehatan bahwa yang berwenang melalpéayidikan yaitu
Penyidik Polri dan PPNS bidang kesehatan.

1 Kasus kependudukan, sesuai Pasal 88 ayatUW1RIUNo. 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang beamgnmelakukan
penyidikan yaitu Penyidik Polri dan PPNS Administidependudukan

12 Kasus Ketenagakerjaan, sesuai pasal 182(ay&tU Rl No. 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa yang berwenelakukan penyidikan
yaitu Penyidik Polri dan PPNS/ Pegawai pengawasnlegtakerjaan.
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11.

12.

13.
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9 Kasus informatika, sesuai pasal 43 ayat (1)RIUINomor 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektrik (ITE) bahwang berwenang
melakukan penyidikan yaitu Penyidik Polri dan PRi&ang Teknologi ITE.

8 Kasus HAKI, sesuai pasal 71 ayat (1) UU RiMgo 19 tahun 2002 tentang
Hak Cipta dan pasal 129 ayat (1) UU RI Nomor 14ita001 tentang Paten,
serta pasal 89 ayat (1) UU RI Nomor 15 tahun 2@dtang Merek bahwa
yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Penyiddri dan PPNS
bidang Hak Kekayaan Intelektual.

6 Kasus keimigrasian, sesuai pasal 47 ayat (1)RUNomor 9 tahun 1992
tentang Keimigrasian bahwa yang berwenang melakyanyidikan yaitu
Penyidik Polri dan PPNS keimigrasian.

55 Kasus Kehutanan/ lllegal Logging, sesuai lpagayat (1) UU Rl Nomor
41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa yang bengemaelakukan
penyidikan yaituPenyidik Polri dan PPNS bidang Kehutanan.

15 Kasus Migas, sesuai pasal 50 ayat (1) UU &hdr 22 tahun 2001 tentang
Migas bahwa yang berwenang melakukan penyidikaiu y&nyidik Polri dan
PPNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya otelisaha Migas.

7 Kasus penyalahgunaan pupuk, sesuai pasay&d93 UU Rl Nomor 12
tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman balawmg yerwenang
menyidik yaitu Penyidik Polri dan PPNS di bidanglbdaya tanaman.

4 Kasus Kejahatan Lingkungan Hidup, sesuail @sayat (1) UU RI No. 32
tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaggklumgan Hidup bahwa
yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Penyiloki dan PPNS di
bidang Perlindungan dan Pengelolaan LingkungangHidu

2 Kasus Sumber Daya Air, sesuai pasal 93 dyat/y Rl Nomor 7 tahun
2004 tentang Sumber Daya Air bahwa yang berwenarejakukan
penyidikan yaitu Penyidik Polri dan PPNS di bid&wnber Daya Air.

1 Kasus Pertambangan, sesuai pasal 149 ayatU14 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang bangemmelakukan
penyidikan yaitu Penyidik Polri dan PPNS bidangd&abangan.
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4.3.8 Administrasi Penyidikan

Register Administrasi penyidikan di ruang SubbagrRia Dit Reskrim Polda
Jabar yang digunakan oleh seluruh penyidik/ pekyp@imbantu Dit Reskrim Polda
Jabar, termasuk yang digunakan Sikorwas PPNS dalalakukan koordinasi dan
pengawasan terhadap PPNS yang melakukan penyighitansebagai berikut :

Register Laporan Polisi (B-1).

Register Kejahatan/ Pelanggaran (B-2).

a
b
C. Register Surat Pemberitahuan Dimulainya Pengid{B-3).
d Register Surat Panggilan dan Surat Perintah MemliB-4).

e Register Surat Perintah Penangkapan (B-5)

f. Register Surat Perintah Penggeledahan (B-6)

Register Surat Perintah Penyitaan (B-7)

Register Surat Perintah Penyidikan dan Surant@arPenyidikan (B-8)

Register Tahanan (B-9).

5 Q@

- Register Berkas Perkara (B-10).

k. Register Penerimaan dan Ekspedisi Berkas Pedear&PNS (B-11).

l. Register Berkas Perkara serta penyerahan tekaatamn barang bukti (B-12).
Register Barang Bukti (B-13).

register Barang Temuan (B-14).

Register Pencarian Orang dan Barang (B-15).

Register Permintaan Visum et Repertum (B-16).

L T o0 5 3

Register Permintaan ijin pemeriksaan (B-17).

=

Register Pemberitahuan Hasil Perkembangan F&agidB-18).

4.4  Seks Koordinas dan Pengawasan PPNS
441 Organisas

Pada saat dilakukan penelitian tanggal 7 Peb@drl di Seksi Korwas PPNS
bahwa Seksi Korwas PPNS masih berada di bawah &kritn Polda Jabar, dan
Seksi korwas PPNS adalah unsur pelaksana teknés PadReskrim yang berada di

bawah Dir Reskrim, bertugaselaksanakan koordinasi dan pengawasan operasional
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termasuk pembinaan teknis dan administrasi perpidi@len PPNS pada tingkat
Polda Jabar. Seksi Korwas PPNS dipimpin Kasi KorRB8IS, yang bertanggung-
jawab kepada Dir Reskrim dan dalam pelaksanaars tsefaari-hari berada di bawah
kendali Wadir Reskrim.

Sesuai Daftar Susunan Personel (DSP) dalam Keputkapolri No Pol :
Kep/07/1/2005 tanggal 31 Januari 2005 bahwa Kaswke PPNS dalam bertugas
dibantu dua orang Perwira Urusan vyaitu Paur Mirdik Paur Ops, serta 4 orang
Bintara Pembantu Umum, Namun sesuai Peraturan Kdgomor :22 tahun 2010
tanggal 28 September 2010, maka awal Maret 201dn8ds PPNS berada di bawah
Dit Reskrimsus. Validasi Organisasi ini tidak dikpengembangan Sikorwas PPNS,
bahkan terjadi penurunan karena semula Kasi KoR#¥S dibantu dua orang Paur
dan empat orang Banum, namun setelah validasi, Kesvas dibantu dua orang
Kasubsi yaitu Kasubsi Bansidik dan Kasubsi Binpganta hanya dua orang Banum.
4.4.2 Struktur Organisas

Struktur Organisasi Seksi Korwas PPNS berdasaileputusan Kapolri No
Pol : Kep/07/1/2005 tanggal 31 Januari 2005 tent@nganisasi dan Tata Cara Kerja
Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Polda adebstygai berikut :

Dir Reskrim
Wadir

[
Kasie Korwas PPNS
|
[ |
Paur Mindik Paur Ops
i |
Banun Banum

(2) (2)

Bagan 4.4
Struktur Organisasi Seksi Korwas PPNS
ber dasarkan Keputusan Kapolri No Pol : Kep/07/1/2005 tanggal 31 Januari 2005
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Sedangkan Struktur Organisasi Si Korwas PPNS yamglai awal Maret
2011 sesuai Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2@b@dal 28 September 2010

tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerjeatifplda sebagai berikut :

Dir Reskrimsus
Wadir
I

Kasi KorWas PPN

Kasubsi Bansidik Kasubsi Binpuan
g |
Banum(1) Banum (1

Bagan 4.5
Struktur Organisasi Seksi Korwas PPNS
berdasar kan Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010

Selanjutnya Kompol Soemino menjelaskan tentanggdaar setiap Polda saat
rakor di Bareskrim, yaitu di Polda perlu ada penigangan organisasi Sikorwas
PPNS, yang semula dipimpin Kasi berpangkat Komgiblarapkan menjadi Bagian
dipimpin Kabag berpangkat AKBP, dengan struktuiargasi sebagai berikut.

Kabag Korwas PPNS

(berpangkat AKBP)
Paur min
(IPTW)
Kasubbag Bin Kasubbag Was Ban Op$
(Berpangkat Kompol) (Berpangkat Kompol)
| . |
E— | |
Kaur Bin Kaur Lat Kaur Was Ops Kaur Ban Ops
(AKP) (AKP) (AKP) (AKP)
Bagan 4.6

Struktur Organisasi Seksi Korwas PPNStingkat Polda yang dihar apkan
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4.4.3 Tugasdan Fungs

Kasi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar adalaumupelaksana teknis
pada Dit Reskrim Polda Jabar yang berada di bawahRBskrim, dan sebagai
pengemban fungsi korwas PPNS Dit Reskrim di dabtéum Polda Jabar. Setelah
validasi berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22ra2010, maka Sikorwas PPNS
mulai Maret 2011 berada di bawah Dit Reskrimsudddabar.

Adapun tugas Sikorwas PPNS Dit Reskrimsus PoltarJdgitu melakukan
koordinasi dan pengawasan termasuk pemberian bjabiteknis dan taktis serta
bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS. Danndatzelaksanakan tugas
tersebut, Sikorwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabayelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian dan pengawasan penyidikan keg2d8& i daerah hukum

Polda Jabar.

b. Pemberian bimbingan teknis dan taktis penyidikgrake PPNS.
C. Pemberian bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS

Kasi Korwas PPNS Bertanggung-jawab kepada Dir Reskis dan dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah lk&adir Reskrimsus.
4.4.4 Persond

Berdasarkan Keputusan Kapolri No Pol : Kep/ 0002 tanggal 31 Januari
2005, maka Daftar Susunan Personel (DSP) SikorR&sSFDit Reskrim Polda Jabar
sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri atas Kasi KorvRBNS berpangkat Kompol
membawahi dua orang Paur berpangkat Ipda/ Iptiedsrat orang Banum.

Saat dilakukan penelitian tanggal 11 Pebruari 2Qrtlah riil personel yang
bertugas di Sikorwas PPNS belum sesuai KeputusaolKaNo Pol: Kep/07/1/2005
karena sesuai DSP, seharusnya jumlah personeM2i&oPPNS ada 7 orang, namun
saat ini hanya berjumlah 4 orang, yang terdis ateorang Kasi berpangkat Kompol,
satu orang Paurmin berpangkat Ipda, dua orangrhititeygi berpangkat Aiptu.

445 Saranadan Prasarana

Sarana dan Prasarana milik Sikorwas PPNS masitimmsekali, seperti

komputer hanya ada 1 yang bukan dari dinas tetsgliaianggota sendiri, tidak ada

kendaraan dinas, sehingga anggota selalu mengguhkakalaraan pribadi. Bahkan
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ruangan yang digunakan Sikorwas PPNS merupakagananilik Seksi Identifikasi.
Ruangan yang digunakan Sikorwas PPNS ini terleténthi 2 diatas ruangan Seksi
identifikasi, yang terdiri atas satu ruangan Kasiukuran 2,5 x 3 meter dan satu
ruangan administrasi berukuran 3 x 3 meter.
4.4.6 Dukungan Anggaran

Sesuai DIPA Dit Reskrim Polda Jabar Tahun Angg2@t0, anggaran yang
diperoleh Sikorwas PPNS selama tahun 2010 sebgsd@BR74.000 (tiga puluh tiga
juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Darggaran Sikorwas PPNS tahun
2011 tidak meningkat, bahkan berkurang menjadi R@356.000 (dua puluh tiga juta
dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

45  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
451 PPNSdi Daerah Hukum Polda Jabar

Saat Peneliti melakukan penelitian tanggal 7 Reb2011 di ruang Urmin
Sikorwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar, didapat lo@tava di daerah hukum Polda
Jabar ada instansi pemerintah, baik Pemerintahasat,PWProvinsi, dan Kota/
Kabupaten yang membawahi PPNS dan PPNS nya sudalikn&urat Keputusan
Pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Hukum dam Rladengan rincian nama
instansi dan jumlah PPNS serta wilayah penugadzagaenana tabel di bawah ini.

Tabel 4.6
Data Jumlah PPNS di Instansi Pemerintahan Pusat dan Pemda Provinsi Jabar
serta Wilayah Penugasan PPNS di Provins dan Kabupaten/ Kota Se Jabar
Pada bulan Pebruari 2011

Wilayah Penugasan
Provinsi|Kab/Kota Jumiah
1 | Ditjen Pajak Kanwil Jabar | Kemenku RI 12 - 12

2 | Ditjen Postel Kemenkominfo RI Balmon -
Spektrum Frekuensi Radio Kelas Il Bandung
3 | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan13 - 13
(BBPOM) di Bandung Kemenkes RI.

4 | BBKSDA Jabar Kementerian Kehutanan RI 11 3 11
5 | Ditjen Imigrasi 2 2 4

No Instansi Pemerintahan Pusat
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6 | Ditjen Bea Cukai Kanwil Jabar 10 6 16

7 | Kementerian Hukum dan Ham RI Kanwil Jahar 17 - 1y

8 | Satuan Polisi Pamong Praja 20 67 87

9 | Dinas Perhubungan 64 47 111

10 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan 11 25 36
UPTD Metrologi 14 55 73

11 | Dinas Pendapatan Daerah 27 34 61

12 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 16 18

13 | Dinas Perikanan dan Kelautan 16 8 24

14 | Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 8 10 18

15 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya 7 13 20

16 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 13 8 21

17 | Dinas Energi Sumber Daya Mineral 4 13 17

18 | Dinas Sosial 4 3 7

19 | Dinas Tata Ruang dan Permukiman 6 9 15

20 | Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah 8 15 23

21 | Dinas Kehutanan 7 11 18

22 | Dinas Kesehatan 5 4 9

23 | Dinas Perkebunan 10 - 10

24 | Dinas Tenaga Kerja 2 16 18

25 | Dinas Peternakan 7 - 7

Jumlah 325 367 692

Sumber Data : Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Paddbardtanggal 7 Pebruari 2011

452 Dasar Hukum PPNS

Undang undang di luar Kitab Undang-Undang Hukudafa (KUHP), selain

Peraturan Daerah yang dijadikan dasar hukum PPN&ndaelaksanaan tugas

penyidikan sesuai kewenangannya yaitu tercantura fadue! sebagai berikut :

Tabd 4.7

Data Perundang-undangan dan Penyidik yang Berwenang serta ada tidaknya

Pelaksanaan K oor dinasi dan Pengawasan dari Penyidik Polri

ADA
No NOMOR DAN TAHUN UNDANG-UNDANG PENYIDIK YANG BERWENANG |TDKNYA
KORWAS
1 UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUH Polri + PPN Ada
2 UU RI Nomor 2 tahun200z tentancPolri Polri + PPN Ada
3 INo 2 tahun 1981 ttg metrologi Le: Polri+PPNS Metrologkemenda| Ada
4 No 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ten Polri + PPNS Pengawse Ada

Kerja di Perusahai

Perburuhan Kemennaker
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5 INo 31ahun 1982 ttg Weib Daftar Perusaha Polri + PPNS Kemenind: Ada

6 [No 5 tahun 1984 tentang Perindust Tidak disebutkai -

8 No 31ahun 1992 ttg Jamsoste Polri + PEINS Kemennake Ada

g INo 12 th 1992 ttg Sistem Budi Daya Tana Polri + PPNS Kemenpel Ada
10 [No 16 ahun 1992 ttg Karantina hewan, iki Polri + PPNS Bid Karantin Ada

dan tumbuha hewan, ikan & Tumbuhan

11 |No 8 th 1999 tentang Perlindungan Konso Polri + PPNS Kemenind: Ada
12 [Nomor 18 ahun 1999 tentang Jasa konstrt Tidak disebutka -

13 Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomuni | Polri + PPNS Telekomunike Ada
14 Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutz Polri + PPNS Kmenhu Tdk Ada
15 cgmaigsitz:z;fooo tentang Perlindunc Polri + PPNS Kemenperta Ada
16 Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Da |Polri+PPNS Haki Kemenkumhg Ada
17 Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Ind |Polri+PPNS Haki Kemenkumhg Ada
18 'TSrszdtlh R TRk Polri+PPNS Haki Kemenkumham Ada
19 Nomor 14 tahun 2001 tentang P: Polri+PPNS Haki Kemenkumhg Ada
20 Nomor 15 tahun 2001 tentang Me Polri+PPNS Haki Kemenkumhg Ada
21 Nomor 16 tahun 2001 tentang Yays Tidak dsebutkar -

22 Nomor 22 tahun 2001 tentang Mi Polri + PPNS bidang Mig: Ada
23 Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak ¢ Polri+PPNS Haki Kemenkumhg Ada
24 Nomor 23 tahun 2002 ttg Perlindungan ¢ Tdak disebutkal -

25 Nomor 28 tahun 2002 ttg Bangur Geduny Tdak disebutkal -

26 Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyi: Polri + PPNS bidang penyiat | Ada
27 Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagake Polri + PPNS Kemennak Ada
28 Nomor 20 tahun 2003 ttg Sistem Dik Nasic Tidak disebutkal -

29 Nomoi 27 tahun 2003 tentang Panas B Polri + PPNS Kemen ESD Ada
30 Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya| Polri + PPNS Kemen ESD Ada
31 Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebt Polri + PPNS bidang perkebur| Ada
32 No24 th 2004 ttg Lembaga Penjamiimpanal Tidak disebutkai -

33 Nomor 32 tahun 2004 ttg Pemerintah Da PPNS Satpol PP Ada
34 Nomor 9 tahun 2006 ttg Sistem resi guc |PPNSBadan PengawKemenda| Tdk ada
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35

Nomor 16 tahun 2006 ttg Sistem penyulu
pertanian, perikanan, dan kehian

Tidak disebutkan

Nomor 17 tahun 2006 ttg perubahan atas

PPNS Bea Cukai

36 No 10 tahun 1995 tentang kepabe: catukal Tdk ada
Nomor 23 tahun 2006 tentang Administr  |Polri + PPNS Bidang administr

37 | Ada
Kependudukai kependudukan Kemendagri

38 Nomcr 23 tahun 2007 tentang Perkeretaa PPNS Bidang Perkeretaap |Tdk Ada

39 Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ri|Polri +PPNS bid Penataan Ru| Ada
Nomor 28 tahun 2007 ttg Perubahan ketiga

40 |UU No 6 tahun 1983 ttg Ketentuan Umum ¢ PPNS Ditjen Pajak Ada
Tata Cara Perpajakan.

41 [Nomor 30 tahun 2007 tentang Eni Tidak disebutkar -
Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan .

42 UU No 11 tahun 1995 tentang cu R A< Tdk ada

43 Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi | Polri + PPNS bidang ITE Ada
transaks elektronik.

44 [Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelay: Polri + PPNS bidang pelayal Ada

45 [Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelol Polri + PPNS bidang Pengelolaa Ada
Sampa Sampah (Pengendalian LH)

46 Nomor 44 tahun 2008 ttang Pornogra Tidak disebutkai -

47 Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbar PPNS bidang penerbany Ada

48 Ngmor 4 tahun 2009 tentang Pertambar Polri+PPNS bidang Pertamban|  Ada
Mineral dan Batubar

49 Nomor 10 th 2009 tentang Kepariwisat Tidak disebutkai -

50 INomor 11 ahun 2009 ttg Kesejahteraan Sosial Tidak disebutkan

51 Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan | Polri + FPNS bidang peternaka Tdk ada
kesehatan hew. dan kesehatan hewan

52 No 22 th 2009ttg Lalu lintas& Angkutan Jaln Polri + PPNS Kemenhi Ada
Nomor 29 tahun 2009 tentang Perubahan . .

53 -
UU No 15 tahun 1997 ttg Ketransmigras Tidak disebutkan

54 Nomor 30 tahun 2009 ttg Ketenagalistril Polri + PPNS ketenagalistrik Ada

55 [Nomor 32 tahun 2'009 tentang.Pndungar Polri + PPNS Lingkungan Hidug dk ada
dan pengelolaan lingkungan hic

56 Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilr Tidak disebutka -

57 Nomor 35 tahun 2009 tentang Nako Polri + BNN + PPNS BPOI Ada

58 Nomor 36 tahun 2009 tentang Keseh: Polii + PPNS BPOM Kemenk Ada

59 [Nomor 37 tahun 2009 ttg Penetapan Perpt Polri + PPNS Keimigrasian Ada

3 tahun 2009 ttg Perubahan atas UU No
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1992 ttg Keimigrasian menjadi und~undang

60 Nomor 38 tahun 2009 tentang F PPNS bidang P Ada
61 Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindun Polri + PPNS bidang PLPF Ada
Lahan Pertanian Pangan Berkelanijt Kemenperta
Nomor 42 th 2009 tentang Perubahan ke
6o tas UU No 8 tahun 1983 tentang pe PPNS Ditjen Pajak Ada
pertambahan nilai barang dan jasa dan f
penjualal atas barang mewabh.
63 Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsi Tidak disebutka -
64 Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah ¢ Tidak disebutka -
65 Nomor 45 tahun 2009 ttg Perubahan atas PPNSPerikanan Tdk ada
Nomor 31 tahun 2004 tentang perikal Perwira TNI AL, Polri
66 Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Buc [Polri+PPNS bidang Cagar Bud{ Ada
. Polri + PPNS Hortilkultur:
67 Nomor13 tahun 2010 tentang Hortikultura. il a1 Ada

Kemenperta

Sumber data : Sikorwas PPNS Dit Reskrimsus Pa@ldartanggal 7 Pebruari 2011
Berdasarkan data perundang-undangan di atas, nuak@RNS yang tidak

berada di bawah koordinasi dan pengawasan peryalik (Seksi Korwas PPNS Dit

Reskrimsus Polda Jabar), yaitu sebagai berikut :

PPNS UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
PPNS UU RI Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Reda@g.
PPNS UU RI'Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.
PPNS UU RI Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeredaapi
PPNS UU RI Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.

PPNS UU RI Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternaarkdsehatan hewan.
PPNS UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindurdgm pengelolaan

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

8)

lingkungan hidup.

PPNS UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.

Dengan demikian, PPNS yang berwenang melakukaryigpkan sesuai

ketentuan perundang-undangan di atas, tidak bejkemaberkoordinasi dengan

penyidik Polri selaku korwas PPNS, sehingga SPD® likrkas hasil penyidikan

langsung dikirim PPNS kepada penuntut umum tanpalongenyidik Polri. Atau

dengan kata lain bahwa delapan undang-undang gli tedak memberi kewenangan

kepada penyidik Polri selaku korwas PPNS, sehirmgm dikatakan bahwa delapan

Universitas Indonesia

Analisis pelaksanaan..., Abdul Mun'im, Pascasarjana Ul, 2011.




60

undang-undang di atas telah menyimpang dari ketanKlJHAP yang mengatakan

bahwa PPNS dalam pelaksanaan tugas berada di b@weadinasi dan pengawasan

penyidik Polri, serta PPNS mengirim surat pembleui#am dimulainya penyidikan dan

hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pEkyRolri.

Selain itu, terdapat pula undang-undang yang tidaknberikan kewenangan

kepada Polri selaku penyidik, yaitu undang-undasizagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

453

UU RI Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Ggddan penyidiknya
hanya PPNS Badan Pengawas Kementerian Perdagahgan R

UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang tentang Kepabeat@n penyidiknya
hanya PPNS Ditjen Bea dan Cukai Kementerian KeuaRda

UU RI Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga UU Rl Nomor 6
tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Carpaja&an, dan
penyidiknya hanya PPNS Ditjen pajak Kementerianafgan RI.

UU RI Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian,penyidiknya hanya
PPNS Bidang Perkeretaapian Kementerian PerhubuRigan

UU RI Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atalRUNomor 11 tahun
1995 tentang Cukai, dan penyidiknya hanya PPN@&DBea dan Cukai.

UU RI Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, @suyigiknya hanya PPNS
bidang penerbangan Kementerian Perhubungan RI.

UU RI Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos, dan penyidikhanya PPNS
bidang Pos Kementerian Komunikasi dan Informatika R

UU RI Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan ketiga dtaRINomor 8 tahun

1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dam dais Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, dan penyidiknya hanya PPNS Ditjeakppmenterian Keuangan.

Data Penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS
Jumlah berkas perkara dari PPNS yang diterima $&si Korwas PPNS Dit

Reskrim Polda Jabar selama tahun 2010 adalah sédeaiat :
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a. Berkas Perkara dari PPNS Tingkat Pemerintahan Pusat di Jabar
Jumlah berkas perkara kasus yang disidik oleh PiN&tansi Pemerintahan
Pusat yang bertugas di daerah hukum Polda Jalbantam pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.8
Data Berkas Perkara dari PPNStingkat Pemerintahan Pusat yang diterima
Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar periode Tahun 2010

|.JL#]mlar
BBrkas
1 | Direktorat Jenderal Pajak Kemenku Rl Kanwil Jabar | sudahirim

a. Kanwil Jabar | Bandung SPDP, dan diteruskan ke JF
b. Kanwil Jabar Il Bekasi tetapi belum kirim berka:

c. Direktorat Intel & Penyidikan Jakarta Msh dalam proses penyidik
2 | Balmon Spektrum Frekuensi Radio Klas berkasperkara tidak dikirim

Il Bandung Ditjen Postel Kemenkominfo - melalui Korwas PPNS Pold
tetapilangsung Ke JPU

3 | Bald Besar Pengawas Obat dan Make 31 a. 18 berkas dikirim ke Keje

(BBPOM) Bandung Kemenkes RI. b. 13 berkas dikirim ke P
Jumlah 34

Sumber data : Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Paltar]

Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah berkasy disidik PPNS
pemerintahan pusat yang sudah diterima SikorwasSPPdda Jabar dan diteruskan
ke JPU dan PN selama tahun 2010 sebanyak 34 qpekeara terdiri atas:

1) 31 kasus disidik PPNS BBPOM dengan menerapkarRUNomor 36 tahun

2009 tentang kesehatan, rinciannya : a) 18 kastkadeya telah dikirim ke

JPU melalui Korwas PPNS dan 13 kasus berkas bagkssngka dan barang

No | Instansi Pemerintah Pusat/ Kementer, Keterangan

N

bukti langsung dikirm ke PN setempat melalui Konk&NS karena kasusnya
tergolong tipiring sehingga diproses melalui BeAtara Pemeriksaan Cepat.
2) 3 kasus disidik PPNS Ditjen Pajak, dengan menerapkdR| No. 16 tahun
2000 tentang perubahan kedua UURI No. 6 tahun 188tang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan serta UURI NomoraR8nt 2007 tentang
perubahan ketiga UU RI Nomor 6 tahun 1983 tentaatgituan Umum dan

Tata Cara Perpajakan.
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Berkas Perkara dari PPNStingkat Pemerintahan Provinsi Jawa Bar at

Jumlah berkas perkara kasus yang disidik PPNSrdjkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jabar dapat dilihat pada tabeadia ini.

Tabel

4.9

Data Berkas Perkara dari PPNStingkat Pemerintahan Provinsi Jabar yang
diterima Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar periode Tahun 2010

No

Instansi/Perangkat Daerah
di Provinsi Jabar

Jumlah
berkas

Keterangan

Satuan PolisPamong Praja

Dinas Perhubungi

w

Dinas Perindustrian dan Perdagan
UPTD Metrolog

gan-

Disidik mulai tahun 2009
dengan menerapkan Wb 2
thn 1981 tentang metrologi Legal.

Dinas Pendapatan Dae

Dinas Kebudayaan dan Pariwis

Dinas Perikanan dan Kelau

Dinas Pertanian dan Tanaman Pal

Dinas Bina Marg

Dinas Pengelolaan Sumber Daya

Dinas Energi Sumber Daya Mine

Dinas Sosic

Dinas Tata Ruang dan Permukir

BPLHD

Dinas Kehutanan

Dinas Kesehatz

Dinas Perkebun:

Dinas Tenaga Ker

Dinas Peternak:

Jumlah

Sumber Data : Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim P cddbar]
Berdasarkan data di atas, bahwa tidak ada PPNZ:mida Provinsi Jabar

yang melakukan penegakkan Perda Prov Jabar melases tipiring yang dikirim
ke PN melalui korwas PPNS, kecuali PPNS Metrologlakukan penyidikan tahun
2009 dengan menerapkan UU No 2 tahun 1981 tentatrglogi Legal.
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Berkas Perkara dari PPNStingkat Pemda Kabupaten/ Kota Se Jabar
Jumlah berkas perkara dari PPNS Pemda KabupateKata se Jabar tahun

63

2010 yang di terima Sat Reskrim Polres/tabes Jajaoéda Jabar sebagai berikut.
Tabel 4.10
Data Berkas Perkara dari PPNStingkat Pemda Kabupaten/Kota Se Jabar yang
diterima Sat Reskrim Polres/tabes Jajaran Polda Jabar Periode 2010

NO

KESATUAN

JUMLAH

LK

BP Tipiring
di kirim
ke PN

SPDP

BP di
kirim
ke JPU

P-21

P-19

BP di
krm lagi
Ke JPU

BP blm
di krm
Ke JPU

SP-3

Restabes Bandung

Resta Bogor

Res Bogor

Resta sukabumi

Res Sukabumi

Res Cianjur

Res Purwakarta

Res Karawang

©Clo | N |a [k |wiN| kP

Res Subang

.
o

Resta Cimahi

=
[EN

-|Res Bandung

.
N

Res Sumedang

N
w

Res Garut

=
»

Resta Tasikmalaya

.
o

Res Tasikmalaya

.
%

Resta Banjar

-
~

Res Ciamis

=
o

Resta Cirebon

-
©

Res Cirebon

)
o

Res Indramayu

N
[y

-|Res Majalengka

22

Res Kuningan

JUMLAH

Sumber data : Laporan bulanan Sikorwas Dit ResRaitda Jabar Tahun 2010.

Sesuai data di atas, bahwa PPNS di Pemda Kab/d¢ofabar tidak pernah

melakukan penyidikan di bawah korwas Kasat Reskialmgs Jajaran Polda Jabar.
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Peneliti juga meneliti arsip SPDP dan arsip begexkara di Ruang Paurmin
Sikorwas PPNS Polda Jabar serta didapat hasil baélam 34 kasus diatas, terdapat
beberapa kasus yang masih disidik sebagai berikut :

a) PPNS Kanwil Ditjen Pajak Jabar | Bandung telah nreng2 SPDP

kasus perpajakan ke Korwas PPNS Polda Jabar taRgdaéptember
2010, lalu diteruskan kepada Kejati Jabar tangdalOktober 2010
dan sekarang masih diproses sidik PPNS.

b) PPNS Balmon Bandung telah mengirim tembusan 3 SgDiRorwas

PPNS Polda Jabar, dan SPDP tersebut ditujukan jeei karawang
melalui Kapolres Karawang.

C) PPNS BKSDA Jabar tahun 2009 pernah menyidik tigsategka yaitu

Tsk Dedi Apandi, Tsk Imam Ahmad, dan Tsk Mansuradalkasus
memperniagakan satwa dilindungi sesuai UU No.5r&lf890 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosisterbetkasnya
sudah dikirim ke JPU melalui Korwas PPNS Polda dalaa sudah
dinyatakan lengkap (P-21) oleh JPU. Tsk Dedi Apafaai Tsk Imam
Ahmad berikut ‘barang bukti sudah diserahkan ke aRh PPNS
BKSDA melalui Korwas PPNS Polda Jabar, sedangk&nMansyur
belum dilimpahkan karena sakit yang akhirnya megahgunia.
4. Administrasi Penyidikan PPNS

Sesuai arsip Administrasi Penyidikan (mindik) @&ik§ Korwas PPNS Dit
Reskrimsus Polda Jabar yaitu arsip SPDP dan pdraetzerkas perkara dari PPNS,
didapat data bahwa selama tahun 2010 yang melakp&agidikan yaitu PPNS
BBPOM Bandung, PPNS Ditjen Pajak, dan PPNS BalrSefain itu, PPNS BKSDA
Jabar juga pernah menyidik pada tahun 2009, sehipgmeliti ingin mengkaji
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mindik PPNS di instansi tersebut, dan mewawancaaia PPNS dan studi

dokumentasi dengan hasil sebagai berikut :

a.

Bahwa PPNS BBPOM di Bandung belum membuat regidteasus mindik
sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tenkéaigajemen Penyidikan
bagi PPNS, dengan alasan baru mendapat Peratupairikarsebut tanggal
17 Pebruari 2011 saat rapat di Bogor. Yang adaisahtinya buku catatan
kecil sebagai register yang belum sesuai petungnétBran Kapolri tersebut.
Bahwa di PPNS Kanwil Ditjen Pajak Jabar | Banduelght membuat buku
register khusus mindik, yaitu laporan kejadian yaegomorannya di Seksi
Mindik (jabatan struktural), sedangkan registeriispidik, SPDP, Sprin Sita,
Sprin Geledah, Surat keluar, Surat Panggilan, daang bukti dibuat dan
dicatat oleh Tim PPNS dan penomorannya juga oledpsem PPNS sendiri.
PPNS Balmon Bandung belum membuat buku registesusimindik, tetapi
membuat formatnya di komputer, yang mengacu padatutaen Kapolri
Nomor 25 tahun 2007 tentang Koordinasi, PengawdaarPembinaan PPNS.
PPNS BKSDA Jabar juga belum membuat register khasnslik, dengan

alasan tidak sering melakukan penyidikan.

Berkaitan dengan data-data penyidikan PPNS, Remeliakukan wawancara

dengan Kasi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jébarpol Soemino Hadi pada

tanggal 7 Pebruari 2011 dan mendapat penjelasagaeberikut :

a. Selama tahun 2010 sudah banyak berkas dari PPN kyenkirim ke
JPU. Saat ini PPNS yang aktif menyidik yaitu BBPQMtjen Pajak, dan
Balmon. Proses penyidikannya dibawah Sikorwas PPbl8a Jabar. Jadi
pengiriman SPDP, Berkas Perkara, tersangka damdpdmakti dilakukan
PPNS ke JPU melalui Sikorwas PPNS. Namun PPNShiligaen/ kota
tidak pernah melakukan penyidikan di bawah korwasa Reskrim
Polres/ tabes jajaran Polda Jabar.
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. Selama ini Sikorwas PPNS Polda Jabar sering dindatpol PP Provinsi
Jabar untuk mendampingi penegakkan Perda ProviabarJyang

dilakukan PPNS di Instansi Pemprov Jabar yang dikoo Kabid Gakda

Satpol PP. Apabila ditemukan pelanggaran Perdaar®®NS membuat
BAP Lapangan, ditanda tangani PPNS, Pelanggar, PeatPP dan

Sikorwas PPNS, lalu PPNS membuat Surat Panggilanittajuga dan

diberikan kepada pelanggar untuk hadir di Kantap&aPP Provinsi. Saat
datang, diperiksa PPNS dan diberitahu pelanggada kewajiban yang
harus dibayar, lalu pelanggar membuat pernyataaadik@an membayar
kewajiban ke kas daerah. Sat Pol dan PPNS Daebdtn heenekankan
penegakkan hukum secara non yustisi guna meningkd&RD Provinsi.

. PPNS yang tidak melakukan penyidikan selama taldi® Zampai saat
ini banyak sekali, yaitu PPNS BKSDA, Satpol PP, d3irPerhubungan,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peratapaterah, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perikanan dan utaela Dinas
Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Energi Sumber Mayeral, Dinas
Sosial, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Blasga, Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air, BPLHD, Dinas kehutanBinas
Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas Tenaga KenaDilas Peternakan.

. Sesual laporan Polres Jajaran Polda Jabar samgtainsanenunjukkan
bahwa tidak ada PPNS satupun di tingkat kabupaienflang melakukan
penyidikan atau penegakkan Perda di daerah hukurasPiajaran Polda
Jabar. Hal ini karena tidak adanya unit khusus @reB yang khusus
menangani koodinasi dan pengawasan terhadap PP dpaten/ kota.

. Bahwa Kasi Korwas PPNS pernah berkunjung ke PPNs&tdip instansi
dan PPNS tersebut menyampaikan beberapa hambdiarggee tidak
melakukan penyidikan. Hambatan tersebut antarayaitu : 1) PPNS
yang telah dididik dan dikembalikan ke instanstak ditugaskan di
operasional, tetapi ditugaskan di staf misalnya FHumas, dan lain lain;
2) PPNS sering dipindahkan; 3) PPNS tidak diwadhhsuatu tempat
jabatan struktural khusus bertugas penegakkan hukgnfPenegakkan
hukum oleh PPNS dianggap sebagai tugas sampingafidék adanya
dukungan dari Pimpinan; 6) Tidak ada dukungan amggpenyidikan.

Upaya yang pernah dilakukan Kasi Korwas PPNS Pdhalzar untuk
mengatasi hambatan tersebut yaitu mengunjungipséepala Dinas/
Instansi yang memiliki PPNS tanggal 27 Januari 2889pai dengan 16
Pebruari 2009 dan memberikan masukan bahwa perlpepagakkan
hukum oleh setiap PPNS karena PPNS mempunyai keganaseperti
penyidik Polri, yang membedakan bahwa dalam prpsayidikan yang
dilakukan PPNS mulai pengiriman SPDP sampai pengii tersangka
dan barang bukti, tidak langsung ke JPU melainkalalon penyidik Polri

(kalau tingkat provinsi melalui Korwas PPNS Poldabal), kecuali

undang-undang menyebutkan lain. (Wawancara tarmgBabruari 2011).
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Peneliti melakukan wawancara dengan Kasubsi Bdn&ikorwas PPNS
Polda Jabar, Ipda Warsim, tanggal 11 Maret 201 gatehasil sebagai berikut :

a. PPNS yang telah menyidik pada tahun 2010 y&#iN3’BBPOM, PPNS
Balmon, dan PPNS Ditjen Pajak.

b. Jumlah kasus disidik PPNS BBPOM tahun 2010 sebard/bkkasus,
rinciannya : 34 LK, 20 SPDP, Berkas Perkara dikikenJPU 20 kasus,
dan 14 kasus Berkas tipiring langsung dikirim ke $&ftempat, 15 berkas
P-21 dan 5 berkas P-19. 15 Tsk dan barbuk telahpdihkan ke JPU dan
Tsk berkas tipiring langsung dikirim ke PN sebanylak orang. Akhir
tahun 2010 masih ada 5 berkas kasus disidik PPNBCBB dan
ditindak-lanjuti tahun '2011. Lalu periode Januaaskt 2011 ada LK
sebanyak 10 kasus (terdiri atas 6 kasus tipiring 4&asus SPDP nya
sudah dikirim ke JPU melalui korwas PPNS. Jadi aMadet 2011 masih
ada proses sidik yang belum tuntas sebanyak 9 kasus

f. Jumlah kasus masih disidik PPNS Balmon tahun 2@03akasus, dan
tiga berkas sudah dikirim ke Kejari Karawang, tetapasih belum
lengkap (P-19) dan sampai sekarang masih dalamegprdgengkapi
PPNS. Disamping itu, tahun 2010 PPNS Balmon jugagtemelakukan
penyidikan terhadap 2 (dua) kasus frekuensi daah teélbuatkan dua LK,
tetapi sampai saat ini belum dikirim SPDP ke JPUalmeKorwas PPNS,
dan kasusnya pernah digelar di Kantor Balmon tdngdopember 2010.

g. Jumlah kasus disidik PPNS Ditjen Pajak tahun 2018 % kasus, terdiri
atas 1 LK disidik PPNS Ditjen Pajak-Pusat Jakd#ttdK disidik PPNS
Kanwil Pajak Jabar 1l bekasi, dan 2 LK disidik PPK&wil Pajak Jabar
| Bandung. Dari 5 kasus tersebut, berkas perkang gadah dikirim ke
Kejati Jabar melalui Kasi Korwas PPNS ada 3 hefias| penyidikan
PPNS Ditjen Pajak Pusat Jakarta dan Kanwil DitjgjaleJabar Il Bekasi,
tetapi masih belum lengkap (P-19) dan masih dalansgs perbaikan
PPNS Ditjen Pajak Pusat Jakarta dan PPNS KanvakRabar Il Bekasi.

h. Tahun 2009 PPNS BKSDA Jabar juga pernah menyiddasus satwa
dilindungi sesuai UU Rl Nomor 5 tahun 1990 tent&ogservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang hasilny&agus sudah
dikirim Tsk dan barbuknya ke JPU melalui korwas BRfn 1 kasus Tsk
dan barbuknya belum dilimpahkan setelah P-21 karEsla Mansyur
meninggal. Saya sudah memberitahu PPNS supayatitdrepenyidikan,
tapi sampai sekarang belum dihentikan.

Peneliti juga pernah melakukan wawancara dengabidKk&akda Satpol
Pamong Praja Provinsi Jabar, Permana yang intirgrgataskan sebagai berikut :

a. Bahwa tugas pokok Satpol PP diantaranya menfasipenegakkan Perda
oleh PPNS Daerah, dan penegakkan Perda bisa diakotelalui non
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yustisi maupun yustisi. Yang kita gunakan selamgaitu non yustisi dan
diarahkan supaya masyarakat mentaati Perda danggelaya diberi
sanksi denda dan membayar ke Dispenda melalui l&sal, dan
pelaksanaannya selalu didampingi Korwas PPNS Raloar.

b. Kita lebih efektif menegakkan Perda dengan carayustisi karena bisa
menambah PAD Provinsi, kalau melalui proses tigirsemakin lama,
bahkan masuknya denda tidak jelas. Selama ini,S&tpbl PP Prov Jabar
melakukan operasi terpadu dengan para PPNS Providak pernah
melakukan tipiring, tapi bila ditemukan pelanggardalu pelakunya
dipanggil PPNS dari Instansi teknis tingkat Provinguk hadir di kantor
Satpol PP Prov Jabar. Setelah datang diperiksaditd@nitahu kesalahan
dan kewajiban yang harus dibayar kepada pemerptatinsi. Setelah
yang bersangkut memahami dan bersedia membayanikaibuat surat
pernyataan kesediaan membayar”(Wawancara tandggeb@iari 2011).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan PPNS MegtroNalendra di
ruang kerjanya dan didapat keterangan sebagauperik

a. Bahwa PPNS metrologi Dinas Perindustrian dan Partgn Prov Jabar
awal bulan Mei 2009 pernah melakukan penyidikamaeap Kepala
PDAM Tirta Rahardja Kabupaten Bandung Cabang llaGip, Adang
Mulyadi dalam kasus pemasangan meter air yang béalanda tera, dan
berkasnya sudah dikirim ke JPU melalui Sikorwas 8HDt Reskrim
Polda Jabar, tetapi sampai sekarang belum dinyatakgkap oleh JPU.

b. Meskipun PPNS metrologi berada-dibawah Dinas Petiiath dan
Pedagangan Provinsi Jabar, tapi menyidik kasus atengenerapkan
Undang Undang Metrologi No. 2 tahun 1981 tentangrdfiegi Legal
karena Skep pengangkatan saya selaku PPNS metaletyi Menteri
Kehakiman RI tahun 1993 dengan No : C-70.PW.07ab8irit 1993 dan
didalam Skep dinyatakan sebagai PPNS dalam linglurigepartemen
Perindustrian dan Perdagangan Rl 'bidang metroleggah wilayah kerja
di Kota dan Kabupaten bandung, Kabupaten SumediargKabupaten
Subang, bukan dalam lingkungan Departemen DalamemN&j. (hasil
wawancara tanggal 18 Pebruari 2011).
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BAB V
HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data di Seksi Korwas PPNS Dit Reskisni®olda Jabar yang
diperoleh peneliti selama penelitian sejak tanggdPebruari 2011 sampai akhir
Maret 2011 bahwa selama tahun 2010 sampai Marédt @0dapat PPNS yang telah
dan sedang melakukan penyidikan tindak pidana efliadlahukum Polda Jabar yaitu :
1) PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPX) PPNS Ditjen Pajak;
dan 3) PPNS Balai Monitor Spektrum Frekuensi Raf#io Orbit Satelit, sehingga
dalam bab ini akan disajikan proses penyidikanaingidana oleh PPNS di tiga
Instansi tersebut, pelaksanaan koordinasi dan pexsgen Penyidik Polri terhadap
proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan PPMN&tansi yang melakukan
penyidikan tidak sesuai ketentuan dan faktor pealyepa, serta upaya peningkatan
koordinasi dan pengawasan sebagai berikut :

51  ProsesPenyidikan Tindak Pidana Oleh PPNS BBPOM

PPNS BBPOM di Bandung dalam melaksanakan penyidsksnai undang-
undang yang menjadi dasar hukumnya. Hal ini segsenjelasan Kasi Penyidikan
BBPOM Bandung, Rulia, kepada peneliti tanggal 2dr&ari 2011 sebagai berikut :
a. Bahwa Undang Undang yang menjadi dasar hukum PHBEOB/ yaitu : 1)
KUHAP; 2) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Keseha®r;JURI No. 7 tahun 1996
tentang Pangan; 4) UURI No. 8 tahun 1999 tentangjnBangan Konsomen; 5)
UURI No. 35 tahun 2009 tentang Nakotika. Namunrealani hanya menerapkan
UU Kesehatan dan UU pangan.
b. PPNS BBPOM di Bandung bisa melakukan penyidikanaashdang undang
karena BBPOM di Bandung bukan berada di bawah Gube&iabar, tetapi berada di
bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat, daROMNB ini
menyelenggarakan fungsi, diantaranya yaitu penyealid dan penyidikan sesuai
keputusan Kepala Badan POM Nomor: 05018/SK/BBPOMydal 17 Mei 2001
tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksarini3edi Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan.
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C. BBPOM di Bandung dipimpin seorang kepala dan tetsiberapa bidang,
diantaranya Bidang Pemeriksaan dan Penyidikara 8dang ini terdiri atas Seksi
Pemeriksaan dan Seksi Penyidikan. Seksi penyidik@mpunyai tugas penyidikan
terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang predaketik, narkotik, psikotropika
dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetikpguk komplimen, pangan dan bahan
berhaya. Jadi BBPOM di Bandung ini ada jabatarkstral yang melakukan tugas
khusus penyidikan. Wilayah kerja BBPOM di Bandumg seluruh administrasi
Provinsi Jabar.

Kemudian Rulia menjelaskan tentang proses pergidigang dilakukan
PPNS BBPOM, sejak ada tindak pidana, tindakan pertdi TKP, pemberitahuan
dimulainya penyidikan, pemanggilan, penangkapamalpgnan, penggeledahan,
penyitaan, pemeriksaan, penyelesaian berkas perkpesmyerahan perkara,
penghentian penyidikan, administrasi penyidikan pilimpahan penyidikan sebagai
berikut :

511 AdanyaTindak Pidana

Tindak pidana dapat diketahui, baik melalui pengadmasyarakat maupun
hasil temuan Petugas BBPOM yang melakukan tuga®mesaan rutin. Jika hasil
cek lapangan ditemukan tindak pidana, maka dilapairan kejadian ditanda-tangani
PPNS BBPOM dan diketahui Kasi Penyidikan BBPOM gabdasar penyidikan.
5.1.2 Tindakan Pertamadi Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Laporan Kejadian diajukan kepada kepala BBPOM, Kapala memberikan
disposisi kepada Kabid Pemeriksaan dan Penyidikdankumenyidik. Lalu dibuat
Sprin Penyidikan, Sprin Pengeledahan, dan SprityiRam. Lalu PPNS mendatangi
TKP dan menggeledah, memeriksa, menyita obat atkaman disertai pembuatan
BAP di TKP, BA Penggeledahan, dan BA Penyitaan.

5.1.3 Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Setelah cukup bukti, PPNS mengirim surat pemberda dimulainya
penyidikan (SPDP) kepada Kajati Jabar melalui K@g@alabar, dilampiri laporan
kejadian dan Sprin penyidikan. SPDP langsung di¢ara PPNS kepada Sikorwas
PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar sekaligus berkuasddalam penyidikan.

Universitas Indonesia

Analisis pelaksanaan..., Abdul Mun'im, Pascasarjana Ul, 2011.



66

5.14 Pemanggilan Saks dan Tersangka

Pemanggilan melalui surat panggilan, ditanda-tang®PNS BBPOM dan
dijelaskan status orang yang dipanggil, sebagasi satiau tersangka, serta kapan,
dimana, dan kepada siapa harus menghadap, dan gangsakan diterima bila tidak
hadir, yaitu diancam pasal 216 KUHP. Surat panggiiuat rangkap 5(lima), yaitu
1 lembar untuk yang dipanggil, 4 (empat) lembatukirberkas. Surat panggilan
diberikan kepada saksi/ tersangka di alamatnya. titilak di tempat, surat panggilan
diserahkan keluarga/ orang lain yang dapat menyiésp&epada yang dipanggil.
Setelah 1 lembar diterima, lembaran surat pangddenditanda-tangani penerima,
lalu PPNS membawa kembali untuk kelengkapan befkassi/tersangka yang tidak
hadir tanpa alasan sah, dibuat surat panggilansketiun jika tetap tidak hadir, PPNS
membuat surat permintaan bantuan ke Korwas PPN&a Balbar untuk membawa
saksi/tersangka, dilampiri laporan kejadian, speatggilan pertama dan kedua. Jika
permohonan disetujui, maka Korwas PPNS Polda Jaleaerbitkan surat perintah
membawa dan menghadapkan kepada PPNS untuk dgpetikkantor BBPOM.
PPNS BBPOM Bandung pernah meminta bantuan Korw&&SHPRolda Jabar untuk
membawa tersangka Rizki dan Jeremy karena merekaglyil dua kali tidak hadir
tanpa alasan sah. Namun sampai saat ini keduadgé&eshelum berhasil dibawa oleh
Korwas PPNS ke PPNS untuk diperiksa, karena kezfgarigka tidak di tempat .
5.1.5 Penangkapan

PPNS BBPOM sesuai undang-undang tidak berwenamgmg&ap, namun
apabila diperlukan, meminta bantuan penangkapaadeeorwas PPNS Polda Jabar
melalui surat permohonan dilampiri laporan kejadlan laporkan kemajuan.
516 Penahanan

PPNS BBPOM sesuai undang-undang tidak berwenamghme tersangka.
Jika diperlukan, meminta bantuan kepada Korwas PPdl&a Jabar, seperti pernah
meminta bantuan untuk menahan tersangka Rizki deamy melalui surat tanggal
12 Januari 2011, namun tersangka belum berhashatit karena saat akan dijemput
oleh Korwas PPNS Polda Jabar di tempat tinggabeysangka tidak di tempat.
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5.1.7 Penggeledahan

Saat PPNS BBPOM datang ke TKP, dilengkapi Sprimggeledahan untuk
menggeledah rumah/ tempat tertutup lainnya gunaeriksa dan menyita barang
bukti. Setelah penggeledahan, dibuat BA Penggetedatitanda-tangani penguasa
barang, PPNS, dan saksi. Lalu PPNS membuat suratopenan persetujuan
penggeledahan kepada Ketua PN setempat guna mdehpgyenetapan. Surat
ditanda-tangani Kasi penyidikan BBPOM selaku PPN&iri laporan kejadian,
Sprin penggeledahan dan BA penggeledahan, tanmpmgan kepada penyidik Polri.
5.1.8 Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan barang bukti dilengkapi Sprin Penyitdan tanpa menunggu ijin
Ketua PN setempat mengingat situasi yang sanght gan mendesak. Setelah itu,
sebagian sampel obat atau makanan diuji bidangufangBBPOM dan sisanya
disegel sebagai barang bukti. PPNS, disaksikariligdmrang dan saksi, mencatat
semua barang bukti yang disita secara rinci, lailsj berat, jJumlah maupun ciri-ciri,
lalu dibungkus, dilak, disegel dan diberi labelbebmemuat catatan nomor registrasi
barang bukti, jumlah, jenis, ciri-ciri, tempat, halan tanggal penyitaan, nomor
laporan kejadian, identitas pemilik barang, dandéamangan PPNS, dibuat BA
penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan (STP) bexagam barang bukti dan ditanda-
tangani penguasa, saksi dan PPNS. Penguasa bdbengSIP dan berita acaranya.
Barang bukti cairan yang mudah menguap, dibungkatspembungkus, sehingga
dapat menghindari kemungkinan menguapnya isi. Pegkusan/ penyegelan dibuat
berita acara yang memuat uraian pembungkusan/ gelaye dan ditanda-tangani
penguasa barang, saksi dan PPNS. Lalu membuat pamatohonan persetujuan
penyitaan ke Ketua PN setempat, guna memperoledtgyean.
519 Pemeriksaan

Pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka dilakulSPBBPOM dengan cara
memberikan pertanyaan, yang dituangkan dalam BAP RSP harus memenuhi
syarat formil, misalnya, diberi kata "Pro justitiali bagian atas ditulis Berita Acara
Pemeriksaan dan ditulis saksi atau ahli atau tgkeasesuai status yang diperiksa,

identitas PPNS yang memeriksa dan yang diperiksairSitu, harus memenuhi
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syarat materiil yaitu terpenuhi unsur pasal yamgiangkakan melalui pertanyaan si
adi demen babi yaitu siapa, apakah, dimana, desg@ahsiapa, mengapa, bagaimana,
dan bilamana. Setelah BAP selesai, lalu dipara@sdtalaman oleh yang diperiksa,

dan halaman akhir ditanda-tangani yang diperikeaRRINS yang memeriksa.

Pemeriksaan ahli telah dilakukan oleh PPNS BBPGikha tindak pidana
yang disidik harus diterangkan orang yang memkiahlian khusus. Seorang ahli
yang akan diperiksa tanpa melalui surat panggikreria ahlinya tersedia di kantor
BBPOM, jadi cukup diberitahu waktu dan tempat peksaan. Sebelum diperiksa,
diambil sumpahnya dihadapan PPNS sesuai agamadjamg.

Pemeriksaan tersangka sama seperti pemeriksaas. $€2ddanya kalau
tersangka, PPNS wajib memberitahu hak-hak tersangisalnya hak didampingi
penasehat hukum. Jika tersangka menolak didampergisehat hukum, maka dibuat
Berita Acara Penolakan ditanda-tangani PPNS daargka, serta dibuatkan Surat
Pernyataan bermaterai dari tersangka tentang pgenuiga.

5.1.10 Penyelesaian Berkas Perkara

Penyelesaian berkas yang dilakukan PPNS BBPOM yaih) membuat
resume, b) menyusun isi berkas perkara yang meBpuaipul berkas perkara, daftar
isi, dan isi berkas perkara terdiri : resume, lapokejadian, SPDP, Berita Acara,
Surat Surat seperti Surat Panggilan dan Surat tBeriDaftar Saksi, Daftar Ahli,
Daftar Tersangka, dan Daftar Barang Bukti, ¢) Pekdsan sesuai susunan daftar isi
dan dilak sesuai yang ditentukan. Contoh berkakaparyang pernah diperlihatkan
kepada peneliti yaitu Berkas Perkara No :SBP/12040/ BBPOM-PPNS tanggal
22 Juni 2010 atas nama Tsk Bong Kwet Kong dan BelB&P Cepat Tipiring No :
LK/30/V11/2010/ BBPOM-PPNS tanggal 23 Juli 2010 Alek Herman.

5.1.11 Penyerahan Perkara

Penyerahan perkara hasil penyidikan PPNS BBPOMNadeplPU melalui
Korwas PPNS Polda Jabar. Pelaksanaannya ada dynr yatitu tahap pertama PPNS
BBPOM menyerahkan berkas perkara kepada Korwas PPd&a Jabar untuk
diteruskan ke JPU. Jika dinyatakan belum lengkakandPU mengembalikan berkas
ke Korwas PPNS, dan diteruskan ke PPNS BBPOM uthitekgkapi sesuai petunjuk
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JPU. Jika sudah dilengkapi, PPNS menyerahkan kerbedkas kepada Korwas
PPNS melalui surat untuk diteruskan ke JPU.

Apabila berkas lengkap (P-21), maka JPU mengirigl ke Korwas PPNS,
lalu diteruskan ke PPNS. Selanjutnya Korwas PPN8&girien surat panggilan ke
tersangka untuk dihadapkan ke JPU. Dan setelahnigka hadir, Petugas Korwas
PPNS menghubungi PPNS untuk menyerahkan barangkaukiorwas PPNS, Lalu
Korwas PPNS didampingi PPNS menyerahkan tersangkabdrang bukti ke JPU
dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima. Dan sebgkelaksanaan, Korwas PPNS
berkoordinasi dengan JPU untuk menentukan waktygvahan.

Tahapan diatas merupakan tahapan proses penyitlik@dak pidana yang
dilakukan PPNS BBPOM dalam acara pemeriksaan Iegbadap pelaku kejahatan
yang diancam sanksi pidana. Sedangkan pelaku yiangain kurungan atau denda,
maka diproses melalui Pemeriksaan Cepat Tipiring lwkrkas langsung dikirim ke
PN setempat melalui Korwas PPNS Polda Jabar, tdibp@at SPDP dan tanpa minta
ijin penyitaan barang bukti dan penggeledahan ke pad setempat.

Kemudian Korwas PPNS memanggil tersangka melahait panggilan untuk
dihadapkan ke Pengadilan. Saat di Pengadilan NelgBNS menyerahkan barang
bukti ke Korwas PPNS, lalu Korwas PPNS menyeratidaakas pemeriksaan berikut
tersangka dan barang bukti ke Pengadilan Negea gataksanaan sidang tipiring.

Berdasarkan studi dokumentasi terhadap berkasnaela@mor : SBP/ 17/VI/
2010/BBPOM-PPNS tanggal 22 Juni 2010 atas namaBislg Kwet Kong dan
Berkas BAP Cepat Tipiring No : LK/30/V11/2010/ BBROPPNS tanggal 23 Juli
2010 A.n Tsk Herman, yang disusun PPNS BBPOM diddgta sebagai berikut :

a. Tanggal 8 Juli 2010 PPNS BBPOM Bandung mengirinkd®mperkara Tsk
Bong Kwet Kong ke Korwas PPNS Polda Jabar melaitatsKasi penyidikan PPNS
BBPOM No : SSBP/17/VI11/2010/BBPOM-PPNS tanggal i 2010.

b. Tanggal 12 Juli 2010 Sikorwas PPNS Polda Jabar imengerkas perkara
Tsk Bong Kwet Kong ke JPU Kejati Jabar melalui siDa Reskrim Polda Jabar
Nomor : B/20/VII1/2010/Dit Reskrim tanggal 12 JuG10.
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C. Tanggal 28 Juli 2010 JPU Kejati Jabar memberitahdepada Kasi Korwas
PPNS Polda Jabar melalui surat Kasi PenuntutandAspiKejati Jabar No. : B-
2852/0.2.4/Epp.1/7/2010 tanggal 28 Juli 2010 pértesil penyidikan Tsk Bong
Kwet Kong sudah lengkap.

d. Tanggal 24 Agustus 2010 Kasi Korwas PPNS PoldarJaeananggil Tsk
Bong Kwet Kong melalui surat panggilan Dir Reskrifolda Jabar No Pol :
SPgl/13308/VI111/2010/Dit Reskrim, agar hadir tangg® Agustus 2010 untuk
dihadapkan ke JPU Kejati Jabar.

e. Tanggal 26 Agustus 2010 Tsk Bong Kwet Kong telathiha@i Kantor Korwas
PPNS Polda Jabar, dan sesuai Surat Dir ReskrimaPd&bar Nomor : B/
2269/VI111/2010/Dit Reskrim tanggal 24 Agustus 20B@n Surat Perintah Dir
Reskrim Polda Jabar Nomor : Sprin/3000/VI111/201@/Reskrim tanggal 24 Agustus
2010, Ipda Warsim dan Aiptu Suprianto bersama Bskg Kwet Kong menuju
kantor Kejati Jabar. Setibanya di kantor Kejatiatal’PNS BBPOM menyerahkan
tersangka dan barang bukti kepada Korwas PPNS Realdar dan dibuatkan BA
Serat terima Tersangka dan Barang Bukti tanggah@éstus 2010, lalu Korwas
PPNS Polda Jabar menyerahkan Tsk Bong Kwet Konddeang bukti kepada JPU
Kejati Jabar dan dibuatkan BA Serah Terima Tersangi Barang Bukti tanggal 26
Agustus 2010.

Selain penyerahan berkas perkara dan penyeralsamgia dan barang bukti
ke JPU kejati Jabar tersebut di atas, PPNS BBPONdJBzg juga menyerahkan
Berkas Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nond</30/V11/2010/ BBPOM-
PPNS tanggal 23 Juli 2010 atas nama tersangka lHekmaPengadilan Negeri
Bandung melalui Korwas PPNS Polda Jabar rinciaagaglberikut :

a. Tanggal 8 Oktober 2010 PPNS BBPOM menyerahkan bepkakara Tsk

Herman ke Korwas PPNS Polda Jabar melalui suratidK&éemeriksaan dan
Penyidikan BBPOM Bandung Nomor :PBP/12/X/2010/BBPGNFMNS yang

ditujukan kepada Ketua PN Bandung melalui Korwasi®Polda Jabar.

b. Tanggal 15 Oktober 2010 Korwas PPNS Polda Jabalmelurat panggilan

Dir Reskrim Nomor : S.Pgl/3724/X/2010/Reskrim tetaBmanggil Tsk Herman agar
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hadir tanggal 19 Oktober 2010 dan menghadap ke Wdesim di Kantor Korwas
PPNS Polda Jabar untuk dihadapkan ke PN Bandung.
C. Tanggal 19 Oktober 2010 PPNS BBPOM berdasarkar Kas Penyidikan
BBPOM Bandung No : SSBP/12/X/2010/BBPOM-PPNS telatenyerahkan
tersangka Herman dan barang bukti ke Korwas PPNd&&Babar untuk diteruskan
kepada Pengadilan Negeri Bandung, dan telah dbA&erah Terima tersangka dan
Barang bukti tanggal 19 Oktober 2010.
d. Tanggal 19 Oktober 2010 Sikorwas PPNS Polda Jdpda Warsim dan
Aiptu Supriyatno sesuai surat Dir Reskrim PoldaadaNo : B/30/X/ 2010/Dit
Reskrim dan surat perintah Dir Reskrim Polda J&lmamor : Sprin/ 372/ X/2010/Dit
Reskrim telah menyerahkan Tsk Herman dan barangi bkdpada petugas
Pengadilan Negeri Bandung dan dicatat dalam bukstez B-11.
5.1.12 Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegpEnyelesaian perkara
yang dilakukan bila tidak cukup bukti, peristivakbno tindak pidana, atau karena
demi hukum. PPNS BBPOM sampai saat ini tidak pemahghentikan penyidikan.
5.1.13 Administras Penyidikan

Mindik yang dibuat PPNS BBPOM selama ini belum kegman pada
petunjuk Polri sebagaimana Peraturan Kapolri Nofhtahun 2010 dan sampai saat
ini belum tertib mindiknya karena belum terregistecara khusus, tetapi nanti akan
disesuaikan dengan petunjuk Polri. Saat ini Kasyjakan BBPOM hanya mencatat
dalam buku kecil tentang temuan tindak pidana. mdbaku kecil tercatat register
tahun 2010 terdapat 50 kasus yang dijadikan dasartmat Laporan Kejadian.

Selanjutnya peneliti mengamati buku kecil yangdlan catatan Register
tahun 2010 dan tercatat jumlah kasus yang ditem@#&NS BBPOM di Bandung
selama tahun 2010 sebanyak 50 (lima puluh) kasuseeneliti Laporan Kemajuan
Kegiatan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dakaian di Bandung periode

Januari sampai dengan Desember 2010 sebanyak&0g(ililuh) laporan kejadian.
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Peneliti juga meneliti sampel berkas perkara @BP/17/V1/2010/BBPOM-
PPNS tanggal 22 Juni 2010 atas nama Tsk Bong Kwegkang disusun PPNS
BBPOM. Setelah diamati, terdapat mindik yang mekapasi berkas perkara yaitu :

Sampul berkas perkara

Daftar isi Berkas Perkara

Resume

Laporan Kejadian.

SPDP dari PPNS BBPOM kepada Kajati Jabar melalpokia Jabar
Bertita Acara Pengambilan Sumpah Saksi Ahli.

Berita Acara Pemeriksaan Saksi |, Il, dan IlI

Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

Berita Acara Penggeledahan Rumah / Tempat Tertidgimqmya.
Berita Acara Pemeriksaan di TKP.

Berita Acara Penyitaan dan Lampiran Berita AcanayRaan

Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan d3Bradii.
Surat Panggilan Tersangka dan Surat PanggilanTlegsangka
Surat Permohonan Persetujuan Penggeledahan dars R@NPN
Bekasi

Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan dari PPIRSI lBekasi
Surat Perintah Penggeledahan

Surat Perintah Penyitaan.

Surat Tanda Penerimaan dan Lampiran Surat TandsaiReaan.
Penetapan Persetujuan Penggeledahan dari KetuzkdsiB
Penetapan Persetujuan Penyitaan barang bukti darak°N Bekasi
Daftar Saksi, Daftar Ahli, Daftar Tersangka, daritBraBarang Bukti.

Peneliti juga meneliti berkas Berita Acara Pemedks Cepat Tipiring yang
disusun PPNS BBPOM, yaitu Nomor : LK/30/VIl/2010/BBM-PPNS tanggal 23

Juli 2010 atas nama tersangka Herman yang disangkekukan pendistribusian obat

yang tidak dilakukan tenaga kesehatan, melanggsal R88 UU RI Nomor 36 tahun

2009 tentang kesehatan. Dan mindik yang merupakdeikas Tipiring, yaitu :

ONohWNE

Sampul Berita Acara Pemeriksaan.

Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan

Laporan Kejadian.

Surat Panggilan Para Saksi dan Tersangka.

Berita Acara Pemeriksaan Para Saksi dan Tersangka.

Surat Tugas dan Surat Perintah Penyidikan.

Surat Perintah Peggeledahan dan Surat Perintalité&any

Berita Acara Penggeledahan, Berita Acara Pembuagkdsan atau
Penyegelan, Berita Acara Penyitaan, dan Surat TRadarimaan.
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5.1.14 Pelimpahan Penyidikan
Sesuai hasil wawancara dengan Kasi penyidikan BBRIOBaRndung, Rulia
bahwa PPNS BBPOM Bandung belum pernah melimpahkanskyang ditemukan
PPNS BBPOM ke penyidik Polri, karena pada dasayays ditemukan oleh PPNS
BBPOM hanya kasus kesehatan yang bisa disidik seatih PPNS BBPOM,
kecuali dalam proses penyidikan, juga ditemukanamad umum, maka akan
dilimpahkan penyidikannya kepada penyidik Polri.
Berdasarkan hasil wawancara dengan kasi penyidd®&ROM Bandung,
Rulia dan hasil studi dokumentasi terhadap Lap&m@majuan Kegiatan Penyidikan
BBPOM di Bandung selama periode Januari sampairblese2010 yang dibuat dan
ditanda-tangani oleh Kasi Penyidikan BBPOM Banduserta terhadap register
PPNS BBPOM tahun 2010 diperoleh data dan faktagselberikut :
a. Jumlah Laporan Kejadian (LK) sebagai dasar dilaknka penyidikan yang
dibuat PPNS BBPOM selama tahun 2010 sebanyakrd@ (uluh) LK.
b. Dari jumlah tersebut, yang disidik dan dilimpahkenJPU melalui Korwas
PPNS Polda Jabar sebanyak 3 LK, yaitu kasus sedaamasi tanpa ijin edar
melanggar pasal 197 Jo 106 ayat (1) UU No 36 t&0@9 tentang kesehatan, yang
ancaman pidananya paling lama 15 tahun dan derioh fmanyak Rp 1,5 milyar.
Dan berkasnya sudah lengkap (P-21)
C. Yang diproses melalui proses tipiring sebanyak R6yaitu :
1. 23 kasus melakukan praktek kefarmasian tanpa nenkiéhlian,
yang melanggar pasal 198 UU No 36 tahun 2009 tgnkasehatan yang
ancamannya hanya denda paling banyak Rp 100 juta.
2. 3 kasus sediaan farmasi tanpa ijin edar, yangnggr Pasal 197
UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang ancad@manya paling
lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 mygau Tsk Jaja (Toko
Sumbawa Bandung), Tsk Harris dan Tsk Diana KotaoBogDalam kasus
tipiring ini, PPNS mengajukan persetujuan penggd#iad dan penyitaan,

serta telah mendapatkan penetapan PN.
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d. Yang diproses secara non projustitia sebanyak 15erdiri atas :

1. 5 kasus sediaan farmasi tanpa ijin edar, yang rgg&arPasal 197 UU

No 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang ancamangpiga paling lama 15

tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 milyar.

2. 8 kasus melakukan praktek kefarmasian tanpa merkdiian, yang

melanggar pasal 198 UU No 36 tahun 2009 tentangehé&tan yang

ancamannya hanya denda paling banyak Rp 100 juta.

3. 2 kasus melanggar pasal 58 huruf k UU No 7 tahu®b lieéntang

Pangan, yang ancaman pidananya paling lama 3 tdhondenda paling

banyak Rp 360 juta.

e. Yang tidak jelas proses sidiknya sebanyak 6 kasus) :

1. 3 kasus sediaan farmasi tanpa ijin edar, melanggaal 197 UU No

36 tahun 2009 tentang kesehatan, ancaman pidapatipg lama 15 tahun

dan denda maksimal Rp 1,5 milyar, atas nama Tskr&lar Karawang, Tsk

Morinda Cirebon, Tsk TO Palembang Bandung.

2. 3 kasus melanggar pasal 58 huruf k UU No 7 tahu®b li@ntang

Pangan yang ancaman pidananya paling lama 3 tabonddnda paling

banyak Rp 360 juta, A.n Tsk Yayat Nuryati Kab. BQgbsk Malam Ukur

Kab. Bogor dan Tsk Mamay Mardiyah Kab. Bogor.

Dan sesuai keterangan Kasi Penyidikan BBPOM, Radiawa penanganan
terhadap 50 (lima puluh) Laporan Kejadian ini tidskmnua dilaporkan ke Korwas
PPNS Polda Jabar. Yang dilaporkan hanya terhadspskgang disidik dan yang
dilimpahkan ke JPU melalui Korwas PPNS Polda Jatban, terhadap kasus yang
diproses tipiring yang pengiriman berkasnya langska Pengadilan Negeri melalui
Korwas PPNS Polda Jabar. Sedangkan terhadap kasgspgenyelesainnya tidak
diproses melaluypro justitia, tidak dilaporkan kepada Korwas PPNS Polda Jabar.
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5.2  ProsesPenyidikan Tindak Pidana Oleh PPNS Ditjen Pajak

PPNS Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republdomesia melakukan
penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dhskumnya sebagaimana
keterangan PPNS Ditjen pajak, Yunir pada tangddadet 2011 sebagai berikut :
a. Dasar hukum dan kewenangan PPNS Ditjen Pajak maakpenyidikan
yaitu pasal 44 ayat (1) UU Rl Nomor 28 tahun 208mang Perubahan Ketiga Atas
UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dda Tara Perpajakan yang
berbunyi “Penyidikan tindak pidana di bidang peagan hanya dapat dilakukan oleh
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkun@arektorat Jenderal Pajak yang
diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindakrnad# bidang perpajakan”.
b. Setiap PPNS Ditjen pajak, baik yang berada di gétentor Wilayah maupun
di Direktorat Intelijen dan Penyidikan dalam mekakakan tugas penyidikan, terlebih
dahulu harus ada instruksi dari Dirjen Pajak Jakart

Tanggal 1 Maret 2011 peneliti telah mengumpulkataddi Kanwil Ditjen
Pajak Jabar | Bandung melalui wawancara denganakKgta | PPNS, Sugiharto dan
anggota PPNS, Yunir di ruang PPNS dan memperolejelpsan tentang tahapan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yaitekukan PPNS Kanwil Ditjen
Pajak Jabar | Bandung, sejak ditemukan tindak gidaemberitahuan dimulainya
penyidikan, pemanggilan, penangkapan, penahananggpkedahan, penyitaan,
pemeriksaan, penyelesaian berkas perkara, penyergieakara, administrasi
penyidikan, dan pelimpahan penyidikan sebagai berik
521 AdanyaTindak Pidana

Sebelum dibuat laporan kejadian tindak pidanagjakan, ada aturan khusus
yang harus dilaksanakan PPNS Pajak dalam melakpiaayidikan, yaitu Peraturan
Menteri Keuangan RI Nomor 202/PMK.03/2007 tangdalDzsember 2007 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidiarigidang Perpajakan dan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No : Per-47/B%¥2&ntang Petunjuk Pelaksanaan
Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajaky yiduga melakukan tindak

pidana perpajakan. Adapun tahapan pembuatan Lap@jadian sebagai berikut :
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a. Diawali adanya Informasi, Data, Laporan dan ataugRduan (IDLP) tentang
dugaan tindak pidana perpajakan ke Kanwil DPJ Jgbklu dikembangkan dan
dianalisis melalui kegiatan pengamatan oleh Pengamheagan Surat Perintah
Kakanwil, yang maksudnya untuk mencocokkan IDLPgderfakta.

b. Pengamat membuat Laporan Hasil Pengamatan kepddenkih yang isinya
tentang Pengembangan dan analisis IDLP.

C. Kabid P4 berdasarkan Laporan Hasil Pengamatan maetgum kepada
Kakanwil untuk dilakukan pemeriksaan bukti permaoladika menyetujui, maka
Kakanwil menerbitkan Instruksi pemeriksaan buktinpglaan dan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Tim Pemerikskti BPermulaan yang
anggotanya diantaranya PPNS Pajak.

d. Tim Pemeriksa Bukti Permulaan membuat konsep Lapdtameriksaan
Bukti Permulaan, disampaikan kepada Kakanwil, sinyencantumkan a) Instruksi
Pemeriksaan Bukti Permulaan; b) Surat Perintah Rksa@n Bukti Permulaan; c)
Surat Tugas; d) identitas Wajib Pajak; e) pemenuteamajiban perpajakan Tahun
Pajak yang diperiksa; f) alasan dilakukan PemeaiksBukti Permulaan; g) tempat
dan waktu kejadian; h) pembukuan/ pencatatan WRailak; i) data/informasi yang
tersedia dari Kantor Pelayanan Pajak; |) daftaubdén dokumen yang dipinjam; dan
k) hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, termasuk m®odwerandi; calon
tersangka/saksi; kerugian negara; pasal yang dj@andpahan bukti yang diperoleh;
kesimpulan dan usul.

e. Apabila Kakanwil menerima konsep laporan terselalty Tim Pemeriksa
Bukti Permulaan membuat resume dan memaparkanaphadTim Penelaah yang
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil.

f. Tim Pemeriksa Bukti Permulaan bersama Tim Penema@mbahas konsep
Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, yang hasibhf@angkan dalam bentuk
Berita Acara Penelahaan yang digunakan sebagar gesentuan tindak lanjut

pemeriksaan bukti permulaan oleh Kakanwil.
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g. Tindak lanjut bisa berupa usulan penyidikan yanspmipaikan Kakanwil
kepada Dirjen Pajak melalui Direktur Intelijen dBenyidikan, dilampiri Konsep
Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Beritaa®Banelaahan.
h. Apabila usul penyidikan disetujui, lalu Laporan Reiksaan Bukti Permulaan
ditutup dan dibuat Laporan Kejadian oleh PemeriRsgak yang menjadi Tim
Pemeriksa Bukti Permulaan dan diketahui Kabid ®4gai dasar penyidikan. Sesuai
Instruksi Direktur Jenderal Pajak, Sprin Penyidilkdibuat PPNS yang ditanda-
tangani Kakanwil selaku PPNS, serta penomoran mamegister yang ada di Seksi
Mindik bidang P4. Setelah itu diterbitkan SPDP miila-tangani Kakanwil, yang
penomorannya dilakukan di Seksi Mindik bidang P4.
5.2.2 Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Setelah dibuat laporan kejadian dan surat peripgtyidikan, lalu PPNS
pajak membuat surat pemberitahuan dimulainya pé&and(SPDP) ditanda-tangani
Kakanwil selaku penyidik dan ditujukan kepada Kajatbar melalui Dir Reskrim
Polda Jabar, dilampiri laporan kejadian dan sueahfah penyidikan. SPDP tersebut
dikirim ke Korwas PPNS Polda Jabar untuk diterusteppada kepada Kajati Jabar.
5.2.3 Pemanggilan Saks dan Tersangka

Pemanggilan dilakukan PPNS pajak melalui suraggdan ditanda-tangani
Ketua Tim PPNS dan diserahkan kepada yang dipadgglamatnya. Apabila tidak
ada di tempat, maka surat panggilan diserahkarafgai orang lain yang menjamin
dapat menyerahkan kepada yang dipanggil. PPNS meméeelasan agar yang
dipanggil hadir sesuai waktu panggilan karena tilak hadir, bisa diancam pasal
216 KUHP. Lalu lembaran surat panggilan ditandaaan penerima. Jika panggilan
pertama tidak dihadiri tanpa alasan sah, PPNS maihdwat panggilan kedua. Jika
panggilan kedua juga tidak dihadiri, PPNS memirdatbban Korwas PPNS Polda
Jabar untuk membawa saksi, tersangka dan menglread&pgada PPNS. Permintaan
melalui surat dilampiri surat panggilan pertama Hadua. Namun sampai ini PPNS

belum pernah minta bantuan kepada korwas PPNS&geasty dipanggil hadir.
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524 Penangkapan

PPNS pajak sesuai undang-undnag tidak berwenangngkap. Namun jika
perlu, meminta bantuan korwas PPNS Polda Jabapi et belum pernah dilakukan.
525 Penahanan

PPNS pajak sesuai undang-undang tidak berwenamghae. Namun jika
perlu, meminta bantuan kowas PPNS Polda Jabaiinidg@lum pernah dilakukan.
5.2.6 Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan PPNS pajak untuk mendagttdokumen terkait
tindak pidana perpajakan, dengan Sprin Penggeladalam Surat ijin khusus
penggeledahan dari PN setempat. Sebelum penggeled®&PNS meminta ijin
khusus penggeledahan ditanda-tangani Kakanwil seRIRNS kepada Ketua PN
setempat tanpa ditembuskan penyidik Polri. Setef@nggeledah, dibuat BA
Penggeledahan ditanda-tangani pemilik, saksi daiSPRPelaksanaannya, pernah
meminta bantuan Korwas PPNS Polda Jabar untuk memdgi penggeledahan.
5.2.7 Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan barang bukti terkait tindak pidana pedsm, dilengkapi Surat
Perintah penyitaan, lalu membuat berita acara pearyidan surat tanda penerimaan
tentang penyerahan barang bukti dari pemilik baka@ppda PPNS secara rinci baik
jenis, jumlah, ciri-ciri, volume dan ditanda-tangBemilik, para saksi dan PPNS.

Penyitaan dilakukan tanpa ijin terlebih dahulu d®enhgadilan Negeri dengan
alasan yang sangat perlu dan mendesak. SelesatgaemyPPNS mengajukan surat
persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri seteomak mendapat penetapan.
Surat ditanda-tangani Kakanwil selaku PPNS dark titik@mbuskan kepada Polri.
5.2.8 Pemeriksaan

Pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka yang diak®PNS harus memenuhi
syarat formil, seperti harus ada kata’Pro justjtegtiap halaman BAP harus diparaf
oleh yang diperiksa, dan halaman terakhir ditaaggdni yang diperiksa dan
pemeriksa. Sedangkan syarat materiil yaitu terpeyah unsur pasal yang
dipersangkakan, dengan pertanyaan tujuh kah, g&@pa, apa, dimana, dengan apa/

siapa, mengapa, bagaimana dan bilamana.
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529 Penyelesaian Berkas Perkara

Penyelesaian berkas perkara yang dilakukan PPk Raitu meliputi a)
membuat resume, b) menyusun isi berkas perkara wyaglguti sampul berkas
perkara, daftar isi berkas perkara, dan isi bepgexkara yang terdiri atas resume,
laporan kejadian, SPDP, Berita Acara, Surat-swan, daftar seperti daftar saksi,
ahli, tersangka dan barang bukti, dan c) pembenkasa
5.2.10 Penyerahan Perkara

Proses penyerahan perkara kasus pajak yang diRNS pajak yaitu berkas
perkara dikiim PPNS ke penuntut umum melalui peikyPolri sesuai ketentuan
pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 28 tahun 2007 tent@aegubahan Ketiga Atas UU
No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata ®arpajakan, berbunyi
“PPNS pajak memberitahukan dimulainya penyidikaam anenyampaikan hasil
penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyigiélri sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang HukunraAPalana.

Berdasarkan studi dokumentasi di Seksi Korwas PBN®eskrimsus Polda
Jabar diperoleh data sebagai berikut :
a. Tanggal 11 Oktober 2010 PPNS Ditjen Pajak Jakaatahtmenyerahkan
berkas perkara Tsk Lim Kian Yin kepada Kasi Konwd#NS Dit Reskrimsus Polda
Jabar melalui surat Direktur Intelijen dan PenyadikNomor : S-1575/ PJ.05/2010,
untuk diteruskan kepada Kejati Jabar.
b. Tanggal 15 Oktober 2010 Korwas PPNS melalui sunatR2skrim Polda
Jabar No : B/27/X/2010/Dit Reskrim telah mengirierkas perkara Tsk Lim Kian
Yin kepada Kajati Jabar.
C. Tanggal 27 Oktober 2010 JPU Kejati Jabar telah neemaihukan kepada
Korwas PPNS melalui surat Aspidum Kejati Jabar N8-4039/ 0.2.10/Epp.1/
10/2010 yang ditujukan kepada Kapolda Jabar pehiasil penyidikan Tsk Lim Kian
Yin belum lengkap dan JPU Kejati Jabar menyeratilakas perkara Tsk Lim Kian
Yin kepada PPNS Ditjen Pajak melalui surat No :(@@¥0.2.4/Epp.1/10/ 2010 yang
ditujukan kepada Direktorat Intelijen dan PenyidikBitjien Pajak Jakarta untuk

dilengkapi.
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d. Tanggal 30 Desember 2010 PPNS Ditjen pajak menkarakembali berkas
Tsk Lim Kian Yin kepada Kasi Korwas PPNS Polda dabelalui surat Dirjen Pajak
Jakarta Nomor : S-2184/PJ.05/ 2010 yang ditujulepalla Kajati Jabar melalui Dir
Reskrim Polda Jabar Up Kasi Korwas PPNS.
e. Tanggal 10 Januari 2011 Korwas PPNS mengirim bepleskara Tsk Lim
Kian Yin kepada JPU Kejati Jabar melalui surat Beskrim Polda Jabar No :
B/49/1/2011/Dit Reskrim tanggal 7 Januari 2011 kigpKajati Jabar.
f. Tanggal 14 Pebruari 2011 Korwas PPNS menerima pdtaitngan dari JPU
melalui surat Aspidum Kejati Jabar No : B-215/0/2dp.1/2/ 2011 perihal
pemberitahuan hasil penyidikan Tsk Lim Kian Yin abdengkap.
g. Berdasarkan surat Dirjen Pajak Jakarta Nomor :3F3P@5/2011 tanggal 18
Maret 2011 bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 PPNfenDpajak telah
menyerahkan Tsk Lim Kian Yin dan barang bukti kep&drwas PPNS Polda Jabar
di Kantor Kejati Jabar, Lalu Korwas PPNS Polda dabanyerahkan Tsk Lim Kian
Yin dan barang bukti kepada JPU Kejati Jabar dit&lakejari Bandung karena TKP
nya termasuk wilayah hukum Kejari Bandung. Penyanatersangka dan barang
bukti dari PPNS kepada Korwas PPNS, dan dari KorlR@BIS kepada JPU telah
dibuatkan Beritas Acara Serah Terima tersangkédeang bukti.
h. Sebelum diserahkan kepada JPU, terlebih dahuldifsiKian Yin dipanggil
Korwas PPNS Polda Jabar melalui surat panggilarReskrim Polda Jabar Nopol:
SPgl/78/111/2011/Dit Reskrim tanggal 21 Maret 20agar hadir pada tanggal 24
Maret 2011 untuk dihadapkan kepada JPU.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada tariggdlaret 2011 terhadap
proses penyerahan Tsk Lim Kian Yin dan barang taddiah sebagai berikut :
a. Kasubsi Bansidik Sikorwas PPNS Polda Jabar, Ipdesviadanggal 24 Maret
2011 pukul 7.00 wib sudah berada di ruang kantésiS€orwas PPNS Polda Jabar
menunggu kehadiran Tsk Lim Kian Yin yang dipanggituk hadir tanggal 24 maret
2011 pukul 08.00 wib.
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b. Pukul 08.30 wib Deni Rohmana, SH selaku Kuasa hutarsangka hadir ke
ruangan Ipda Warsim, dan menyerahkan surat kuasaper&enalkan diri sebagai
kuasa hukum tersangka yang ikut mendampingi teksasgat akan dihadapkan ke
JPU, dan memberitahu bahwa tersangka masih digesja

C. Pukul 09.00 wib Tsk Lim Kian Yin datang ke ruandada Warsim, lalu Ipda
Warsim menelpun PPNS Ditjen Pajak supaya segeaaglde kantor Korwas PPNS
Polda Jabar karena tersangka dan penasehat huksomgia datang ke Polda Jabar.
d. Pukul 10.00 wib JPU Kejati Jabar, Teuku Rahman, r8ehelpun Ipda
Warsim, supaya tersangka segera dihadapkan ked#PUpda Warsim mengatakan
sedang menunggu PPNS yang masih dalam perjalananakéarang bukti juga
masih ada di PPNS Ditjen Pajak.

e. Pukul 11.30 wib Ipda Warsim menelpun PPNS Ditjejalgadan dijawabnya
bahwa PPNS sudah tiba di Bandung dan menuju Kabigen Pajak Jabar |
Bandung. Akhirnya untuk efektifitas waktu, Ipda \Mlar meminta PPNS agar
langsung ke kantor Kejati Jabar dan ketemu di Kadépati Jabar.

f. Pukul 12.00 wib Ipda Warsim dan peneliti tiba dnta Kejati Jabar, lalu
Ipda warsim bertemu PPNS Ditjen pajak, dan berssemaa menghadap JPU Teuku
Rahman, SH, memberitahukan kesiapan menyerahkahiifsKian Yin dan barang
bukti kepada JPU.

g. Sebelum tersangka diterima JPU, terlebih dahulakdikan pengecekan
barang bukti oleh JPU bersama-sama Korwas PPNSi Baldar dan PPNS Ditjen
Pajak satu persatu karena barang buktinya berupatn yang begitu banyak, dan
dicek satu persatu secara seksama.

h. Setelah barang bukti dicek dan telah cocok dengétardbarang bukti dalam
berkas, lalu PPNS Ditjen pajak menyerahkan tersardgn barang bukti kepada
Korwas PPNS Polda Jabar, dan dibuatkan BA Seraim@etersangka dan barang
bukti, yang ditanda-tangani PPNS Ditjen pajak damrwé&s PPNS Polda Jabar.
Namun saat Korwas PPNS akan menyerahkan konsepeB#h Serima tersangka
dan barang bukti kepada JPU Kejati Jabar, JPU bbknsedia dengan alasan harus
memeriksa identitas Tsk Lim Kian Yin terlebih dalhdian penyerahan tersangka dan

Universitas Indonesia

Analisis pelaksanaan..., Abdul Mun'im, Pascasarjana Ul, 2011.



82

barang bukti di kantor Kejari Bandung. Kemudian JPREmanggil pengacara dan
memeriksa identitas tersangka.
I. Kemudian JPU Kejati Jabar, bersama-sama Korwas FRNE Jabar dan
PPNS Ditjen pajak berangkat menuju kantor Kejarndimg. Katanya JPU yang
akan menyidangkan nanti adalah JPU dari Kejari Baghersama JPU dari Kejati
Jabar, karena TKP nya masuk wilayah Kejari Bandung.
J- Setelah tersangka dan barang bukti tiba di KangatKBandung, JPU Kejati
Jabar, Teuku Rahman, SH baru bersedia menandastdeyita Acara Serah Terima
Tersangka dan Barang Bukti disampaikan oleh KoRRINS Polda Jabar.

Selain proses penyerahan Tsk Lim kian Yin berikarabg bukti dari PPNS
Dit Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Jakarepada Seksi Korwas PPNS Polda
Jabar, dan diteruskan kepada JPU Kejati Jabar aareggMaret 2011 bahwa pada
tanggal 24 Maret 2011 di pagi hari sekitar jam @0adb di Kantor Korwas PPNS
Dit Reskrim Polda Jabar, juga terjadi penyeraharkds perkara tahap pertama
kasus perpajakan atas nama Tsk Andi Suyadi dan iydinddari PPNS Kanwil
Ditjen Pajak Jabar | Bandung sesuai surat Kakabdit Jabar | No : S-523/WPJ.09/
BD.04/2001 tertanggal 23 maret 2011 kepada Seksiv&® PPNS Dit Reskrimsus
Polda Jabar untuk diteruskan kepada Kajati Jab@mux sebelum diteruskan kepada
JPU Kejati Jabar, terlebih dahulu diteliti dan dikga kelengkapan persyaratan
formil dan persyaratan materiil nya oleh Penyidék§ Korwas PPNS.
5.2.11 Penghentian Penyidikan

Sesuai UURI Nomor 28 tahun 2007 tentang perubabtgekatas UU Nomor
6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata espajpkan, pasal 44 B ayat (1)
bahwa “untuk kepentingan penerimaan negara, atasiqiaan Menteri Keuangan,
Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindd&na perpajakan paling lama
dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal seraniptaan”, sedangkan ayat (2)
bahwa “Penghentian penyidikan tindak pidana pekaajehanya dilakukan setelah
Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak/ kurdibgyar/yang tidak seharusnya
dikembalikan dan ditambah dengan administrasi lzemgnda sebesar empat kali

jumlah pajak yang tidak/ kurang dibayar, atau yadgk seharusnya dikembalikan.
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Jadi apabila wajib pajak yang melakukan tindak medperpajakan bersedia melunasi
kewajiban pajaknya ditambah denda, maka penyidikaa dihentikan walaupun
tindak pidana perpajakan cukup bukti. Namun sarspat ini PPNS Kanwil Ditjen
Pajak Jabar | belum pernah menghentikan penyidikans pajak yang disidik.
5.2.12 Administrasi Penyidikan

Administrasi Penyidikan (mindik) yang dibuat PPN&ak mengacu pada
buku petunjuk mindik dari Polri yang diterima saatngikuti diklat calon PPNS di
Pusdik Reskrim Megamendung, namun mindik disesndikaakan yang dilakukan.

Saat ini register laporan kejadian ada di SeksidirBidang P4 (Jabatan
struktural), sedangkan register mindik lainnyaapg&an oleh Tim PPNS pajak yaitu
register Sprin penyidikan, SPDP, Surat PanggilaprinSpenggeledahan, Sprin
penyitaan, dan Daftar barang bukti. PPNS pajaldamembuat mindik dan register
tertentu saja sesuai tindakan yang diambil. Darlgehanya diperkenankan melihat
register mindiknya saja. Sedangkan untuk mindikaiparsilakan melihat di Korwas
PPNS Polda Jabar karena kasusnya sedang dalarms peysadikan dan ada persepsi
PPNS Pajak bahwa itu termasuk rahasia jabatan daldang-undang perpajakan.

Tanggal 24 Maret 2011 peneliti melakukan wawancdeagan Kasubsi
Bansidik Korwas PPNS Polda Jabar, Ipda Warsim nd@lakukan studi dokumentasi
terhadap mindik PPNS Ditjen pajak, dan sebagai samengecek Berkas Perkara
kasus perpajakan Nomor : Lap-03-Dik/WPJ.09/BD.0212@anggal 22 Maret 2010
atas nama Tsk Andi Suyadi, terdapat mindik yangupean isi berkas perkara
sebagai berikut :

1 Foto Tsk Andi Suyadi.

2 Sampul berkas perkara tanggal 22 Maret 2011.

3 Daftar isi Berkas Perkara

4. Laporan Kejadian tanggal 12 Agustus 2010.

5. Surat Perintah Penyidikan tanggal 23 September.2010

6 SPDP dari PPNS Pajak kepada Kajati Jabar melajpolda Jabar
7 Berita Acara Pendapat (Resume).

8 Daftar Saksi (7 orang saksi) dan BAP Para saksidiig saksi)

9. Daftar Ahli (2 orang ahli) dan BAP para Ahli (2 agaahli).

10.  Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi dan ahhK3islan 2 ahli)
11. Daftar Tersangka

12.  BAP Tersangka Andi Suyadi.
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13. Surat Perintah Penyitaan, BA Penyitaan, PermintBansetujuan
Penyitaan, dan Persetujuan Ketua PN Bandung te Ramgtaan.

14.  Surat Permohonan Penunjukan Ahli.

15.  Surat Tugas Ahli dari Kakanwil DJP Jabar | Bandung.

16.  Daftar Surat Panggilan, Surat Panggilan 12 orakg sian ahli

17.  Daftar Barang Bukti.

18. Permohonan Pencegahan ke Luar Negeri.

19. Keputusan Pencegahan ke Luar Negeri.

5.2.13 Pelimpahan Penyidikan

Selama ini PPNS pajak tidak pernah melimpahkanskgsng ditangani ke
penyidik Polri karena pada umumnya yang ditemuk&N$® Ditjen pajak hanya
kasus perpajakan saja tanpa adanya gabungan déndak pidana umum atau
tindak pidana di luar kasus perpajakan.

Hasil wawancara dengan Kasubsi Bansidik SikorwdsS?Polda Jabar, Ipda
Warsim tanggal 24 Maret 2011, dan studi dokumer8&&)P yang diterima Korwas
PPNS dari PPNS Ditjen pajak bahwa kasus pepajadag giproses sidik oleh PPNS
Ditjen pajak di daerah hukum Polda Jabar tahun 2d@i1Bawah koordinasi dan
pengawasan Sikorwas PPNS Polda Jabar ada 5 kagusssbagai berikut :

a. SPDP kepada Kajati Jabar melalui Korwas PPNS NolL:SPDP/PJ.05/2010
tanggal 5 Juli 2010 A.n Tsk Lim Kian Yin. Tersangkan barang bukti telah
dilimpahkan ke JPU melalui korwas PPNS tanggal 24et12011.

b. SPDP kepada Kajati Jabar melalui Korwas PPNS NDik®1/WPJ.22/2010
tanggal 4-8-2010 A.n Tsk Andi Wijaya (Dirut PT Sagius Anggada H.).

C. SPDP kepada Kajati Jabar melalui Korwas PPNS NDikS32/WPJ.22/2010
tanggal 18-10-2010 A.n Tsk Nico Wijaya (PengelolaSagitarius AH)

d. SPDP kepada Kajati Jabar melalui Korwas PPNS Rlaldar Nomor : SPDP-
01/WPJ.09/BD.04/2010 tanggal 23-9-2010 A.n Tsk A8dyadi (Komisaris Utama
PT Gadingmas W.) dan Tsk Windiyarti (Direktur PTd@@mas W.)

e. SPDP kepada Kajati Jabar melalui Korwas PPNS Rladar Nomor : SPDP-
02/WPJ.09/BD.04/2010 tanggal 23 September 2010raknAndi Suyadi.
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53  Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh PPNS Balai Monitor Spektrum
Frekuens Radio

Proses Penyidikan yang dilakukan PPNS Balai Mor#joektrum Frekuensi
Radio Kelas Il Bandung Ditjen Pos dan Telekomunikésmenterian Komunikasi
dan Informatika Rl sesuai penjelasan dari PPNS BaJrHasanudin sebagai berikut :
a. Dasar hukum PPNS Balmon melakukan penyidikan yadgtsal 44 ayat (1)
UU RI No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi bal8glain Penyidik Polri, juga
Pejabat PNS tertentu di lingkungan Departemen yanghup tugas dan tanggung
jawabnya bidang telekomunikasi, diberi wewenangskisusebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan kasus telekomu-nikasi. Kewgaariersebut dilakukan sesuai
ketentuan KUHAP.
b. Wilayah kerja PPNS Balmon Klas II Bandung, melipséluruh Provinsi
Jawa Barat, termasuk kabupaten dan Kota Bekat, Iseta Depok.

Adapun tahapan proses penyidikan yang dilakuka¥SPBalmon selama ini
yaitu membuat laporan kejadian setelah ada tindd&np, lalu tindakan pertama di
TKP, pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemarmrggipenangkapan, penahanan,
penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penyelebaikas perkara, penyerahan
perkara, administrasi penyidikan dan pelimpaharyidé@n sebagai berikut :
5.3.1 AdanyaTindak Pidana

Langkah pertama yaitu melakukan operasi penerigaggunaan frekuensi
yang dilengkapi surat perintah, dengan didampingiv&s PPNS Polda Jabar dan
Polres setempat. Jika ditemukan tindak pidana detekiksi, maka PPNS membuat
laporan kejadian.
5.3.2 Tindakan Pertama di Tempat Kegadian Perkara

Saat petugas operasi memasuki rumah, toko, katsmpun gudang yang
diduga menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP), mBR&NS Balmon didamping
penyidik Polri menggeledah, dan jika ditemukan buktlanya tindak pidana
telekomunikasi, maka barang bukti disita PPNS Balngdan dibawa ke kantor
Balmon Bandung. Setelah digeledah dan disita babakg di TKP, lalu dibuat BA
Penggeledahan, BA Penyitaan, dan BA Pemeriksa@®ioleh PPNS Balmon.
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5.3.3 Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Setelah cukup bukti, lalu PPNS Balmon mengirim BR@pada JPU melalui
penyidik Polri, dilampiri laporan kejadian, suragriptah penyidikan, berita acara
penyitaan, dan berita acara pemeriksaan tersahgitaun faktanya SPDP langsung
dikirim oleh PPNS ke JPU Kejari Karawang meskipurasditujukan kepada Kajari
Karawang melalui Kapolres Karawang, seperti saatymdé 3 (tiga) kasus teleko-
munikasi yang ditemukan PPNS Balmon tanggal 4 daneb2009 di Karawang.
Semua SPDP tanggal 8 Mei 2009 telah dikirim langstenJPU Kejari Karawang,

Selain itu, PPNS Balmon tahun 2010 juga menyidi kiasus telekomunikasi
yang TKP nya di Kota Bandung, yaitu PT DhecybemFladonesia, mulai disidik
tanggal 23 Maret 2010 sesuai laporan kejadian &ngg8 Maret 2010, dan PT
Quasar Jaringan Mandiri, mulai disidik tanggal 8122010 sesuai laporan kejadian
tanggal 3 Juni 2010, tetapi sampai bulan Maret 20dlim dikirim SPDP ke JPU
melalui penyidik Polri. Rencana akan dikirim ke &ajabar melalui Korwas PPNS
Polda Jabar sesuai arahan saat gelar tanggal 4rivep2010.
5.34 Pemanggilan Saks dan Tersangka

Pemanggilan saksi, tersangka yang dilakukan PPBEIS&dh melalui surat
panggilan. Jika Surat panggilan tidak dihadiri taapasan sah, maka PPNS Balmon
mengirim surat panggilan kedua. Jika surat pangdidedua, tetap tidak dihadiri,
maka PPNS Balmon meminta bantuan kepada Korwas FRNE& Jabar untuk
menghadapkan saksi/ tersangka kepada PPNS unterkkdgn dan surat permohonan
dilampiri laporan kejadian, surat panggilan pertataa kedua, tetapi sampai saat ini
belum pernah minta bantuan, karena umumnya yarmongdgl telah datang.
5.35 Penangkapan

Sesuai undang-undang, PPNS Balmon tidak berwemamgngkap. Namun
bila diperlukan, meminta bantuan penangkapan keldadaas PPNS Polda Jabar.
5.3.6 Penahanan

Sesuai undang-undang, PPNS Balmon tidak berwemaamahan tersangka.
Namun bila diperlukan, meminta bantuan kepada KefRRNS Polda Jabar melalui

surat, tetapi ini tidak pernah dilakukan.
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5.3.7 Penggeledahan

Setiap PPNS Balmon mendatangi TKP, dilengkapi rSgrenggeledahan,
karena saat di TKP menggeledah rumah atau tenmpatige lainnya guna memeriksa
dan atau menyita barang bukti. Setelah menggeld®l@RNS membuat Berita Acara
Penggeledahan, ditanda-tangani Pemilik/ penguasangpaPPNS, dan saksi. Lalu
membuat surat permohonan persetujuan penggeled@pada Ketua PN setempat
tanpa tembusan kepada Polri, dilampiri berita agarea memperoleh penetapan.
5.3.8 Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan barang bukti terkait kasus telekomuni#idakukan PPNS Balmon,
dilengkapi Sprin Penyitaan. Dan penyitaan tanpaumggu ijin penyitaan dari Ketua
PN setempat mengingat situasi yang sangat perluntemdesak. Setelah disita,
dibuat BA Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaaartgmenyerahan barang bukti
dari pemilik barang kepada PPNS, ditanda-tangamiilpe saksi dan PPNS. Lalu
PPNS Balmon mengajukan surat permohonan persetgeayitaan ke Ketua PN
setempat, dilampiri laporan kejadian, BA Penyitam Surat Tanda Penerimaan.
Surat ditanda-tangani Kepala Balmon, tanpa ditekdu&orwas PPNS Polda Jabar.
539 Pemeriksaan

Pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka yang ditaki?PPNS Balmon dalam
kasus telekomunikasi untuk mendapat keterangan, safd dan tersangka guna
memenuhi unsur-unsurnya, sehingga status seseoramgun barang bukti menjadi
jelas. Pemeriksaan oleh PPNS Balmon prinsipnya s#engan pemeriksaan yang
dilakukan PPNS BBPOM dan Ditjen pajak yang telgblaskan pada poin di atas.
5.3.10 Penyelesaian Berkas Perkara

Penyelesaian berkas merupakan kegiatan akhirpdases penyidikan yang
meliputi pembuatan resume, penyusunan isi berkakame pemberkasan, dan
penghentian penyidikan. Penyelesaian berkas peykarg dilakukan PPNS Balmon
yaitu membuat resume, menyusun isi berkas perkaediputi Sampul Berkas
Perkara, Daftar isi Berkas Perkara, dan Isi BeR@&kara yang terdiri atas Resume,
laporan kejadian, SPDP, Berita Acara, Surat Swpérsi Surat Panggilan dan Surat
Perintah, Daftar Saksi, Daftar Tersangka, dan D&8&sang Bukti.
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5.3.11 Penyerahan Perkara

PPNS Balmon saat ini menyerahkan 3 (tiga) berkakapa langsung kepada
JPU, walaupun surat ditujukan kepada Kajari Karagvaelalui Kapolres Karawang.
Hal ini mereka lakukan dengan alasan bahwa padm 2009 setelah selesai operasi
didampingi Korwas PPNS Polda Jabar dan Polres Kargwditemukan ada tindak
pidana, lalu disidik PPNS Balmon. Kemudian PPNShied, Hasanudin menelpun
Kasi Korwas PPNS Polda Jabar, Kompol Sumino damjpgtnya supaya SPDP nya
langsung dikirim ke kejaksaan melalui Polres KamagvaAkhirnya SPDP dikirim ke
Kajari Karawang melalui Kapolres Karawang, namurDBHangsung dikirim ke
Kejari Karawang karena saat datang ke Polres Kargwenggota Polres Karawang
mengarahkan supaya SPSP nya langsung dikirim ke ARturnya PPNS Balmon
diantar oleh anggota Polres Kerawang menyerahk&P3® JPU Kejari Karawang
tanpa memakai surat pengantar Polres KarawanguBenly SPDP sudah langsung
dikirim ke Kejari Karawang, maka berkas juga lamgsudikirim ke JPU Kejari
Karawang walaupun surat ditujukan Kajari Karawarejatui Kapolres Karawang.

3 (tiga) kasus tersebut pernah digelar di kantomBa Bandung dengan
mengundang Kejati Jabar dan Korwas PPNS Polda fahggal 4 Nopember 2010,
dan mendapat masukan dari pihak Kejati Jabar, Soh&H yaitu sebenarnya berkas
harus dikirim ke Kejati Jabar melalui Polda Jabatuk mempermudah koordinasi,
Dan masukan Korwas PPNS, Ipda Warsim, yaitu sepaiRPNS Balmon mengirim
SPDP dan berkas perkara melalui Korvas PPNS Palolar karena PPNS Balmon
ini wilayah kerjanya se tingkat Provinsi.

Berdasarkan studi dokumentasi terhadap berkas naeftéamor : SBP/01/
VIII/2010/PPNS/Balmon.32 atas nama Tsk Ade Sapyutiikantor PPNS Balmon
Bandung diperoleh data sebagai berikut :

a. Tanggal 29 Desember 2009 PPNS Balmon sesuai Sepl& Balmon No :
PT.0701/.../Balmon.32/12/2009 tertanggal 28 Deserdb@9 yang ditujukan kepada
Kajari Karawang melalui Kapolres Karawang, telahngiem berkas perkara atas
nama Tsk Ade Sapyudin langsung ke JPU Kejari Kangwdan telah diterima JPU
sesuai Surat Tanda Terima tanggal 29 Desember 2009.

Universitas Indonesia

Analisis pelaksanaan..., Abdul Mun'im, Pascasarjana Ul, 2011.



89

b. Tanggal 13 Januari 2010 JPU telah mengembalikdtabgrerkara atas nama
Tsk Ade Sapyudin kepada PPNS Balmon melalui sugarkK Karawang No : B-
197a/0.2.18/ Epp.1/01/2010 tanggal 13 Januari 2@h@ ditujukan kepada Kepala
Balai Monitor Bandung untuk dilengkapi sesuai pgikidPU.
C. Tanggal 8 Maret 2011 PPNS Balmon telah mengirimbdadnberkas perkara
atas nama Tsk Ade Sapyudin ke JPU Kejari Karawenagglui surat Kepala Balmon
Nomor: PT.0701/../Balmon.32/03/2011 tertanggal 7ré¥la2011 yang ditujukan
kepada Kajari Karawang melalui Kapolres Karawangn derkas telah diterima
langsung oleh JPU Kejari Karawang sesuai Surat &aretima tanggal 8 Maret
2011. Dan sampai akhir maret 2011 masih menungga Bari JPU. Pengiriman
berkas perkara tanpa melalui penyidik Polri.
5.3.12 Penghentian Penyidikan

PPNS Balmon sampai saat ini belum pernah mengl@ntpenyidikan
dengan alasan tidak cukup bukti, peristiwa bukadatk pidana, atau karena demi
hukum. Kalau akan menghentikan, berkoordinasi der{prwas PPNS Polda Jabar,
dan akan dilakukan gelar perkara terlebin dahujpabla hasil gelar bahwa syarat
penghentian penyidikan terpenuhi, maka PPNS Balakam menerbitkan SP-3 dan
Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, yang dittenigani Kepala Balai bila
Kepala Balai sebagai PPNS, atau ditanda-tanganiSPé@®hgan diketahui Kepala
Balai bila Kepala Balai bukan PPNS.
5.3.13 Administras Penyidikan

Tanggal 9 Maret 2011 peneliti melakukan studi do&otasi terhadap berkas
perkara kasus telekomunikasi atas nama Tsk Adeusiapyang disidik oleh PPNS
Balmon dan terdapat administrasi penyidikan dalarkds perkara sebagai berikut :

1. Sampul Berkas Perkara No : SBP/01/VI111/2010/PPN &/ida.32

2. Daftar Is Berkas Perkara

3. Laporan Kejadian tanggal 4 Mei 2009.

4. Surat Perintah Tugas Penyidikan tertanggal 1 M@b20

5. Berita Acara Pemeriksaan di TKP dan sketsa di TKP.

6. SPDP tertanggal 8 Mei 2009 ditujukan kepada Kal&arawang
melalui Kapolres Karawang.

7. Surat Panggilan saksi dan tersangka
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Sprin Penggeledahan, BA Penggeledahan, Surat Penaohijin
penggeledahan, dan Penetapan ijin penggeledahiadktedaa PN.
Sprin Penyitaan, BA Penyitaan, Surat Tanda Penanmsurat per-
mohonan ijin penyitaaan, dan penetapan ijin peagitéari PN.

Berita Acara Penyumpahan Saksi ahli.

Berita Acara Pemeriksaan Para saksi, ahli, daarigks.

Daftar Saksi, daftar tersangka, daftar barang pfdt barang bukti

Selanjutnya PPNS Balmon, Hasanudin menjelaskandgepaneliti bahwa

PPNS Balmon tahun 2010 menyidik 5 kasus dengararirsebagai berikut :

1.

Laporan Kejadian Nomor : 01/LK/PPNS/Balmon/11/05020tanggal 4
Mei 2009 A.n Tsk Ade Sapyudin, berkas perkara oiikkembali oleh
PPNS langsung ke JPU Kejari Karawag tanggal 8 VeO#1.
Laporan Kejadian Nomor : 04/LK/PPNS/Balmon/11/05020tanggal 5
Mei 2009 A.n Tsk Mitra M.Kes, berkas perkara dikirkembali oleh
PPNS langsung ke JPU Kejari Karawag tanggal 8 Me#1.
Laporan Kejadian Nomor : 06/LK/PPNS/Balmon/11/05020tanggal 5
Mei 2009 A.n Tsk Yayan Trian Permana, berkas dikikembali oleh
PPNS langsung ke JPU Kejari Karawag tanggal 8 VeO21.
Laporan Kejadian Nomor : 01/LK/PPNS/Balmon.32/03/2@anggal
23 Maret 2010 A.n Tsk Bambang Eko P. dan SPDP bédlikinm ke
JPU melalui Korwas PPNS Polda Jabar.

Laporan Kejadian Nomor : 02/LK/PPNS/Balmon.32/08/20@anggal
3 Juni 2010 A.n PT Quasar J. M. dan SPDP belunnirdilke JPU

melalui korwas PPNS Polda Jabar.

5.3.14 Pelimpahan Penyidikan
Bahwa PPNS Balmon tidak pernah melimpahkan kasog giganganinya ke

penyidik Polri dengan alasan ada gabungan tindddngi telekomunikasi dan tindak

pidana umum, atau alasan keamanan, atau alasamyEKéluar wilayah kerja PPNS

Balmon, karena pada umumnya yang ditemukan PPN$dalhanya kasus

telekomunikasi saja dan di wilayah kerja PPNS Balidelas 1l Bandung.
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54  Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan

Peraturan Kapolri Nomor : 20 tahun 2010 tanggalA8listus 2010 tentang
Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan PRYS dapat dijadikan
sebagai pedoman bagi penyidik Polri dalam melaksan&oordinasi, pengawasan,
dan pembinaan penyidikan terhadap PPNS dalam raekgl tugas penyidikan.

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam ppesssdikan tindak
pidana oleh penyidik Polri terhadap PPNS ini meli@) pelaksanaan koordinasi
dalam bentuk kegiatan: (1) Menerima surat pembgeraa dimulainya penyidikan
dari PPNS; (2) Memberikan bantuan teknis, taktgaya paksa, dan konsultasi
penyidikan kepada PPNS; (3) Menerima berkas perdfaraPPNS dan meneruskan
kepada JPU; (4) penghentian penyidikan oleh PPBStukar menukar informasi;
(6) rapat secara berkala; dan (7) penyidikan beasasertab) pelaksanaan
pengawasan melalui kegiatan : (1) Menghadiri dambezi petunjuk dalam gelar
perkara yang dilaksanakan PPNS; (2) Meminta danehtehaporan kemajuan
penyidikan PPNS; (3) Meneliti berkas perkara hpsityidikan bersama PPNS dan
meneruskan kepada JPU; (4) Melaksanakan supeesisaima ke jajaran PPNS atas
dasar permintaan pimpinan instansi PPNS; (5) M&akyendataan jumlah, instansi
dan wilayah penugasan PPNS, penanganan perkara, BBMttESbantuan penyidikan;
dan (6) Anev pelaksanaan tugas penyidikan yangudien PPNS.

Adapun hasil temuan tentang pelaksanaan koorddesipengawasan Seksi
Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar terhadagepnpenyidikan tindak pidana
yang dilakukan oleh PPNS yaitu sebagai berikut :

54.1 Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari PPNS

Selama ini Seksi Korwas PPNS Polda Jabar tidaklusehenerima Surat
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari RBrena tidak semua PPNS
segera mengirim SPDP kepada Seksi Korwas PPNS Bals untuk diteruskan
kepada JPU. Ada proses penyidikan yang telah dilakiPPNS BBPOM Bandung
dan PPNS Balmon Bandung lebih dari setahun, t&&RP nya belum dikirim ke
JPU melalui Korwas PPNS Polda Jabar, Bahkan PPN®dBaBandung pernah
mengirim SPDP langsung kepada JPU Kejari Karawaegkipun suratnya ditujukan
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kepada Kajari Karawang melalui Kapolres Karawana). iHi sesuai keterangan Ipda
Warsim kepada peneliti pada tanggal 2 Maret 20baga berikut :

Bahwa tidak semua PPNS segera mengirim SPDP kedgemolri, bahkan

ada yang langsung mengirim ke JPU dan Seksi KoRRNS Polda Jabar
hanya menerima tembusan saja. Misalnya kasus telek&asi yang disidik

PPNS Balmon Bandung, SPDP nya langsung dikirim kgt Karawang.

Memang ada juga PPNS yang segera mengirim SPDPkealk PPNS Polda
Jabar, misalnya PPNS Kanwil Ditjen Pajak Jabar mdBag. Hal ini bisa

dilihat di arsip SPDP yang diterima Korwas PPNSJRalabar dari PPNS.

Berdasarkan studi dokumentasi terhadap arsip S diterima Seksi
Korwas PPNS Polda Jabar, misalnya SPDP dari PPN®iKBitjen Pajak Jabar |
No : SPDP-01/WPJ.09/BD.04/2010 tanggal 23 Septer2®&0® atas nama Tsk Andi
Suyadi yang mendasari Laporan Kejadian tanggal fRstus 2010 dan Sprin
Penyidikan tanggal 23 September 2010, dan sesnggah pengiriman SPDP dan
tanggal sprin penyidikan, maka PPNS Kanwil DitjeagalR Jabar | Bandung telah
segera mengirim SPDP ke Korwas PPNS untuk diterus&aPU Kejati Jabar.

Sedangkan SPDP dari PPNS Balmon tanggal 8 Mei 2@39nama Tsk Ade
Sapyudin ditujukan Kajari Karawang melalui Kapolksrawang yang ditembuskan
kepada Kasi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda JabanuyaPPNS Balmon langsung
mengirim SPDP ke Kejari Karawang. Hal ini sesudekangan dari PPNS Balmon
Bandung, Hasanudin kepada peneliti sebagai berikut

Bahwa SPDP Tsk Ade Sapyudin langsung saya kirirdFé walaupun surat
ditujukan Kajari Karawang melalui Kapolres Karawadgn Korwas PPNS
Polda Jabar hanya diberi tembusan. Hal itu sayak&k karena setelah
selesai operasi di Karawang didampingi anggota léerRPNS Polda Jabar
dan Polres Karawang, saya langsung menyidik Tsk yaley kedapatan
melakukan tindak pidana telekomunikasi. Lalu sayammta petunjuk Kasi
Korwas PPNS Polda Jabar, Kompol Sumino melalui delp saya bertanya
kemana harus mengirim SPDP, dan jawaban beliausuagyg ke Polres
Karawang. Makanya saya buat SPDP ke Kajari Karawaelglui Kapolres
Karawang. Dan saat saya ke Polres Karawang, kggotanya langsung saja
ke Kejari Karawang. Saat itu saya diantar anggotee® Karawang langsung
ke Kejari Karawang tanpa dibuat surat pengantar Balres Karawang,
hanya dicatat anggota Polres. Dan JPU Kejari KangWangsung menerima
meskipun tidak ada surat pengantar dari Polresvikarg. (Hasil wawancara
tanggal 9 Maret 2011 di Kantor Balmon Bandung).
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Kemudian peneliti melakukan studi dokumentasi téaipa berkas BAP
Tipiring No :SBP/12/IX/2010/BBPOM-PPNS atas nam& Herman yang disangka
melakukan pendistribusian obat keras, melanggaal 488 ayat (1) Jo pasal 198 UU
RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalatkebkderdapat laporan kejadian
tanggal 23 Juli 2010 dan adanya tindakan upayaapakssalnya pemanggilan
tanggal 23 Juli 2010 terhadap saksi dan tersangiaggeledahan dan penyitaan
tanggal 23 Juli 2010, pemeriksaan tersangka tar@gsgustus 2010, tetapi PPNS
BBPOM baru mengirim berkas perkara ke Korwas PPaifgdal 8 Oktober 2010
melalui surat No :PBP/12/X/2010/BBPOM-PPNS tanpaniperitahuan terlebih
dahulu secara tertulis kepada Korwas PPNS tentaggkian upaya paksa yang
dilakukan. Selain itu, sesuai Laporan Kemajuan &iagi Penyidikan periode tahun
2010, ada Laporan Kejadian yang dibuat PPNS BBP®@Manhg tindak pidana
kesehatan dan telah dilakukan upaya paksa (pemgiep, penyitaan, pemanggilan
dan pemeriksaan), tetapi PPNS BBPOM tidak memiberki@n dimulainya
penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Korwas PHR¢®la Jabar. Hal ini
sesuai keterangan Kasi Penyidikan BBPOM, Rulia slh@bwancarai tanggal 21
Pebruari 2011 yang menerangkan bahwa tidak semperda Kejadian yang dibuat
PPNS BBPOM Bandung tahun 2010 sebagai dasar pkagididiberitahukan
dimulainya penyidikan kepada Kajati Jabar melaloiias PPNS Polda Jabar.

5.4.2 Pemberian Bantuan Penyidikan

Berdasarkan pasal 6 ayat (3) huruf b dari Peratiegoolri Nomor 20 tahun
2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaayidikan bagi PPNS dan
pasal 51 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 tah@iO2tentang Manajemen
Penyidikan oleh PPNS bahwa bantuan penyidikan lbehgmtuan taktis, bantuan
teknis, bantuan upaya paksa, dan bantuan konspéagidikan sebagai berikut :

a. Bantuan Taktis

Bantuan taktis adalah bantuan yang dapat dibenganyidik Polri kepada

PPNS dalam rangka penyidikan, yang meliputi bantpanyidik, peralatan yang

diperlukan, dan pengerahan kekuatan.
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Pada tanggal 7 Pebruari 2011 peneliti melakukanamaara terhadap Kasi
Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar di ruanghga tentang bantuan taktis
yang pernah diberikan kepada PPNS dengan hastaidberikut :

1. Bahwa Korwas PPNS pernah diminta bantuan persdeél BPNS

Kanwil Ditjen Pajak Jabar | untuk mendampingi pexlgdahan di Kantor PT

Gadingmas Wirajaya Bandung milik tersangka dan whah tersangka

Komplek Gading Regency Bandung. Permintaan tersebefalui surat

Kakanwil tanggal 27 Desember 2010 kepada Dir Regkus Polda Jabar,

dilampiri laporan kemajuan penyidikan. Lalu korvi®RiBNS memberi jawaban

melalui surat tanggal 5 Januari 2011 ditanda-tangarReskrim Polda Jabar,
intinya berisi kesediaan mendampingi penggeledalilamgan syarat
kelengkapan mindik penggeledahan disiapkan PPNSrDuajak. Lalu Kasi

Korwas PPNS dan tiga anggota mendampingi penggjededtanggal 5 dan 6

Januari 2011 dilengkapi Surat Perintah Dir Reskidoida Jabar. Sebelum

berangkat, mengecek mindik, yaitu Sprin penggel@dalsprin Penyitaan,

dan penetapan ijin penggeledahan dari PN serta eremiasukan singkat
kepada PPNS tentang pelaksanaan penggeledahasaiSeémggeledahan,

PPNS membuat BA penggeledahan dan BA penyitaan.

2. Selain itu, Korwas PPNS juga pernah memberikanuaanpersonel

penyidik kepada PPNS BBPOM Bandung dan PPNS Bakaahmelakukan

operasi penertiban di bidangnya masing-masing.

3. Korwas PPNS juga sering memberikan bantuan perskeehda

Satpol PP Prov Jabar dalam penegakkan Perda Jaisania-sama PPNS di

Dinas Pemprov Jabar. Sebelum pelaksanaan, diaapai koordinasi dihadiri

para PPNS untuk mengetahui persiapan, SasaranQmaa Langkah yang

akan diambil. Pada saat rapat, kita memberi masp&kaksanaan operasi dan
tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggar PeRdala tahap pelaksanaan,
kita juga ikut mendampingi agar berjalan lancarefBé selesai, dilakukan
evaluasi secara bersama-sama. Namun selama inggl@® Perda hanya

melalui non yustisial untuk meningkatkan PendapasinDaerah (PAD).
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Pada tanggal 1 Maret 2011, Peneliti pernah menmgterpkenjelasan dari
PPNS Kanwil Ditjen Pajak Jabar | Bandung, Sugihdmdbwa PPNS Ditjen pajak
pernah meminta bantuan Korwas PPNS Polda Jabark untendampingi
penggeledahan di kantor PT Gadingmas Wirajaya Ginaelg Bandung dan rumah
tersangka di Gading Regency Bandung. Permintaaalmslurat Kakanwil dan juga
dijawab Kapolda Jabar melalui surat tentang kesedianendampinginya.
Pelaksanaan berjalan lancar dan semua mindik tggkaggeledahan dan penyitaan
disiapkan PPNS Kanwil Ditjen Pajak Jabar | Bandurgju PPNS membuat berita
acara penggeledahan, berita acara penyitaan daintanda penerimaan barang bukti
yang disita sebagai kelengkapan berkas, dan bakaagdisimpan PPNS pajak.

b. Bantuan Teknis

Bantuan teknis adalah bantuan yang dapat dibemplenyidik Polri kepada
PPNS dalam rangka penyidikan, dan bantuan teknisdapat berupa bantuan
pemeriksaan laboratorium forensik (labfor), idek#si, dan psikologi.

Bantuan pemeriksaan labfor meliputi pemeriksaararmdfisika forensik,
kimia dan biologi forensik, dokumen dan uang paistensik, dan balistik dan
metalurgi forensik, yang diajukan Pimpinan instaR8INS kepada Kepala Labfor
melalui Kasi Korwas PPNS Polda Jabar dengan mehjg@amaksud dan tujuan
pemeriksaan, dilampiri laporan kejadian, laporarm#@an, dan berita acara
penyitaan, pembungkusan, dan penyegelan barang Byidbila pemeriksaan ini
memerlukan bahan pembanding, PPNS mengirim bahabaeling dilampiri berita
acara atau surat keterangan keaslian dari prodasen.

Bantuan pemeriksaan identifikasi meliputi pemedksgerbandingan sidik
jari laten dengan sidik jari pembanding, pembud@n TKP, barang bukti dan
tersangka, pembuatan lukisan sketsa raut wajalkpbkrdasarkan keterangan saksi,
dan pembuatan foto rekonstruksi. Jika PPNS menmenlblantuan, harus mengajukan
melalui surat permohonan kepada Seksi Identifikaslialui Seksi Korwas PPNS,
dilampiri laporan kejadian, laporan kemajuan, BARs¥ tersangka. Dan permintaan

ini bisa terlebih dahulu secara lisan, tetapi hargera mengirim surat permintaan.
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Bantuan pemeriksaan psikologi meliputi pemeriksaativasi pelaku berbuat
pidana dan profil psikologi saksi/ tersangka. Afali?PNS memerlukan bantuan
pemeriksaan psikologi, maka harus mengajukan &epdda pejabat psikologi Polri
melalui Korwas PPNS. Kalau di Polda Jabar diajukeypada Karo Pers Polda Jabar
Up Kabag Psi melalui Dir Reskrimsus Polda Jabakagi Korwas PPNS.

Namun demikian, bantuan-bantuan teknis diatas tpglrkah diminta oleh
setiap PPNS dalam proses penyidikan, sebagaimasilaweawvancara dengan Kasi
penyidikan BBPOM Bandung, Rulia tanggal 21 pebriziil yang mengatakan
bahwa PPNS BBPOM belum pernah minta bantuan té&leni®olri karena di BBPOM
sendiri tersedia ahli bidang pemeriksaan obat dakaman. Disamping itu juga tidak
pernah minta bantuan identifikasi foto tersangka sidik jari, karena dalam berkas
perkara tidak dimasukkan foto tersangka dan sidik. jDan hasil wawancara
terhadap PPNS pajak, Sugiarto dan PPNS Balmon,nddsa yang menjelaskan
kepada peneliti bahwa mereka tidak pernah mintatubanteknis pemeriksaan
laboratorium forensik (labfor), identifikasi, dasikolgi kepada penyidik Polri.

C. Bantuan Upaya Paksa

Bantuan upaya paksa adalah bantuan yang diberikayidik Polri kepada
PPNS berupa pemanggilan saksi/ terangka di luayail hukum kewenangan PPNS
dan di luar negeri, perintah membawa saksi/ teksangenangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan, sesuai pasal 8 gyR@e@uran Kapolri Nomor : 20
tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan RearbPenyidikan bagi PPNS.

Saat dilakukan penelitian di Korwas PPNS PoldarJamggal 2 Maret 2011,
hanya ada PPNS BBPOM yang pernah meminta bantugmaygaksa kepada Korwas
PPNS yaitu permohonan bantuan membawa Tsk Rizkndealan Jeremy sesuai
surat permohonan Kepala BBPOM Bandung No : HM.0944.01.11.0153 tanggal
12 Januari 2011 dan Surat No : HM.03.01.944.011BkGanggal 12 Januari 2011
dengan alasan Tsk Rizki dan Jeremy tidak menghB&S setelah dipanggil dua
kali berturut-turut tanpa alasan sah. Selain igajmengajukan permohonan bantuan
penahanan Tsk Jeremy dan Tsk Rizki sesuai surabNoHM.03.01.944.01.11.0154
dan surat Nomor : HM.03.01.944.01.11.0156 tanggaldhnuari 2011.

Universitas Indonesia

Analisis pelaksanaan..., Abdul Mun'im, Pascasarjana Ul, 2011.



97

Berdasarkan permintaan tersebut, Dir Reskrim P&ddb@ar menerbitkan Surat
Perintah Membawa Tersangka Nomor : SP.Bawa/26/BMLREeskrim tertanggal 26
Januari 2011 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/2@1ll/ Dit Reskrim tanggal 27
Januari 2011, yang isinya memerintahkan penyidikngs PPNS, Ipda Warsim dan
Aiptu Supriyatno untuk membawa tersangka Jeremy{ig) dari alamat tinggalnya
di Bandung untuk dihadapkan ke PPNS BBPOM, namusiliya nihil. Atas
pelaksanaan tugas tersebut belum dibuat hasil ggdaktugas dan surat keterangan
dari Ketua RT setempat yang mengatakan tersangkamyedan Rizka Ananda
(isterinya) tidak ada di tempat tinggalnya. (Hal sesuai penjelasan Ipda Warsim
tanggal 2 Maret 2011 bahwa belum dibuatkan haddksanaan tugas dan surat
keterangan dari Ketua RT setempat).

Selain itu, belum ada PPNS yang meminta banpgarangkapan kepada
Korwas PPNS dengan alasan kasus yang ditangaki miéanerlukan penangkapan.
Dan juga tidak pernah minta bantuan penggeledaaarpényitaan karena umumnya
PPNS mempunyai wewenang melakukan penggeledaharpaantaan, sehingga
mindiknya disiapkan PPNS sendiri. Yang ada hanyataribantuan personel untuk
mendampingi, misalnya PPNS pajak minta bantuanopetsuntuk mendampingi
penggeledahan, yang berarti hanya bantuan taktia(bbantuan upaya paksa).

Yang sering terjadi yaitu PPNS BBPOM minta bantdamnwvas PPNS Polda
Jabar melakukan pemanggilan tersangka untuk dikadage JPU apabila berkasnya
sudah lengkap, misalnya memanggil Tsk Bong Kwetdgang dipanggil dengan
surat panggilan No : S.Pgl/3308/VI111/2010/Dit Reskrtanggal 14 Agustus 2010
atau memanggil Tsk Herman untuk dihadapkan ke ABnd&asus tipiring, yang
dipanggil dengan surat panggilan No : S.Pgl/3724/2D10/Dit Reskrim tanggal 15
Oktober 2010. Permintaan bantuan ini hanya setzaa Hari PPNS dengan alasan
untuk mempercepat penghadapan ke JPU. Hal ini isksterangan dari Kasubsi
Bansidik Sikorwas PPNS Polda Jabar, Ipda Warsinad@peneliti pada tanggal 11
Pebruari 2011 sebagai berikut :

1. Bahwa PPNS BBPOM pernah minta bantuan upaya pak$akvas

PPNS yaitu minta bantuan membawa Tsk Jeremy dakaRiarena saat
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dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir, dgaga minta bantuan
penahanan Tsk Jeremy dan Ariska. Namun saat saa rakmbawa dari
tempat tinggal dengan dilengkapi Surat Perintah bMema, dua tersangka
suami isteri tersebut tidak ada ditempat. Samgairaag belum ketemu, dan
saya belum membuat laporan hasilnya karena beltemke
2. Selain itu juga sering memberikan bantuan upayagékpada PPNS
BBPOM untuk memanggil tersangka yang berkasnyalslglzgkap (P-21)
untuk dihadapkan ke JPU ataupun untuk dihadapkdPNcsetempat apabila
kasusnya diprores PPNS BBPOM melalui proses tgirfurat panggilan
diterbitkan dan ditanda-tangani Dir Reskrim Poldbat.
3. Selain permintaan bantuan pemanggilan, membawanigka dan
penahanan diatas, belum ada lagi PPNS yang mimtuda upaya paksa
penggeledahan dan penyitaan, sebab umumnya PPN sudmpunyai
kewenangan menyita dan menggeledah sendiri, Yargg hethya minta
bantuan personel untuk mendampingi penggeledahan gdakukan PPNS
Ditjen Pajak. Jadi bukan bantuan upaya paksa,itb@pguan taktis berupa
kekuatan personel karena mindiknya disiapkan PPY&npajak.
d. Bantuan Konsultasi Penyidikan
Bantuan konsultasi penyidikan yaitu bantuan yargerikan penyidik Polri
kepada PPNS dalam rangka penyidikan, yang melipknis dan taktis penyelidikan,
teknis dan taktis penindakan, teknis dan taktis ggéksaan, petunjuk mindik,
petunjuk aspek yuridis, teknis penyelesaian darygraman berkas perkara kepada
JPU, teknis penyerahan tersangka dan barang llaktiteknis pembuatan statistik
kriminal, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayaP@raturan Kapolri Nomor : 20
tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan RaerbPenyidikan bagi PPNS.
Bantuan konsultasi penyidikan yang diberikan pdikyPolri kepada PPNS
ini dalam wujud pemberian petunjuk, baik petunjaknis, petunjuk taktis maupun
petunjuk yuridis, agar pelaksanaan penyidikan ydigkukan PPNS tidak terjadi

kesalahan terkait syarat formil dan syarat mateéaiam berkas perkara.
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Bantuan konsultasi penyidikan ini diberikan olelmydik Polri kepada PPNS
sejak awal PPNS memberitahukan dimulainya penyidikepada PU melalui
penyidik Polri. Bantuan konsultasi penyidikan inog@a bisa dilakukan saat adanya
koordinasi antara penyidik Polri dan PPNS yang mgaai kasus. Bantuan
konsultasi di saat awal penyidikan jarang dilakukamwas PPNS karena umumnya
PPNS jarang mengundang korwas PPNS untuk gelas lsejak awal penyidikan,
ataupun kadangkala PPNS yang melakukan penyiditak segera mengirim SPDP
kepada PU melalui penyidik Polri, sehingga KorwB$B tidak bisa segera memberi
bantuan konsultasi penyidikan berupa petunjuk gkmetunjuk taktis, dan petunjuk
yuridis. Kadangkala Korwas PPNS hanya memberikauniuaa konsultasi penyidikan
secara lisan sewaktu PPNS menyerahkan berkas pekiegrada Korwas PPNS.
Setelah berkas perkara diterima Korwas PPNS d&dSPBiasanya penyidik Korwas
PPNS meneliti kelengkapan syarat formil dan syarateriil. Apabila dirasa masih
belum sempurna, Korwas PPNS langsung memberikamjp&tsecara lisan kepada
PPNS untuk dilengkapi guna mempercepat proses nopeagi berkas perkara ke PU.

Berkaitan bantuan konsultasi penyidikan, peneliglakukan wawancara
terhadap Kasubsi Bansidik Korwas PPNS Dit Reskraf¥olda Jabar, Ipda Warsim,
pada tanggal 11 Pebruari 2011 dengan hasil sebaghit :

Selama ini Korwas PPNS sudah sering memberi kasuyenyidikan kepada
PPNS, baik petunjuk teknis dan taktis lidik, tekden taktis tindak, teknis
dan taktis riksa, teknis dan taktis selrahkaranigknindik. Namun realitanya
masih ada juga PPNS yang tidak segera melaksanSkaerti saat Korwas
PPNS memberi petunjuk teknis kepada PPNS BKSDA kurdegera

menyelesaikan berkas dengan cara menghentikanduayitersangka yang
meninggal dan surat kematiannya juga sudah ada &kmin 2009, tetapi
sampai sekarang PPNS belum menerbitkan SP-3 dambekemberitahu ke
JPU melalui Korwas PPNS, keluarga tersangka atamasghat hukumnya.
Padahal kasus tersebut sudah P-21. Secara tekmisksea, tersangka yang
meninggal, harus segera di SP-3 dan diberitahulkadRU. Tapi nyatanya
belum dilakukan PPNS BKSDA. Selain itu, Korwas PPN@a sering

memberitahu petunjuk mindik kepada PPNS, khusudeyanstansi yang

mempunyai tugas penyidikan, seperti BBPOM dan BaldidBandung, tetapi
nyatanya tidak semua mindik di PPNS terregistearsedenar di buku
Register B-1 sampai dengan B-18.
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5.4.3 Penyerahan Perkara

Sesuai ketentuan pasal 110 ayat (1) KUHAP bahwgigi&nwajib segera
menyerahkan berkas perkara kepada PU, dan sessai p@7 ayat (3) KUHAP
bahwa PPNS harus segera menyerahkan hasil penyidikpada PU melalui
penyidik Polri. Sesuai pasal 8 ayat (3) KUHAP, pmaphan berkas perkara melalui 2
(dua) tahap, yaitu pada tahap pertama penyidiknamgnyerahkan berkas perkara,
dan pada tahap kedua penyidik menyerahkan tersatagké@arang bukti kepada PU
jika hasil penyidikan sudah dianggap lengkap (R-21)

Tanggal 11 Pebruari 2011 peneliti melakukan wawanterhadap Kasubsi
Bansidik Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabada IgVarsim dengan hasil
sebagai berikut :

a. Bahwa PPNS Balmon Bandung selama tahun 2010 tetiginm berkas
perkara langsung kepada JPU Kejari Karawang tangalum penyidik Polri, baik
Korwas PPNS Polda Jabar maupun Sat Reskrim Po&resaiéng.

b. Bahwa selama ini penyerahan berkas perkara yaaguithn PPNS Ditjen
pajak dan PPNS BBPOM Bandung kepada Kajati Jabdalumé&orwas PPNS Dit
Reskrimsus Polda Jabar. Termasuk juga terhadap kasig disidik PPNS BBPOM
Bandung dengan TKP Kota Bekasi dan Depok, makagvahgn berkas perkaranya
dikirim oleh PPNS BBPOM kepada Kajati Jabar melakorwas PPNS Dit
Reskrimsus Polda Jabar, meskipun Bekasi dan Depkénbdaerah hukum Polda
Jabar, karena ini untuk mempermudah koordinasi.

C. Setelah Korwas PPNS Polda Jabar menerima berkiegrpetari PPNS, maka
Penyidik Polri di Seksi Korwas PPNS meneliti berkassebut, baik syarat formil
maupun materiilnya. Apabila dianggap sudah cukupkarberkas perkara langsung
diteruskan kepada Kajati Jabar melalui surat peiagadir Reskrim Polda Jabar.
Namun apabila syarat formil maupun materiilnya dgap masih ada kekurangan,
maka Korwas PPNS menelpun PPNS untuk melengkamgagaai petunjuk lisan
Korwas PPNS. Apabila sudah dilengkapi, maka KorRB&S mengirim berkas ke

Kajati Jabar.
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Tanggal 21 Pabruari 2011 Peneliti melakukan wawandarhadap Kasi
penyidikan BBPOM Bandung, Rulia tentang penyerdierkas perkara dengan hasil
sebagai berikut :

a. Pengiriman berkas perkara dari PPNS BBPOM ke JPldIm&orwas PPNS

Polda Jabar, termasuk apabila ada kasus yang TKKotg/ Kab Bekasi dan Depok
yang masuk wilayah hukum Polda Metrojaya. KarengaiKeDepok dan Bekasi
termasuk wilayah Kejati Jabar, maka untuk memudahi@ordinasi, pengiriman
berkas perkara ke Kajati Jabar melalui Dir Resioida Jabar.

b. Apabila berkas dinyatakan belum lengkap (P-19), anakPU akan

mengembalikan ke PPNS BBPOM melalui Korwas PPNSI&dlabar. Dan jika
sudah lengkap (P-21), PPNS BBPOM langsung memiatdubn Korwas PPNS
Polda Jabar untuk memanggil tersangka guna disanalke JPU. Dan PPNS
BBPOM tinggal menyerahkan barang bukti ke Korwabl8P

C. Pengiriman berkas Pemeriksaan Cepat Tipiring d&N® BBPOM ke

Pengadilan Negeri setempat melalui Korwas PPNSaRtdbar.

Tanggal 17 Pebuari 2011 Peneliti melakukan wawandarhadap PPNS
Balmon, Hasanudin tentang penyerahan berkas pedkagan hasil sebagai berikut :
a. Bahwa PPNS Balmon pernah mengirim berkas Tsk Agw/w#hn langsung
kepada JPU Kejari Karawang sesuai surat tangg8lesg@mber 2009 yang ditujukan
Kajari Karawang melalui Kapolres Karawang, dengantiusan Korwas PPNS Polda
Jabar. Lalu berkas dinyatakan belum lengkap daenadalikan lagi kepada PPNS
tanggal 13 Januari 2011 melalui surat Kajari Karagyvéanggal 11 Januari 2010
kepada Kepala Balmon Bandung.

b. Setelah PPNS Balmon melengkapi sesuai petunjuk dfalda berkas perkara
dikirim kembali ke JPU melalui surat tanggal 7 Ma2@11 yang ditujukan Kajari
Karawang melalui Kapolres Karawang, namun berkagslang dikirim ke JPU
sesuai Tanda Terima tanggal 8 Maret 2011.

C. Waktu penyelesaian berkas sangat cukup lama k&BNS Balmon selain
melaksanakan tugas penyidikan, juga sering dilbgiag di luar fungsi penyidikan,

misalnya menangani gangguan frekuensi dan kergaanya.

Universitas Indonesia

Analisis pelaksanaan..., Abdul Mun'im, Pascasarjana Ul, 2011.



102

Tanggal 24 Maret 2011 Peneliti melakukan wawantentaadap JPU Kejati
Jabar, Sihombing mengenai mekanisme penerimaa&asbperkara dari PPNS, dan
Sihombing menerangkan bahwa Penerimaan berkasrpedgai PPNS dilakukan
oleh bagian tata usaha, lalu diajukan kepada Kdpatii Kajati, turun disposisi ke
Wakajati, lalu ke Aspidum. Aspidum akan menunjukig&ut umum yang akan
menangani berkas tersebut sampai penuntutan digsid@ngadilan. Setelah berkas
diterima penuntut umum, maka dia yang akan melakykaneriksaan kelengkapan
berkas serta memberi petunjuk kepada PPNS yangngania Dan terhadap kasus
yang disidik oleh PPNS dengan TKP Bekasi dan Depukka PPNS dapat
menyerahkan berkas perkara kepada Kajati Jabatuniét@was PPNS Polda Jabar.

Berdasarkan studi dokumentasi terhadap registet BRegister Penerimaan
dan ekspedisi berkas perkara dari PPNS) di ruarsyitk& Bansidik Korwas PPNS
Polda Jabar, Ipda Warsim, diperoleh data tentamkabeperkara yang dikirim oleh
PPNS kepada kejaksaan dan atau pengadilan melalwas PPNS Dit Reskrim
Polda Jabar sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 5.11
Data Ber kas Perkara dari PPNSyang diterima
Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar periode Tahun 2010

IJl#]mlaf
§erkas;
1 | Direktorat Jenderal Pajak Kemenku Rl Kanwil Jabar | sudah kirir

a. Kanwil Jabar | Bandung SPDP, dan diteruskan kPU,

No | Instansi Pemerintah Pusat/ Kementer Keterangan

b. Kanwil Jabar Il Bekasi 2 tetapi belum kirim berka:
c. Direktorat Intel & Penyidikan Jakarta 1 |Msh dalam proses penyidik
2 | Balai Besar Pengawas Obat dan Mak; a. 18 berkas dikirim ke Keje

31 |y, 13 berkas dikirim ke P

(BBPOM) Bandung Kemenkes RI. karena kasus tipiring

Jumlah 34

Sumber data : Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Pataritanggal 11 Pebruari 2011
Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah begeasy ditangani PPNS

yang sudah diterima Korwas PPNS Polda Jabar damuditan ke JPU dan PN

selama tahun 2010 sebanyak 34 berkas perkara etasr

Universitas Indonesia

Analisis pelaksanaan..., Abdul Mun'im, Pascasarjana Ul, 2011.



103

a. 31 kasus disidik PPNS BBPOM dengan rincian : l8ugdserkasnya telah
dikirim ke JPU melalui Korwas PPNS dan sudah dalyan lengkap (P-21) dan 13
kasus berkas berikut tersangka dan barang bulgsleng dikirm ke PN setempat
melalui Korwas PPNS karena kasusnya tergolongrigisehingga diproses melalui
Berita Acara Pemeriksaan Cepat.

b. 3 kasus disidik PPNS Ditjen Pajak, dengan rincidnkasus disidik PPNS
Ditjen Pajak (Dit Intelijen dan Penyidikan Jakayt@dan 2 kasus disidik PPNS Ditjen
Pajak (Kanwil DPJ Jabar Il Bekasi).

5.4.4 Penghentian Penyidikan oleh PPNS

Tanggal 11 Pebruari 2011 peneliti melakukan wawantarhadap Kasubsi
Bansidik Korwas PPNS Polda Jabar, Ipda Warsim tegenghentian penyidikan,
dan Warsim menerangkan bahwa selama ini belum BRI daerah hukum Polda
Jabar menghentikan penyidikan. Ada kasus telur pegm@yg dilindungi atas nama
Tsk Mansyur yang disidik PPNS BKSDA Jabar tahun926@n berkas sudah P-21,
tetapi sampai sekarang tersangka dan barang kelktmidilimpahkan ke JPU karena
meninggal. Korwas PPNS sudah memberi petunjuk adisan kepada PPNS supaya
kasusnya dihentikan dengan menerbitkan SP-3 daat $igtetapan Penghentian
Penyidikan, serta diberitahukan kepada JPU meldrivas PPNS, dan kepada
keluarga tersangka. Namun sampai saat ini beluerbikan SP-3 oleh PPNS
BKSDA Jabar.

Tanggal 16 Pebruari 2011 Peneliti juga melakukawareara terhadap Kasi
Perlindungan, Pengawetan dan Perpetaan BKSDA J&hayawan dan yang
bersangkutan menerangkan bahwa sebenarnya PPNS Blk8@ah mengajukan
konsep SP-3 untuk ditanda tangani Kepala BKSDApiesampai sekarang belum
ditanda-tangani. Dan ini sesuai petunjuk lisan gemyidik Korwas PPNS Polda
Jabar, Ipda Warsim agar kasus Tsk Mansyur dihentlea diterbitkan SP-3 karena
tersangkanya meninggal sesuai surat kematian @gate&k Pangunbahan Kec Ciracap
Kab Sukabumi No : 141/242/Pem/2009 tanggal 14 Sdpte 2009.
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545 Tukar Menukar Informasi

Sesuai data dari Sikorwas PPNS Polda Jabar bahwpasaaat ini belum
pernah ada PPNS yang melimpahkan penanganan pé&&kaenyidik Polri. Begitu
juga tidak pernah ada penyidik Polri yang menemukaatek pidana yang ternyata
juga menjadi kewenangan PPNS, lalu diserahkan kep&NS, tetapi disidik oleh
Polda Jabar sendiri, sebagaimana data penyidikandiaajikan pada bab Il diatas.
54.6 Rapat SecaraBerkala

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan Kasi KorRBSIS Polda Jabar,
Kompol Soemino Hadi tanggal 7 Pebruari 2011 digdrdhasil bahwa selama ini
belum pernah dilakukan koordinasi terhadap prosesyidikan dalam bentuk
kegiatan rapat secara berkala antara Korwas PPN§ata PPNS, karena terbentur
anggaran. Anggaran DIPA Dit Reskrim Polda Jabar2DA0 untuk kegiatan Korwas
PPNS tahun 2010 hanya Rp 33.374.000 (tiga pulwhjtita tiga ratus tujuh puluh
empat ribu rupiah) dan tidak ada program untuktrapeara berkala, termasuk pada
Tahun Anggaran 2011. Yang pernah dilakukan KorwRS $ Polda Jabar terhadap
PPNS dalam rangka koordinasi yaitu mendatangi nsstgang membawahi PPNS
dan memberikan motivasi agar PPNS melakukan pd@ndsesuai undang-undang
yang menjadi dasar hukumnya. Sebelum mendatangansistersebut, terlebih
dahulu mengirim surat kepada Pimpinan Instansigyditanda-tangani Dir Reskrim
Polda Jabar ditujukan kepada Para Kepala Dinagi Pabvinsi Jabar di Bandung,
berikut jadual kunjungannya.
5.4.7 Penyidikan Bersama

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan Kasi KorRBSS Polda Jabar,
Kompol Soemino tanggal 7 Pebruari 2011 bahwa sarsgai ini belum pernah
dilakukan penyidikan bersama antara Korwas PPN &S, melalui pembentukan
tim penyidik, penyusunan rencana penyidikan, meegdegiatan dan hasil, serta
pengendalian. Yang ada hanya kegiatan awal, seppatasi bersama PPNS BBPOM
dan PPNS Balmon. Setelah operasi berakhir, diadedaat singkat mengevaluasi
hasil kegiatan dan rencana penyidikan. Penyidikdangutnya tetap dilakukan oleh
PPNS sendiri, dan penyidik Sikorwas PPNS hanya memaerkembangannya.
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5.4.8 Pengawasan Penyidikan

Sesuai ketentuan Peraturan Kapolri No. : 20 talui® 2elah diatur tentang
pelaksanaan pengawasan penyidik Polri terhadap P&t melalui kegiatan a)
menghadiri dan memberi petunjuk dalam gelar perkaregy dilaksanakan PPNS, b)
meminta dan meneliti laporan kemajuan penyidikam BBNS,c) Penelitian berkas
hasil penyidikan bersama-sama PPNS, d) Supervigij&ean PPNS atas permintaan
pimpinan instansi PPNS, e) Pendataan jumlah, isstdan wilayah penugasan
PPNS, f) Analisis dan evaluasi pelaksanaan tugagigitan PPNS.

Hasil wawancara dengan Kompol Soemino tanggal 28tM2011 bahwa
umumnya kegiatan sebagai wujud pelaksanaan pengavsasuai Perkap Nomor 20
tahun 2010 sudah diterapkan Sikorwas PPNS Polda tahadap PPNS, misalnya :
a. Menghadiri undangan gelar tanggal 4 Nopember 2G1Radtor Balmon
Bandung, dan memberi petunjuk agar PPNS Balmonobedinasi dengan Korwas
PPNS Polda Jabar, dan pengiriman SPDP dan berkasj&e Jabar melalui korwas
PPNS, bukan langsung ke Kejari, serta segera men@PDP ke korwas PPNS
untuk diteruskan ke Kejati Jabar.

b. Bersama-sama PPNS meneliti berkas sebelum diserdiekdPU. Jika masih
ada kekurangan, meminta kepada PPNS untuk melengkigbih dahulu.

C. Melakukan supervisi ke PPNS Balmon di Cirebon tah§giuli sampai 9 Juli
2010 sesuai permintaan Kepala Balmon melalui sargigal 30 Juni 2010.

d. Mendata jumlah PPNS di setiap instansi dan wilagahugasannya dan
melaporkan melalui laporan bulanan ke Karo Korwsl& Bareskrim Polri.

e. Sikorwas PPNS Polda Jabar belum pernah memintardapkemajuan
penyidikan kepada PPNS secara tertulis, karenan inggénjaga hubungan kerja
dengan PPNS. Selama ini hanya memberi penekanamasésan dan memberi
pengertian untuk segera menyelesaikan berkas yaidgkdya.

Peneliti melakukan wawancara dengan PPNS Balmosardain tanggal 9

Maret 2011 terkait pengawasan, dengan hasil sebagéut :
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a. Bahwa PPNS Balmon pernah mengundang Kejati JabaStk@rwas PPNS
Polda Jabar untuk menghadiri gelar perkara kaslaidénsi tanggal 4 Nopember
2010 di Kantor Balmon Arcamanik Kota Bandung.
b. Masukan pihak Kejati Jabar, Suharo, SH yaitu selyaikberkas dikirim ke
Kejati Jabar melalui Korwas PPNS Polda Jabar. masukan Korwas PPNS, Ipda
warsim, agar PPNS berkoordinasi dengan Korwas PPdI& Jabar, bukan dengan
Polres Karawang karena wilayah kerja PPNS Balmongiat provinsi Jabar.
C. PPNS Balmon pernah meminta bantuan Korwas PPNSaRaldar melalui
surat tanggal 30 Juni 2010 untuk memberi arahdaitedengan penyidikan tindak
pidana bidang telekomunikasi di Kota dan Kabupé&tzebon.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kabid Pemeankskan penyidikan
BBPOM Bandung, Dela, tanggal 17 Maret 2011, derigesil sebagai berikut :
a. Keberadaan Korwas PPNS sangat membantu tugas PBROM, karena
PPNS selalu berkoordinasi dengan Korwas PPNS telkssgat pelaksanaan operasi.
b. Setelah PPNS BBPOM selesai memberkas, selalu k@midilengan Korwas
PPNS untuk meneliti hasil pemberkasannya sebelwsaralikan ke JPU melalui
Korwas PPNS Polda Jabar. Dan apabila ada kekuaralag@sung bisa diperbaiki.

55 Instans yang Melaksanakan Penyidikan tidak Sesuai K etentuan
Berdasarkan hasil penelitian tanggal 7 Pebruarl 2&inpai tanggal 25 Maret
2011 di Seksi Korwas PPNS Polda Jabar dan InsRemserintah yang membawabhi
PPNS di daerah hukum Polda Jabar bahwa Instanseri?¢aih yang membawahi
PPNS yang melakukan penyidikan tidak sesuai keaaritoordinasi dan pengawasan
sesbagaimana KUHAP dan Undang Undang yang mengsdirchukumnya selama
tahun 2010 sampai Maret 2011 yaitu PPNS Balai Mor8pektrum Frekuensi Radio
Kelas Il Bandung Ditjen Pos dan Telekomunikasi Kekeeninfo RI, sebab PPNS
Balmon Bandung ini mengirim SPDP dan Berkas Perkangsung kepada JPU
Kejari Karawang tanpa melalui penyidik Polri (daldmal ini Korwas PPNS Polda
Jabar) dan Korwas PPNS Polda Jabar hanya menenmtmusan SPDP. Hal ini tidak

sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (1), (2), dan (BJAP beserta penjelasannya serta
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ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 36 tahu@9li@ntang Telekomunikasi.
Adapun alasan PPNS Balmon langsung mengirim SPDFbdekas perkara ke JPU
Kejari Karawang karena sesuai arahan Kompol Soesshaku Kasi Korwas PPNS
Polda Jabar secara lisan melalui telpun kepada ABRE\8on, Hasanudin saat awal
penyidikan bahwa SPDP langsung saja dikirim melhlres Karawang, dan sesuai
arahan secara lisan dari penyidik Sat Reskrim BPdi@awang saat PPNS Balmon
mengirim SPDP ke Kejari Karawang melalui Polres étang bahwa SPDP nya
langsung saja dikirim ke JPU Kejari Karawang.

Selain PPNS Balmon, ada PPNS BBPOM Bandung yargrdaitelakukan
penyidikan tidak sesuai ketentuan KUHAP meskipulardapengiriman SPDP dan
Berkas Perkara kepada penuntut umum melalui KoRRNS Polda Jabar, karena
tidak semua Laporan Kejadian tentang tindak pidgerag dibuat PPNS BBPOM
sebagai dasar penyidikan, diberitahukan penyidikankepada Korwas PPNS,
bahkan ada Laporan Kejadian yang tidak diprosesalmepro justitia padahal
ancaman hukumannya 15 tahun, serta adanya kasgsapgaman hukumannya 15
tahun tetapi diproses melalui proses tipiring. Adafaktor penyebab PPNS BBPOM
Bandung dalam melakukan penyidikan tidak sesuaeritean karena pelakunya
dianggap dari golongan masyarakat kecil dan harmgegedarkan kosmetik tanpa ijin
edar serta bukan produsen atau distributor. Disagnjpu, kurangnya pengendalian
dan pengawasan dari Korwas PPNS Polda Jabar, yaséilek pernah meminta
laporan kemajuan penyidikan kepada PPNS secaraligerdan kurangnya
memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dan tgddisyelesaian berkas perkara.

Sedangkan Instansi Pemerintah yang PPNS nya bdrdsiawvah koordinasi
dan pengawasan Sikorwas PPNS Polda Jabar, yahkgnieiaksanakan penyidikan
selama tahun 2010 yaitu PPNS BKSDA Jabar, PPN&mitnigrasi Bandung, PPNS
Kanwil Kemenkum Ham RI Jabar, PPNS di OPD Pempabhad misalnya Satpol
PP, Dishub, Dispenda, Disbudpar, Dinas Perikanan Kidautan, Dinas Pertanian
Tanaman Pangan, Dinas Bina Marga, Dinas Pengel@aamber Daya Air, Dinas
ESDM, Dinas Sosial, Dinas Tata Ruang dan PermukiBhHD, Dinas Kehutanan
Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas Tenaga, idan Dinas Peternakan.
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Adapun faktor penyebab PPNS tidak melaksanakanigikag selama tahun
2010 sesuai hasil wawancara Peneliti terhadap &yissmelitian sebagai berikut :
a. PPNS BKSDA Jabar tidak menyidik kasus kehutanaeri@pada umumnya
pelakunya massa dan ini tidak sesuai kekuatan RRN®olisi Hutan BKSDA Jabar.
Sehingga jika ada kasus kehutanan, selalu ditemdsk&epolisian, kecuali kalau ada
kasus satwa dilindungi sesuai UU RI No 5 tahun 1@9flang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistem akan disidik PPNSBIA Jabar.
b. Dalam tupoksi setiap Organisasi Perangkat DaerdD{CPemprov Jabar,
tidak tercantum tugas penyidikan, sehingga PPN&ktbisa mengajukan anggaran
penyidikan, kecuali PPNS di Satpol PP, sehinggaegakan Perda tidak bisa
dilakukan langsung oleh PPNS di OPD teknis, keduwalus dikoordinir Satpol PP.
C. Hasil sidang terhadap penegakkan Perda secaraiygmtnpai ke pengadilan,
berupa denda tidak sesuai pelanggarannya dan masuknkas daerah perlu waktu
lama, sehingga selama ini yang dilakukan PPNS hpegagakkan Perda secara non
yustisial dan administratif, yaitu memberi dendadate kas dispenda provinsi dan
memerintahkan kepada pelanggar mengurus perijinan.
d. PPNS di OPD Provinsi Jabar diangkat sebagai PPHIS Menkumham RI
sesuai usulan Mendagri atas permohonan Gubernar,Jabhingga dalam Skep
pengangkatan disebutkan sebagai PPNS dalam lingkuDgpdagri, yang akhirnya
hanya berwenang menegakkan Perda, Sehingga PPA&IS hietwenang menyidik
sesuai undang-undang, kecuali dalam skep pengamglRNS disebutkan dalam
lingkungan selain Depdagri, misalnya dalam linglam@epartemen Kehutanan.
e. Pemberdayaan PPNS belum optimal, karena belum ahpalga tupoksi
PPNS oleh pejabat struktural, penempatan PPNS rbasijak pada unit kerja non
teknis, tidak adanya anggaran khusus penyidikan,béddum ada jabatan struktural
yang khusus membidangi PPNS di OPD.
f. Pada umumnya kartu tanda pengenal sebagai PPNSViéakumham RI
sudah habis masa berlakunya, padahal kartu tersebaigai keabsahan wewenang
dalam melakukan penyidikan, sehingga PPNS lebihiliiemelakukan tindakan non

yustisi. Selain itu, banyak PPNS menjalankan tigésn penyidikan.
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56  Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan

Sesuai hasil penelitian yang telah diuraikan ds,atala upaya upaya yang
harus dilakukan dalam rangka meningkatkan koordidas pengawasan Penyidik
Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukah 8BNS yaitu sebagai berikut :
a. Mengembangkan struktur organisasi korwas PPN3\gkat Polda, dari seksi
menjadi bagian, sehingga semula dipimpin Kasi begkat Kompol menjadi
dipimpin kabag berpangkat AKBP dan membawahi duaulildag berpangkat
Kompol, serta menambah personel di korwas PPNSaPd#bar, sehingga ada
kesetaraan kepangkatan dengan pimpinan instanss PPN
b. Membentuk unit korwas PPNS di Satuan Reskrim Palipsnpin seorang
perwira yang khusus melakukan koordinasi dan peagawterhadap PPNS.
C. Personel Polri yang ditugaskan di Seksi Korwas PRBISS berpengalaman
melakukan penyidikan dan memiliki kemampuan dalaenyglikan, sehingga
mampu memberi bimbingan dan petunjuk teknis pekgidkepada PPNS.
d. Membentuk jabatan struktural mewadahi PPNS di hsstgang membawahi
PPNS dan khusus melakukan penyidikan sesuai ungaotag yang menjadi dasar
hukumnya, dengan dilengkapi PPNS berkualitas (8efitgngkapi Skep PPNS dan
kartu tanda pengenal PPNS dari Menkum dan Hamd@f),adanya sarana prasarana
serta anggaran operasional yang memadai. Sebelumbemn¢uk jabatan struktural
yang mewadai PPNS, harus ada tugas penyidikan papaeksi Organisasi
Pemerintah yang membawahi PPNS.
e. Penataan kembali terhadap keberadaan PPNS di Srtiapisasi Pemerintah
untuk ditempatkan dalam tugas operasional penyidikarta mengoptimalkan
pemberdayaan PPNS di setiap OPD oleh masing-masimginan OPD tersebut
untuk melakukan tugas penyidikan atau penegakatiyran daerah.
f. Pembagian setiap anggota Sikorwas PPNS Polda Jedbak ditugaskan
sebagailiaison Officer (penghubung) di setiap Organisasi Pemerintaharg yan
membawahi PPNS untuk meningkatkan komunikasi an&karwas PPNS dan

PPNS guna meningkatkan proses penyidikan oleh PPNS.

Universitas Indonesia

Analisis pelaksanaan..., Abdul Mun'im, Pascasarjana Ul, 2011.



110

g. Pengadaan sarana prasarana di Korwas PPNS Polaia Saperti komputer
dan ruangan yang memadai karena selalu berhubulegeyan instansi lain.

h. Penyusunan anggaran untuk kegiatan korwas PPN% Balhr disesuaikan
dengan tugas-tugas yang harus diemban korwas P§dg8rti kegiatan koordinasi
dan pengawasan sesuai KUHAP, UU Rl Nomor 2 tah@2 2{an Peraturan Kapolri
Nomor 6 dan 20 tahun 2010.

I Kesepakatan bersama antara Kapolri (diwakili Kaddaien Polri) dan Para
pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah norekterian yang membawabhi
PNS (diwakili Direktur Jenderal) tentang percepapmbaksanaan koordinasi dan
pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikdak pidana yang dilakukan
oleh PPNS sepanjang tidak menyalahi undang-undang iebih tinggi, sehingga
bisa dijadikan acuan pengemban fungsi korwas PPN8ottla dan Organisasi
Pemerintahan yang membawahi PPNS.

J- Kesepakatan Bersama antara Kapolda Jabar, KejakBaggi Jabar dan
Gubernur Jabar yang membawahi Organisasi Perabgiaabh (Dinas/ Badan) yang
memiliki PPNS tentang pelaksanaan koordinasi damggeasan penyidik Polri
terhadap proses penyidikan tindak pidana dan attanggaran yang dilaksanakan
oleh PPNS Daerah di Jawa Barat.

k. Pendelegasian wewenang dari para kementerian kdpaaarintah Daerah
melalui peraturan tersendiri terkait kewenanganyigan sesuai undang undang,
sehingga PPNS Daerah disamping menegakkan Perda, hisa melakukan
penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi das&um masing-masing.
Misalnya Kementerian Pertanian menyerahkan kewemapgnyidikan yang diatur
dalam UURI Nomor 12 tahun 1992 tentang sistem daga tanaman kepada Dinas
Pertanian dan Tanaman Pangan Prov Jabar.

l. Pendelegasian wewenang dalam perpajangan karta pem@jenal PPNS oleh
Menteri Hukum dan Ham RI kepada Kakanwil Kemenkuam édHam RI di setiap
provinsi guna mempermudah perpanjangan kartu tpadgenal PPNS karena kartu

tanda pengenal sebagai keabsahan melakukan tugadikan.
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BAB VI
PEMBAHASAN

Analisis terhadap pelaksanaan koordinasi dan pessgn Penyidik Polri
terhadap proses penyidikan tindak pidana yang wukiak oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil ini dilakukan dengan cara mengkaitkatara teori-teori yang digunakan
dalam penulisan dan hasil penelitian. Dalam meng@sani, peneliti menggunakan
kajian dari sudut pandang organisasi, koordinasi gengawasan, serta penyidikan
yang rinciannya sebagai berikut :

6.1 Organisas

Menurut Robbins (2003), Organisasi yaitu sebagaituswnit sosial yang
dikoordinasikan secara sengaja, terdiri atas daagoatau lebih yang berfungsi pada
suatu basis yang relatif bersinambung untuk memncapa@an. Menurut Robbins,
suatu struktur organisasi menetapkan cara tugasrjpak dibagi, dikelompokkan,
dan dikoordinasi secara formal. Kemudian Robbinegaeukakan bahwa ada enam
unsur kunci yang perlu disampaikan manajer bila ekeermerancang struktur
organisasi yaitu 1) spesialisasi pekerjaan, 2) depentalisasi, 3) rantai komando,
4) rentang kendali, 5) sentralisasi dan desenais|islan 6) formalisasi.

Hasil penelitian di Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimm$®olda Jabar dan
Organisasi Pemerintahan yang membawahi PPNS dalildankum Polda Jabar
menunjukkan ada masalah apabila dikaitkan dengam emsur kunci dalam struktur
organisasi, sehingga dapat menghambat pelaksar@adinasi dan pengawasan
penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindalapa yang dilakukan oleh PPNS.
6.1.1 Organisasi Seksi Korwas PPNS

Pada struktur organisasi di Polda Jabar, khusudinpa Reskrim Polda Jabar
telah ditentukan departementalisasi dengan mengelbkan sejumlah pekerjaan
tertentu dimana penyidik Polri yang melakukan peikgn tindak pidana tertentu
yang terkait dengan PPNS berada pada organisag gemebut dengan Satuan
Operasional Il yang membidangi masalah ReserskeTjgedangkan penyidik Polri

yang melakukan tugas koordinasi dan pengawasamdaph PPNS berada pada
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organisasi yang disebut dengan Seksi Korwas PRDI§anisasi Dit Reskrim Polda
Jabar mengacu pada Keputusan Kapolri No Pol :Ké}¥/8a02 tentang Organisasi
dan Tata Cara Kerja Satuan—Satuan Oraganisasi pad#&at Polda yang telah
diubah dengan Keputusan Kapolri No Pol : Kep/000&tanggal 31 Januari 2005.
Dengan adanya validasi organisasi Polri, khusustiyingkungan Polda
Jabar sesuai Peraturan Kapolri Nomor : 22 tahur® 28dggal 28 September 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada&dtirgolda, maka pada awal
Pebruari 2011 Dit Reskrim Polda Jabar telah dikergkan menjadi dua direktorat
yaitu Dit Reskrimum dan Dit Reskrimsus, sehinggagetompokkan pekerjaan
secara lebih khusus telah dilakukan departemeasaliyang mana penyidik Polri
yang melakukan penyidikan tindak pidana tertenngyt@rkait dengan PPNS berada
pada organisasi Dit Reskrimsus, yaitu di Subditebmnidangi masalah industri dan
perdagangan, Subdit II membidangi masalah fiskakheter dan divisa, dan Subdit
IV membidangi masalah Sumber Daya Lingkungan. Sgidan penyidik Polri yang
bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan sghB®NS ada di organisasi
yang disebut dengan Seksi Korwas PPNS yang berddavah Dit Reskimsus.
Sesuai hasil penelitian, ditemukan data-data baiteik ada kasus satupun
yang disidik Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Pdlalbar. Seksi Korwas PPNS
Dit Reskrimsus Polda Jabar hanya diberi tugas rakék koordinasi, pengawasan,
dan pembinaan teknis dan taktis terhadap PPNS dptases penyidikan sesuai
undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masisggasehingga tugas Seksi
Korwas PPNS bisa terfokus dan apabila dikaitkargderteori Robbins, berarti ada
spesialisasi pekerjaan. Namun demikian apabiladejukar menukar informasi,
misalnya PPNS menginformasikan bahwa dalam prosegigikan yang dilakukan
PPNS ternyata terdapat gabungan tindak pidanantertéan tindak pidana umum,
yang tentunya akan dilimpahkan PPNS kepada SeksialkoPPNS, lalu Kasi Korwas
PPNS akan melaporkan kepada Dir Reskrimsus. Berfyul@eksi Korwas PPNS
hanya bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawahadap PPNS, maka bisa
jadi kasus yang merupakan pelimpahan dari PPNS disdik oleh Subdit di
lingkungan Dit Reskrimsus atas perintah Dir Reskugs) sehingga kurang efektif
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karena sejak awal penyidikan oleh PPNS, penyiddapgeksi Korwas PPNS inilah
terlebih dahulu memahami jalannya proses penyidikahingga bisa langsung
melanjutkan prosesnya. Hal ini dapat dilakukan dpgmlah penyidik Polri di
Seksi Korwas PPNS mencukupi. Namun jika tidak mkapi) maka pelimpahan
kasus dari PPNS kepada Seksi Korwas PPNS, selgajlgbih baik disidik oleh
Subdit yang membidangi di lingkungan Dit Reskrimstdan Seksi Korwas PPNS
tetap terfokus pada bidangnya yaitu melaksanakanrdkwasi, pengawasan, dan
pembinaan terhadap PPNS dalam proses penyidikan.

Analisis pelimpahan kasus dari PPNS kepada Seksw&o PPNS Dit
Reskrimsus Polda Jabar, yang penyidikan selanjutigfa Subdit di lingkungan Dit
Reskrimsus, didasarkan hasil penelitian yang meikdan bahwapertama, jumlah
penyidik Polri di Seksi korwas PPNS ada 4 (empa#ihg dan jumlah PPNS di
daerah hukum Polda Jabar sebanyak 692 orang, gehpggbandingannya 1 : 173,
artinya 1 orang penyidik Seksi korwas PPNS haruskokan korwas terhadap 173
orang PPNSkedua, Jumlah kasus yang disidik PPNS sebanyak 51 k#Susasus
oleh PPNS Ditjen pajak, 5 kasus oleh PPNS Balmbrka3us oleh PPNS BBPOM).
Jadi perbandingan jumlah penyidik Seksi korwas PEBI®)an perkara yang disidik
PPNS vaitu 4 : 51 atau 1 : 13, artinya 1 orangyioia Seksi korwas PPNS harus
melakukan korwas terhadap 13 kasus selama satn; tedtiga, Seksi korwas PPNS
Dit Reskrimsus Polda Jabar secara struktural tidakniliki rantai komando sampai
tingkat Polres karena secara struktural tidak adiadi Polres/ta/ tabes yang khusus
menjalankan tugas koordinasi dan pengawasan tgHEBS di wilayah kabupaten/
kota, meskipun secara umum telah dilakukan olefaKRsskrim selaku pengemban
fungsi korwas PPNS di tingkat Polres/ta/ tabesbAtiya, tidak ada PPNS di tingkat
kabupaten/ Kota yang melakukan penyidikan di bak@brdinasi dan pengawasan
Kasat Reskrim, sebagaimana rekapitulasi hasil pé@n PPNS Kab/ Kota Se Jabar
yang disajikan pada bab sebelumnya.

Data-data di atas menunjukkan bahwa beban tugas Betwvas PPNS Dit
Reskrimsus Polda Jabar sangat cukup berat. Gungunagrgi beban tugas organisasi

tersebut, Kasi Korwas PPNS Dit Reskrimsus PoldarJdahpat menyarankan kepada
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Dir Reskrimsus Polda Jabar agar berkenan memekemalRara Kasat Reskrim/tabes
Jajaran Polda Jabar untuk membentuk unit khusug iygmbidangi tugas koordinasi
dan pengawasan terhadap PPNS di daerah hukum RohsBag-masing di bawah
pimpinan seorang perwira, misalnya dengan sebutaim kbrwas PPNS Satuan
Reskrim Polres, yang tugasnya khusus secara |étifhnaelaksanakan koordinasi,
pengawasan dan pembinaan teknis terhadap PPNSedihtga masing-masing,
sehingga tugas Polri diantaranya melakukan koosdipangawasan, dan pembinaan
teknis terhadap PPNS sesuai undang-undang kepotisa terwujud sampai tingkat
Polres/ta/tabes secara optimal. Atau Dir Reskrinalda Jabar bisa memberi saran
kepada Kapolda Jabar, berkenan membentuk jabatskiustl Unit Korwas PPNS
dipimpin seorang perwira di bawah Kasat Reskrimd3fiabes Jajaran Polda Jabar.
6.1.2 Organisas Pemerintahan yang membawahi PPNS

Sesuai hasil penelitian di Organisasi pemerintatgyaembawahi PPNS di
daerah hukum Polda Jabar, pada umumnya organesasbtit tidak terdapat jabatan
struktural yang khusus mewadahi PPNS dan hanyakaoiela penyidikan. Misalnya
di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jeaivey membawahi PPNS, tidak
ada jabatan struktural khusus melaksanakan tuggsdidean atau penegakkan Perda,
kecuali di Satpol PP terdapat jabatan Kabid PenegaRerda. Para PPNS umumnya
memiliki jabatan struktural yang tugasnya bukan yp#kan. Selain itu, dalam
tupoksi di setiap OPD Pemprov Jabar tidak ada tpgayidikan, kecuali di OPD
Satpol PP. Sehingga para PPNS di OPD Pemprov Jabdr memilih jabatan
struktural daripada fungsional. Termasuk di Balaniior Spektrum Frekuensi Radio
Kelas Il Bandung dan BBKSDA Jabar juga tidak adaajan struktural khusus
mewadahi PPNS dan hanya melaksanakan tugas pearyidikkibatnya, apabila ada
PPNS yang melaksanakan penyidikan, kadangkaladiogi beban tugas di luar
fungsi penyidikan, sehingga dapat menghambat wpktwelesaian kasus seperti
halnya yang terjadi di PPNS Balai Monitor.

Mempedomani pendapat Robbins, maka kebutuhan ajalsttuktural yang
khusus mewadai PPNS dan hanya bertugas melakuksidig@n tindak pidana atau
penegakkan Perda adalah sangat diperlukan, detagamaebagai berikut :
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a. Tugas penyidikan memerlukan spesialisasi pekenyaag harus dipisahkan
dari pekerjaan lainnya. Artinya seorang PPNS h&tussus melaksanakan tugas
penyidikan, tanpa dibebani tugas yang lain.

b. Pembentukan unit-unit khusus atau departementajisa@a organisasi yang
membawahi PPNS dapat mengelompokkan pekerjaantiekbususnya penyidikan.
C. Adanya rantai komando dalam struktur organisasgyamembawahi PPNS,
akan dapat memperjelas siapa melapor kepada SI8NS yang menduduki jabatan
struktural di luar fungsi penyidikan, akan meninkaul kerancuan bagi PPNS dalam
mempertangung-jawabkan jabatan struktural ataukagpsional penyidikan.

d. Adanya rentang kendali akan dapat menentukan jutdarahan atau PPNS
yang dapat diarahkan secara efektif dan efisiera go@ncapai tujuan organisasi oleh
para pimpinan organisasi yang membawahi PPNS.

e. Adanya sentralisasi dan desentralisasi dalam sirukiganisasi, akan dapat
menentukan pengambilan keputusan dalam suatu segaman sebaliknya terdapat
pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputkesaada organisasi pada
tingkat yang paling rendah.

f. Adanya formalisasi dalam struktur organisasi, makan dapat ditentukan

sampai dengan tingkat mana pekerjaan penyidikamdalganisasi itu dibakukan.

6.2  Koordinas dan Pengawasan

Dalam buku pengantar manajemen (Kusnadi, dkk. 19280), koordinasi
adalah proses pemaduan tujuan dan aktifitas dababai bagian (fungsi, daerah,
unit dll) yang terpisah yang ditujukan untuk meraigpjuan yang efisien. Sedangkan
pengawasan adalah memantau pelaksanaan rencakah aplah dikerjakan dengan
benar atau tidak atau suatu proses yang menjantiwebdindakan telah sesuai
rencana. Menurut Siagian (1978), koordinasi adsilettiu proses yang mengatur agar
pembagian kerja dari berbagai orang atau kelom@gatdtersusun menjadi suatu
kebutuhan yang terintegrasi dengan cara yang sefraungkin.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 aegt Koordinasi,
Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNSJikasiradalah suatu bentuk
hubungan kerja antara Penyidik Polri dan PPNS dafetakukan penyidikan tindak
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pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya seseadi-sendi hubungan
fungsional. Sedangkan pengawasan adalah prosd&kaemian pengarahan terhadap
pelaksanaan penyidikan oleh PPNS untuk menjaminr egduruh kegiatan
penyidikan yang dilakukan sesuai peraturan perundadangan.

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksuddkwasi dalam penulisan
tesis ini yaitu proses pemaduan tujuan dan aldifi@i berbagai unit organisasi yang
terpisah, yaitu antara Sikorwas PPNS Polda Jalaar PPNS untuk mencapai tujuan
sistem peradilan pidana secara efektif dan efistgdangkan pengawasan dalam
penulisan tesis ini yaitu pengawasan yang dilakuddeh Sikorwas PPNS Polda
Jabar terhadap proses penyidikan yang dilakukdn PIRNS di daerah hukum Polda
Jabar agar penyidikan berjalan efektif dan efisesuai perundang-undangan.

Sesuai hasil penelitian, saat ini terdapat pedredsmtas-batas kewenangan
yuridiksi antara Polda Jabar, PPNS BBPOM Bandurig$ Balmon Bandung,
Kejati Jabar dan Pengadilan Tinggi Jabar. DaerakurhuPolda Jabar meliputi
seluruh wilayah administrasi Provinsi Jabar kecDedlpok dan Bekasi yang masuk
daerah hukum Polda Metrojaya. Sedangkan wilayahurmnulPPNS BBPOM di
Bandung, PPNS Balmon Bandung, Kejati Jabar, dang®an Tinggi Jabar
meliputi seluruh wilayah adminitrasi Provinsi Jaftarmasuk Depok dan Bekasi).

Berdasarkan perbedaan tersebut, dapat dianaligisvabaapabila PPNS
BBPOM Bandung dan PPNS Balmon Bandung melakukayigi&an yang TKP nya
Bekasi dan Depok, maka sesuai batas yuridiksi k&pol dan hirarki organisasi
pemerintahan, PPNS BBPOM di Bandung dan PPNS BaBaolung berkoordinasi
dengan Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Metrojalgamun karena kedudukan
PPNS BBPOM Bandung dan PPNS Balmon Bandung di KB#adung, serta
kedudukan Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Meteojagrada di Kota Jakarta
yang jarak tempuh dari Bandung cukup jauh sehikggang efektif dan efisien, dan
sesuai prinsip koordinasi dari Siagian harus seefisungkin, maka PPNS BBPOM
Bandung dan PPNS Balmon Bandung dalam menyerahi&DP Sdan hasil
penyidikan kepada Kejati Jabar dapat berkoordidesgan Seksi Korwas PPNS Dit
Reskrimsus Polda Jabar dengan pertimbangan kedudakdor BBPOM Bandung,
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Balmon Bandung, Seksi Korwas PPNS Dit ReskrimsudaPdéabar dan Kejati Jabar
berada di kota Bandung, sehingga dapat mempernkatatdinasinya secara efektif
dan efisien. Selain itu, dalam ketentuan KUHAP Kid#gatur mengenai organisasi
Polri mana yang harus melakukan koordinasi dan geagan terhadap PPNS.
KUHAP hanya mengatur bahwa dalam penyidikan, PPN$ada di bawah
koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. PPNS BHEPBandung dan PPNS
Balmon Bandung ini yang wilayah kerjanya di seluddwa Barat, maka dalam
proses penyidikan berada di bawah koordinasi dawggweasan dari Seksi Korwas
Dit Reskrimsus PPNS Polda Jabar meskipun saat oiealpenyidikan dengan TKP
Bekasi dan Depok. Namun demikian, dalam pelaksamgeanasi di Bekasi dan
Depok yang dilakukan PPNS BBPOM Bandung dan PPNBnd@a Bandung,
sebaiknya selain didampingi Korwas PPNS Dit Resswisn Polda Jabar, juga
didampingi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Metrajatau Sat Reskrim Polres
setempat yang mempunyai yuridiksi di daerah tettsebu

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Seksiak Dit Reskrimsus
PPNS Polda Jabar terhadap proses penyidikan tipdkna yang dilakukan oleh
PPNS sesuai Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 20%0puti kegiatan : 1)
Menerima Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikzn;Memberikan bantuan
penyidikan; 3) Menerima berkas perkara dari PPNBSndaneruskan kepada Penuntut
Umum; 4) penghentian penyidikan oleh PPNS; 5) Tuk@nukar informasi; 6) Rapat
secara berkala; dan 7) Penyidikan bersama; sere@jawasan dalam penyidikan.
Adapun analisis terhadap pelaksanaan koordinasi pgagawasan tersebut yaitu
sebagai berikut :
6.2.1 Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Apabila PPNS mulai melakukan penyidikan, maka PRt memberitahu
dan melaporkan hal itu kepada Penyidik Polri untiteruskan kepada penuntut
umum sebagaimana ketentuan pasal 107 ayat (2) azal P09 ayat (1) KUHAP
sertalampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor MPMW.07.03 tahun 1983
tanggal 10 Desember 1983 tentang tambahan Pedoslaks@naan KUHAP, bahwa
pengertian mulai melakukan penyidikan dalam paf8l dyat (1) KUHAP adalah
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jika dalam kegiatan penyidikan sudah dilakukandkah upaya paksa dari penyidik,
seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, fsaeat dan penyitaabaporan
dan pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebbtati PPNS kepada penyidik
Polri (Pengemban fungsi korwas PPNS) dalam bentukatSPemberitahuan
Dimulainya Penyidikan, yang biasa dikenal dengtlaisSPDP.

Sesuai hasil penelitian, diperoleh data bahwa selaintidak semua PPNS di
daerah hukum Polda Jabar memberitahukan dimulgeggidikan kepada penyidik
Polri, yang mana seharusnya pemberitahuan dimwapgnyidikan harus dikirim
oleh PPNS kepada penyidik Polri setelah dimulaitiydakan upaya paksa seperti
pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan, dan pengdeladaHal ini dikuatkan oleh
keterangan PPNS Balmon Bandung, Hasanudin yang ramgi@n bahwa ada 3
kasus telekomunikasi yang TKP nya Karawang danFSRidgsung dikirim PPNS
Balmon ke JPU Kejari Karawang. Selain itu, ada kasus telekomunikasi dengan
TKP Kota Bandung, yang mulai disidik PPNS Balmamggal 23 Maret 2010 sesuai
laporan kejadian tanggal 23 Maret 2010 dan teldédkakan penyitaan tanggal 23
maret 2010, serta telah dilakukan pemanggilan miefalrat panggilan tanggal 31
Mei 2010 terhadap Tsk Bambang Eko Prakoso DiruDR&cyber Flow Indonesia.

Meskipun tindakan upaya paksa oleh PPNS Balmoaltsddakukan sejak 23
maret 2010, yaitu penyitaan, pemanggiiaa justitia dan pemeriksaan, tetapi SPDP
sampai akhir Maret 2011 belum dikirim oleh PPNSnBat Bandung kepada Seksi
Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar, padahargsiya PPNS Balmon
Bandung yang wilayah kerjanya di seluruh Proviredial apabila mulai melakukan
penyidikan, maka harus memberitahukan dimulainyayigé&an kepada penyidik
Polri yang mengemban fungsi korwas PPNS di tingkalvinsi Jabar (yaitu Seksi
Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar) untukustem kepada Kejati Jabar.

Data-data diatas menunjukkan bahwa PPNS BalmonuBgnadak mengirim
SPDP ke Korwas PPNS Polda Jabar, tetapi langsudgWeKejari Karawang. Selain
itu, telah melakukan penyidikan sejak tanggal 23d¥12010, namun sampai akhir
Maret 2011 belum mengirim SPDP ke JPU melalui pkyiPolri (Korwas PPNS

Polda Jabar). Dengan demikian telah terjadi pengirgpn terhadap ketentuan pasal
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107 ayat (2) KUHAP dan Pasal 109 ayat (1) KUHAPclorampiran Keputusan
Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.PW.07.03 tahun 198Bggal 10 Desember
1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP.

Selain PPNS Balmon Bandung, juga PPNS BBPOM Bandeabggaimana
keterangan Kasi penyidikan BBPOM Bandung, Ruliagyarenjelaskan bahwa tidak
semua kasus yang telah ditemukan dan dibuatkandapcejadian sebagai dasar
penyidikan PPNS, dilaporkan kepada Seksi Korwas PNt Reskrimsus Polda
Jabar. Yang dilaporkan hanya terhadap kasus yaidjlddan dilimpahkan ke JPU
melalui Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar teidradap kasus yang diproses
tipiring yang pengiriman berkasnya langsung ke Bdilan Negeri melalui Korwas
PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar. Sedangkan terbedas yang penyelesainnya
tidak diproses melalypro justitia dan kasus yang tidak jelas penanganannya, tidak
dilaporkan kepada Seksi Korwas PPNS Dit ReskrirRaida Jabar.

Hal ini bisa dilihat dari studi dokumentasi terhadhaporan Kemajuan
Kegiatan Penyidikan BBPOM di Bandung selama peridmlieuari sampai Desember
2010 yang ditanda-tangani oleh Kasi Penyidikan BBPBandung bahwa ada 50
laporan kejadian yang dibuat PPNS BBPOM sebagairdasnyidikan, tetapi tidak
semuanya diberitahukan dimulainya penyidikan keppdauntut umum melalui
Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar, aetterhadap kasus yang
diselesaikan secarmn projustitia dan kasus yang tidak jelas penyelesainnya.

Data-data yang ditemukan di PPNS BBPOM Bandung jugaunjukkan
bahwa PPNS BBPOM Bandung tidak memberitahukan selap@ran kejadian
kepada Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabaruggntidak melaporkan tindak
lanjut dari semua laporan kejadian. Ada laporaaden yang seharusnya disidik dan
diteruskan ke penuntut umum melalui Korwas PPN@&ptehanya diproses melalui
non pro justitia, padahal ancaman hukumannya maksimal 15 tahuradanyang
maksimal 3 tahun. Hal ini menunjukkan telah terjpényimpangan oleh PPNS
BBPOM Bandung terhadap ketentuan pasal 107 ay&UBAP dan Pasal 109 ayat
(1) KUHAP Juncto lampiran Keputusan Menteri KehakmR|l No. M.14.PW.07.03
tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983.
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Dari uraian diatas, apabila dikaitkan dengan t&omunikasi, maka pesan
berupa SPDP yang seharusnya disampaikan PPNS selakwnikator kepada Seksi
Korwas PPNS selaku komunikan tidak terlaksana defmgek. Apabila dikaitkan
dengan fungsi pengawasan, maka penyidik Polri ticegkaksanakan pengawasan
secara optimal terhadap proses penyidikan yanduliéemm PPNS karena penyidik
Polri (dalam hal ini Seksi Korwas PPNS Polda Jabdgk melakukan pengecekan
terhadap buku register administrasi penyidikan ydibgat PPNS terutama register
laporan kejadian. Dan apabila dikaitkan dengargsukoordinasi, maka penyidik
Polri (Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jatidak memberikan bantuan
penyidikan kepada PPNS, terutama bantuan konsbkaspa petunjuk administrasi
penyidikan, petunjuk yuridis, dan petunjuk teknemypelesaian berkas perkara karena
adanya kasus di bidang kesehatan yang ancaman hokyen maksimal 3 dan
bahkan ada yang ancamannya maksimal 15 tahun, @ifapses melalui proses
tipiring, bahkan ada yang diproses melahon pro justitia dan ada yang tidak
diproses sama sekali sehingga tidak jelas tindajkitiaya. Dan Korwas PPNS Polda
Jabar ini tidak bisa memberikan bantuan penyidikarena PPNS tidak segera
memberitahukan dimulainya penyidikan dan tidak palean semua laporan
kejadian tentang tindak pidana di bidang kesehgaaug dibuat oleh PPNS BBPOM
Bandung sebagai dasar dilakukannya penyidikan leliadvas PPNS Polda Jabar.

6.2.2 Pemberian Bantuan Penyidikan

Sesuai Pasal 107 ayat (1) KUHAP bahwa untuk kepgati penyidikan,
penyidik Polri memberi petunjuk kepada PPNS dan beimbantuan penyidikan
yang diperlukan. Dan sesuai penjelasan pasal 17 (&y KUHAP bahwa guna
kepentingan penyidikan, penyidik Polri diminta atdadak diminta berdasarkan
tanggung-jawabnya wajib memberi bantuan penyidikepada PPNS. Untuk itu,
PPNS sejak awal wajib memberitahukan penyidikafkepada penyidik Polri.

Bantuan penyidikan dapat berupa bantuan taktistubanteknis, bantuan

upaya paksa dan bantuan konsultasi penyidikanr{pgdusebagai berikut :
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a. Bantuan Taktis

Bantuan taktis adalah bantuan yang dapat dibenganyidik Polri kepada
PPNS dalam rangka penyidikan, yang meliputi bantpanyidik, peralatan yang
diperlukan, dan pengerahan kekuatan.

Sesuai hasil penelitian dan dikaitkan dengan teamajemen, maka bantuan
taktis telah diberikan Seksi Korwas PPNS Poldar)dizak pada tahap perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan danngdahge. Tahap perencanaan,
bantuan yang diberikan yaitu ikut hadir dalam rgpatsiapan sebelum pelaksanaan
penegakkan Perda oleh PPNS yang dikoordinir olépoS&P Pemprov Jabar. Saat
rapat, memberi masukan langkah-langkah dalam palalks penyidikan atau
penegakkan Perda. Pada tahap pengorganisasidn,digiajuk penyidik/ penyidik
pembantu dari Korwas PPNS Polda Jabar yang akamangingi PPNS dalam
pelaksanaan penegakkan Perda. Pada tahap Pekksaeayidik Korwas PPNS
membantu tindakan upaya paksa yang dilakukan PPMNESndproses penegakkan
Perda agar dapat terlaksana tanpa adanya hambd&amigan. Tahap pengawasan
dan pengendalian, bantuan taktis yang diberikatm yluit hadir dalam mengevaluasi
kegiatan yang telah dilakukan dan hasil kegiatartagindak lanjutnya.

Tindak lanjut bantuan taktis yang diberikan Korw#&dN\S Polda Jabar kepada
PPNS dalam proses penyidikan atau penegakan Rerdgata tidak semua tindak
pidana atau pelanggaran yang ditemukan diproseaunploses pengadilan, dengan
pertimbangan tertentu dari PPNS. Misalnya kasug yitemukan PPNS BBPOM
dan telah dibuatkan laporan kejadian yang ancandangnya maksimal 15 tahun
dan 3 tahun, tetapi tidak diproses melg@hao justitia. Begitu juga pelanggaran Perda
hanya diproses melaluion yustis tanpa ada prosegistisi, dengan alasan untuk
mempercepat peningkatan PAD. Padahal penegakkda Becaraon yustisi, belum
tentu membuat pelanggarnya jera karena pelanggdragga sekedar membayar
kewajiban tanpa harus membayar denda berkaliifali. |

Penyidik Polri, diminta atau tidak diminta, dapagmberikan bantuan taktis
kepada PPNS, namun tindak lanjutnya tetap dikekdoaliagi kepada organisasi

yang membawahi PPNS, apakah memutuskan temuak piakna atau pelanggaran
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akan diproses secayastisi ataunon yustisi sesuai kewenangan yang dimiliki PPNS,
seperti halnya yang dilakukan Satpol PP Provinbadalan PPNS di lingkungan
Pemprov Jabar yang menegakkan Perda sewargustis karena sesuai ketentuan
yang ada, misalnya pasal 6 huruf a dari PPRI Nogntahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja, dan Permendagri Nomor 26 t&2Q0b6 tentang Pedoman
Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamornja, Pnaka Satpol PP berwenang
melakukan penegakkan Perda secama yustisi. Berbeda dengan PPNS BBPOM
Bandung yang seharusnya menindak-lanjuti temuamskgang ancamannya 15
tahun dan 3 tahun melalpro justitia, bukannon pro justitia, karena berdasarkan
undang undang yang menjadi dasar hukum PPNS BBP@EK ada ketentuan
tentang pelaksanaan proses penyidikan melalui pruse pro justitia oleh PPNS
BBPOM. Yang ada yaitu apabila cukup bukti adangdak pidana, maka diproses
melalui pro justitia. Namun apabila tidak cukup bukti, maka proses mkkgnnya
dihentikan dengan menerbitkan SP-3 dan SKPP.

Guna menjaga keharmonisan antara Korwas PPNS Balokx dan PPNS,
serta untuk menghindari prasangka buruk dari pényWadrwas PPNS Polda Jabar
terhadap PPNS, maka sebaiknya PPNS memberitahldsanadanya tindak pidana
yang tidak diproses secapio justitia kepada Korwas PPNS Polda Jabar, serta
Korwas PPNS Polda Jabar meminta laporan kemajugradie PPNS tentang
perkembangan setiap kasus yang belum jelas peramgga dan memberikan
masukan secara tertulis untuk dilakukan gelar parka
b. Bantuan Teknis

Bantuan teknis dapat diberikan penyidik Polri kep®PNS dalam rangka
penyidikan yaitu meliputi bantuan pemeriksaan lghttentifikasi, dan psikologi.

Sesuai hasil penelitian bahwa tidak pernah ada RRN&erah hukum Polda
Jabar yang meminta bantuan teknis kepada KorwasSHRI\a Jabar dengan alasan
kasus yang ditangani sangat sederhana. Padahal sasti dokumentasi, terutama
terhadap berkas perkara yang dibuat PPNS BBPOM Bandan PPNS Balmon
Bandung, tidak ada foto tersangka, sidik jari tegka dan KTP tersangka yang

dilampirkan dalam berkas perkara. Hal ini bisa sangemungkinkan terjadinya
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penyimpangan seperti halnya penukaran terpidang yamah terjadi di Bojonegoro
Jatim. Seharusnya kejadian penukaran terpidanaapad. Bojonegoro Jatim, bisa
dijadikan acuan oleh PPNS untuk meminta bantuanepksaan identifikasi, baik

foto tersangka maupun sidik jari kepada Kasi IdBiit Reskrimum Polda Jabar
melalui Kasi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jahtau bisa dijadikan acuan
oleh Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jahlandmemberi arahan teknis,
agar berkas perkara dilampiri foto tersangka dalik gari tersangka serta bisa
meminta bantuan kepada Kasi Ident Dit Reskrimund&dbabar melalui Kasi Korwas
PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar.

C. Bantuan Upaya Paksa

Bantuan upaya paksa adalah bantuan yang diberi&aydik Polri kepada
PPNS berupa tindakan upaya paksa, seperti pemangsiksi/ terangka di luar
wilayah hukum kewenangan PPNS dan di luar negefin@h membawa saksi/
tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahperdataan.

Sesuai hasil penelitian, Korwas PPNS Dit ReskrimBosda Jabar telah
memberikan bantuan upaya paksa kepada PPNS BBP&M, perintah membawa
tersangka. Bantuan upaya paksa ini atas permirtexamis dari PPNS BBPOM
Bandung karena tersangka yang dipanggil dua kalut-turut untuk melengkapi
berkas perkara yang masih P-19 tidak hadir tangsaal sah. Disamping itu, juga
menerima permintaan bantuan penahanan tersangkéPElIS BBPOM. Namun
bantuan yang diberikan Korwas PPNS belum berhasegrna tersangka yang akan
dilemput dari tempat tinggalnya, tidak ada di tetngan tidak ada kabar sampai
sekarang, sehingga tidak bisa dihadapkan kepad& RRNK diperiksa dan ditahan.
Dan penyidik Korwas PPNS Polda Jabar selesai neataksn tugas upaya paksa,
belum membuat laporan hasil pelaksanaan tugas wuhsaknpaikan kepada PPNS
BBPOM dengan alasan belum berhasil menghadapksenigka kepada PPNS.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disisalbahwa meskipun
penyidik Korwas PPNS Polda Jabar belum berhasil Ia@va tersangka dan
menghadapkan kepada PPNS untuk diperiksa dan djtaeharusnya penyidik

Korwas PPNS Polda Jabar tetap membuat laporangagiain tugas yang disertai
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surat keterangan Ketua RT dari tempat tinggal tgjlsa yang menerangkan bahwa
identitas tersangka yang beralamat di alamat tetssiah tidak ada di tempat dan
akan menginformasikan kepada petugas apabila tgkaakembali ke tempat
tinggalnya. Kemudian Korwas PPNS Polda Jabar mahat Dir Reskrimsus Polda
Jabar memberitahukan secara tertulis kepada K&g#®M Bandung selaku atasan
PPNS tentang hasil upaya paksa tersebut dilamprat¥eterangan Ketua RT dari
tempat tinggal tersangka, sehingga secara adnatiisbermintaan PPNS BBPOM
sudah dilaksanakan penyidik Korwas PPNS Polda Jabar

Selain itu, Korwas PPNS Polda Jabar sering memderbantuan kepada
PPNS untuk memanggil tersangka yang berkasnya sletajkap (P-21) untuk
dihadapkan ke JPU ataupun Pengadilan Negeri tgohtetaangka yang diproses
tipiring oleh PPNS BBPOM, dengan cara menerbitkamatS Panggilan ditanda-
tangani Dir Reskrim Polda Jabar, agar menghadapdeejfpda Warsim di Kantor
Korwas PPNS Polda Jabar untuk dihadapkan ke JRigwuaiePN
d. Bantuan Konsultasi Penyidikan

Bantuan konsultasi penyidikan yaitu bantuan yarigerikan penyidik Polri
kepada PPNS dalam rangka penyidikan, yang melipkitiis dan taktis lidik, teknis
dan taktis penindakan, teknis dan taktis pemeriksaatunjuk mindik, petunjuk
aspek yuridis, teknis penyelesaian dan penyerabddab perkara kepada PU, teknis
penyerahan tersangka dan barang bukti. Bantuasukasi penyidikan ini dalam
wujud pemberian petunjuk, baik teknis, taktis maupuridis, agar pelaksanaan
penyidikan oleh PPNS tidak terjadi kesalahan tédgarat formil dan materiil dalam
berkas perkara. Bantuan konsultasi penyidikan tdkaempenyidik Polri kepada PPNS
sejak penyidik Polri menerima SPDP dari PPNS. Dga pisa dilakukan saat adanya
koordinasi antara penyidik Polri dan PPNS yang ntkkkasus.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap subyek genelditemukan beberapa
data dan fakta sebagai berikut :

Pertama, pemberian konsultasi penyidikan pada tahap aemyigikan untuk
menentukan apakah kasus yang ditemukan merupakdaktipidana atau bukan,
jarang dilakukan Seksi Korwas PPNS Polda Jabankaada PPNS misalnya PPNS
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BBPOM tidak melaporkan semua laporan kejadian tentadanya tindak pidana,
bahkan ada PPNS Balmon yang mengirim SPDP dan é&akgsung kepada JPU,
sehingga Seksi Korwas PPNS Polda Jabar tidak leigar@ memberikan bantuan
konsultasi kepada PPNS sejak awal penyidikan.

Kedua, pada tahap pelaksanaan penyidikan, apabila PP&@mukan bukti
pidana untuk diajukan ke JPU, maka PPNS wajib noekam perkembangan hasil
penyidikan kepada penyidik Polri. Namun realitarperkembangan hasil penyidikan
tidak pernah dilaporkan PPNS. Pada tahap pelaksapamberian konsultasi ini bisa
diberikan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar saat geldara yang diselenggarakan
PPNS di kantor PPNS, tetapi jarang sekali PPNS ometang Seksi korwas PPNS
Polda Jabar untuk gelar, bahkan PPNS BBPOM tidakabe mengundang Seksi
korwas PPNS untuk menghadiri gelar perkara. Pekyseiksi korwas PPNS Polda
Jabar pernah menghadiri gelar yang diselenggaf@Rits Balmon dan memberikan
masukan secara lisan, tetapi tidak ditindak-largetara tertulis oleh Kasi Korwas
PPNS kepada Kepala Balmon selaku atasan PPNSn $telaKorwas PPNS Polda
Jabar seharusnya memberikan petunjuk secara sekiegpiada PPNS BKSDA Jabar
untuk menghentikan penyidikan yang berkasnya sutiayatakan lengkap (P-21)
tetapi tersangka meninggal sebelum diserahkan Wend®alui Korwas PPNS.

Ketiga, pada tahap akhir penyidikan, pemberian konsul&siyidikan ini
dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti bepkakara yang dikirim PPNS
kepada Seksi Korwas PPNS Polda Jabar. Sebelumsheekikara diteruskan kepada
JPU, penyidik Seksi Korwas PPNS Polda Jabar térlelahulu memeriksa dan
meneliti persyaratan formil dan materiilnya. Pemndoer bantuan konsultasi
penyidikan selama ini hanya dilakukan secara l@dah Seksi Korwas PPNS Polda
Jabar kepada PPNS untuk melengkapi berkas jikakelarangan, tanpa adanya
petunjuk secara tertulis, sehingga kurang bisa ridipggung-jawabkan secara
administrasi dan sulit dibuktikan secara yuridildla dalam pemberian bantuan

konsultasi tersebut di kemudian hari terjadi pempangan.
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Berdasarkan temuan data-data diatas, penyidik BoBieksi Korwas PPNS
Polda Jabar seharusnya memiliki pedoman yang mengaia cara pemeriksaan
berkas perkara yang dikirim PPNS yang bisa dijadi&gauan penyidik Polri Seksi
Korwas PPNS Polda Jabar dalam memeriksa berkaarpedian memberi petunjuk/
konsultasi penyidikan kepada PPNS secara tertabdingga hasil pemeriksaan
tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi PPM§ parsangkutan.

Sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (1) KUHAP bahwsgigti&rPolri memberi
petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan pk&agidiang diperlukan. Dan
berdasarkan penjelasan pasal 107 ayat (1) KUHARvdagienyidik Polri diminta
atau tidak diminta berdasarkan tanggung-jawabny@bwaemberikan bantuan
penyidikan kepada PPNS. Untuk itu, PPNS sejak aveib memberitahu tentang
penyidikan kepada penyidik Polri. Dari ketentuamtds, apabila PPNS melakukan
kewajiban melaporkan tindakan penyidikan dan meanpetunjuk kepada penyidik
Polri, maka tentu tidak akan menjadi masalah bagiyplik Polri karena penyidik
Polri bisa memberikan bantuan penyidikan yang tligan sesuai permintaan tertulis
dari PPNS. Akan tetapi, apabila PPNS tidak melagorindakan penyidikan dan
tidak meminta petunjuk, namun secara nyata penyidlk mengetahui bahwa PPNS
telah melakukan penyidikan dan prosesnya dihen@tan diproses melalmon pro
justitia tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis kgpauadik Polri, maka hal
ini akan menjadi masalah tersendiri karena penydiki tidak dapat berbuat sesuatu
dalam penyidikan dan pada dasarnya setiap banteagidikan yang diberikan
penyidik Polri kepada PPNS sesuai permintaan tertdri atasan PPNS. Dengan
demikian, apabila dikaitkan dengan teori komunikeska komunikasi timbal balik
antara PPNS dan penyidik Polri di Seksi korwas PMd&la Jabar sangat perlu
sekali ditingkatkan dalam rangka pelaksanaan pearbdrantuan penyidikan oleh
penyidik Polri kepada PPNS, dan PPNS maupun pdnydiri di Seksi Korwas
PPNS harus mampu berkomunikasi sesuai perannyanghasising yaitu PPNS

meminta bantuan dan Seksi Korwas PPNS memberi &aupenyidikan.
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6.2.3 Penyerahan Perkara

Sesuai pasal 110 ayat (1) KUHAP bahwa penyidiklwsgigera menyerahkan
berkas perkara kepada PU, dan sesuai pasal 10@BxydtHAP bahwa PPNS harus
segera menyerahkan hasil penyidikan kepada PU umekhyidik Polri. Sesuai pasal
8 ayat (3) KUHAP bahwa penyerahan berkas perkadalme (dua) tahap, yaitu
pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan sgkara, dan pada tahap
kedua penyidik menyerahkan tersangka dan barangj kepada PU jika hasil
penyidikan sudah dianggap lengkap (P-21). Adapuaisas terhadap penyerahan
berkas perkara, serta penyerahan tersangka damgtawkti adalah sebagai berikut :
a. Penyerahan berkas perkara

Sesuai hasil wawancara dan studi dokumentasi dii 8&kwas PPNS Polda
Jabar dan Organisasi Pemerintahan yang membawBl8,Ridapat fakta bahwa ada
PPNS di daerah hukum Polda Jabar yang sudah ménkgtantuan KUHAP yaitu
menyerahkan berkas perkara kepada Seksi Korwas PPO&a Jabar untuk
diteruskan kepada JPU Kejati Jabar, yaitu PPNS BBRID Bandung dan PPNS
Ditjen Pajak (baik Kanwil DJP Jabar | Bandung, KdriJP Jabar Il Bekasi, dan
Direktorat Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajakkdda). Namun juga terdapat
PPNS yang tidak mengikuti ketentuan KUHAP vyaitu BPBalmon Kelas Il
Bandung karena menyerahkan berkas perkara langemagla JPU Kejari Karawang
tanpa melalui penyidik Polri. Setelah Penyidik rP@Geksi Korwas PPNS Polda
Jabar) menerima berkas perkara dari PPNS, lalu niksaesyarat formil dan materiil
serta kelengkapan isi berkas perkara sebelum wikam kepada JPU Kejati Jabar.

Dari hasil penelitian menunjukkan, apabila berkaskara dari PPNS Ditjen
Pajak dan PPNS BBPOM yang diterima Seksi Korwas $Hlda Jabar dan
diteruskan ke JPU Kejati Jabar dinyatakan belungkep (P-19), maka JPU
mengembalikan berkas kepada Seksi Korwas PPNS Balu, lalu Seksi Korwas
PPNS Polda Jabar mengembalikan kepada PPNS uréngkhpi sesuai petunjuk
JPU. Dan setelah dilengkapi, PPNS menyerahkan Kernbikas perkara kepada
Seksi Korwas PPNS Polda Jabar, lalu Seksi Korwd$SP&#engan surat pengantar

Dir Reskrimsus Polda Jabar mengirim kembali bepakara kepada Kejati Jabar.
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Sedangkan berkas perkara yang diserahkan langdehgRPNS Balmon
Bandung kepada JPU Kejari Karawang seharusnya pedk terjadi kalau PPNS
Balmon Bandung maupun JPU Kejari Karawang mentkatentuan KUHAP.
Seharusnya JPU Kejari Karawang tidak menerima Beperkara yang dikirim
langsung oleh PPNS tanpa melalui koordinasi dagaeasan penyidik Polri. Hal ini
sebenarnya dapat membantu JPU dalam melakukanigsaaar berkas perkara yang
dikirim PPNS karena sebelumnya sudah dilakukan pgksa@n oleh penyidik Polri,
sehingga JPU bisa lebih berkonsentrasi untuk mesigpan melakukan penuntutan.
Jangan sampai bila terjadi sesuatu dalam prosegdgean dikemudian hari, baru
berkoordinasi dengan penyidik Polri. Penyimpandatam ketentuan KUHAP ini
sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh tersangka atasakbukumnya saat proses
persidangan, sehingga kemungkinan bisa berakilmatrgya proses penyidikan.

Selain itu, seharusnya penyerahan berkas perkaiapeayidikan dari PPNS
Balmon langsung kepada JPU Kejari Karawang tidakifgerjadi apabila sejak awal
penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Balmon seldkordrol dan diarahkan oleh
penyidik Polri dari Seksi Korwas PPNS Polda Jalagalagi sebelum dilakukan
penyidikan, terlebih dahulu dilakukan operasi frksi di Wilayah Karawang oleh
PPNS Balmon Kelas Il Bandung dengan didampingi glehyidik Polri dari Seksi
Korwas PPNS Polda Jabar dan Polres Karawang.

Penyerahan berkas perkara Berita Acara PemerikSapat Tipiring dalam
kasus yang ancamannya hanya kurungan atau deneldi sipam pasal 198 UU No
36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang langsungnadizieh PPNS BBPOM kepada
Seksi Korwas PPNS Polda Jabar untuk diteruskanekegdlilan Negeri setempat,
sudah sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat (BARWbahwa dalam perkara-
perkara dengan acara pemeriksaan cepat (tipirpg)yidik atas kuasa penuntut
umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pdsean selesai dibuat, dapat
langsung mengirim berkas perkara dan menghadagkdakiva, barang bukti, saksi-
saksinya ke depan sidang pengadilan. Namun kasamdnembuktikan unsur pasal
yang dipersangkakan PPNS BBPOM memerlukan waktuugulama, maka

pemberkasannya membutuhkan waktu dua bulan lelpbrtseberkas BAP Cepat
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Tipiring atas nama Tsk. Herman. Meskipun tidak &agentuan KUHAP yang
mengharuskan mengirim SPDP ke JPU melalui penyRtiki dalam kasus yang
diproses melalui tipiring, tetapi PPNS yang melakukindakan upaya paksa secara
pro justitia, seperti pemanggilan, pemeriksaan dan penyitazga jetap harus
memberitahukan tindakan penyidikan kepada penyrdiki sebagaimana ketentuan
pasal 109 ayat (1) KUHAP Juncto lampiran Keputudéenteri Kehakiman RI
Nomor M.14.PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desem®83 tentang tambahan
Pedoman Pelaksanaan KUHAP, karena ini terkait dekgavajiban penyidik Polri,
diminta atau tidak diminta memberikan petunjuk kipaPPNS dan bantuan
penyidikan yang diperlukan PPNS.
b. Penyer ahan ter sangka dan barang bukti

Ketentuan pasal 110 ayat (4) KUHAP bahwa penyidid@nggap selesai
apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penumtaim tidak mengembalikan
hasil penyidikan atau apabila sebelum batas wag&tsebut berakhir telah ada
pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umuipatta penyidik. Dan sesuai
ketentuan pasal 8 ayat (3) KUHAP, dalam hal pekgmd sudah dianggap selesai,
penyidik segera menyerahkan tanggung-jawab tersaaak barang bukti ke JPU.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan ngksadan barang bukti
kepada JPU dilakukan secara bersama-sama olehdpeRyglri dari Seksi Korwas
PPNS Polda Jabar dengan PPNS di kantor Kejati J&hsalnya saat penyerahan
Tsk Lim Kian Yin dalam kasus perpajakan tanggalNdret 2011. PPNS Ditjen
pajak menyerahkan barang bukti ke kantor Kejatadabedangkan penyidik Polri
(Seksi korwas PPNS Polda Jabar) menyerahkan téasays Pemberitahuan kepada
tersangka untuk diserahkan kepada JPU dilakukan $é&ksi Korwas PPNS Polda
Jabar melalui surat panggilan yang ditanda-tan@aniReskrimsus Polda Jabar.
Namun secara administrasi, penyerahan tersangkbatang bukti dari PPNS Ditjen
pajak kepada penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS &dadbar), lalu penyidik Polri
(Seksi Korwas PPNS Polda Jabar) menyerahkan té@atan barang bukti kepada
JPU Kejati Jabar sebagaimana Berita Acara Seraimdefersangka dan Barang

Bukti yang dibuat.
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Dari segi yuridis, penyerahan tersangka dan babakti dalam hal tindak
pidana disidik oleh PPNS, memang tidak diatur dalkidHAP tentang penyidik
mana yang harus menyerahkan kepada JPU, apakaldigeRglri ataukah PPNS.
Dengan demikian, penyerahan tersangka dan baratigseperti halnya diatas tidak
menyalahi ketentuan pasal 8 ayat (3) KUHAP.

Penyerahan Tsk Lim Kian Yin dan barang bukti kep#eld Kejati Jabar baru
terlaksana tanggal 24 Maret 2011 padahal berk&szedinyatakan lengkap tanggal
14 Pebruari 2011, sehingga antara pemberitahudnd@+2 penyerahan tersangka dan
barang bukti memerlukan waktu 40 (empat puluh), fdan ini tidak menimbulkan
masalah karena tersangka tidak ditahan. Kalaungksaditahan, maka tersangka dan
barang bukti harus segera diserahkan ke JPU ka&eepatasnya waktu penahanan.
Lamanya waktu penyerahan karena penyerahan temsatagk barang bukti harus
diserahkan langsung kepada JPU yang menanganimgaakdPU yang lain tidak
bersedia menerima dengan alasan bukan tanggungysaatidak ada perintah, dan
lain-lain. Sehingga waktu penyerahan harus dikoaslkan antara JPU, Seksi
Korwas PPNS dan PPNS nya tentang kapan kesiapangymaasing.

6.2.4 Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegpgnyelesaian perkara
yang dilakukan PPNS jika tidak cukup bukti, atauigtevanya bukan merupakan
tindak pidana, atau kasus dihentikan demi hukurbatkiersangka meninggal dunia,
tuntutan tindak pidananya sudah kadaluwarsa, pemagadicabut atau tindak pidana
tersebut telah memperoleh putusan hakim yang meyapkakuatan hukum tetap.

Hasil penelitian terhadap PPNS BBPOM Bandung, Kabigen Pajak Jabar
| Bandung, Balmon Kelas Il Bandung, dan BBKSDA Jabarta di Organisasi
Pemerintah lainnya yang membawahi PPNS di daerdturduPolda Jabar dan di
Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar, npekken bahwa selama ini
tidak ada PPNS yang menghentikan penyidikan dengamerbitkan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan (SP-3) dan Surat KetetapagHhentian Penyidikan (SKPP)
terhadap tindak pidana sesuai undang-undang yangdielasar hukumnya masing-

masing.
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Terhadap kasus memperniagakan satwa dilindungaséeluR] No 5 tahun
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Elepsistemnya atas nama
Tsk Masyur yang disidik PPNS BKSDA Jabar tahun 20@9kasnya telah dikirim
kepada Kajati Jabar melalui Seksi Korwas PPNS Paddear, dan oleh JPU Kejati
Jabar sudah dinyatakan lengkap (P-21). Namun sebdMPNS menyerahkan
tersangka dan barang bukti kepada JPU melalui S&ksvas PPNS Polda Jabar,
ternyata Tsk Mansyur meninggal tanggal 29 Agusfi@Xarena sakit. Seharusnya
PPNS BKSDA Jabar dengan berbekal Surat Kematiaarigka dari kelurahan sudah
harus menerbitkan SP-3 dan SKPP serta memberitamghpntian penyidikan
kepada JPU melalui Seksi Korwas PPNS Polda Jaharkepada keluarga tersangka
atau kuasa hukumnya, karena dengan belum diteniifaSP-3, maka status barang
bukti juga belum jelas. Setelah berkas perkara agmma Tsk Mansyur sudah
dinyatakan lengkap (P-21) oleh JPU, seharusnya PBRKSDA Jabar segera
melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada J&lBlunSeksi Korwas PPNS
Polda Jabar. Namun karena tersangka meninggakusslya PPNS BBKSDA Jabar
memberitahukan secara tertulis atas kematian tgkaakepada Seksi Korwas PPNS
Polda Jabar, lalu Seksi Korwas PPNS memberi petisgoara tertulis kepada PPNS
BBKSDA Jabar supaya menghentikan penyidikannya alemgenerbitkan SP-3 dan
SKPP. Apabila PPNS BBKSDA Jabar belum memberitahg kematian tersangka
kepada Seksi Korwas PPNS Polda Jabar, maka separtamyidik Polri (Seksi
Korwas PPNS Polda Jabar) meminta perkembangan sopddkara atas nama Tsk
Mansyur kepada Kepala BBKSDA Jabar.
6.2.5 Tukar Menukar Informasi

Tukar menukar informasi dapat dilaksanakan dalaim &pkasus yang disidik
PPNS ternyata menyangkut undang-undang lain di keavenangannya, sehingga
perlu dilimpahkan ke penyidik Polri; dan b) penki@iolri menemukan peristiwa yang
diduga pidana yang juga menjadi kewenangan PPN&a manyidik Polri dapat
melakukan proses penyidikan sendiri atau menerusiada PPNS.

Sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa SekswHEerPPNS Polda Jabar

tidak pernah menerima pelimpahan perkara dari PPEGtu pula penyidik Polri di
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lingkungan Dit Reskrimsus Polda Jabar dan Polrgaralmya tidak pernah
melimpahkan perkara yang juga menjadi kewenangadSPkepada PPNS, tetapi
disidik sendiri oleh penyidik Polda Jabar. Sepetihat pada data penyidikan tindak
pidana tahun 2010 pada bab IV dijelaskan bahwaigénRit Reskrim Polda Jabar
dan Satuan Reskrim Polres/tabes jajaran Polda delaér melaksanakan penyidikan
tindak pidana tertentu, misalnya kasus perlindungansomen, kesehatan, HAKI,
kependudukan, Ketenagakerjaan, informatika, keimsign, kehutanan, lingkungan
hidup, penyalahgunaan pupuk, migas, sumber dayadair kasus Pertambangan.
Namun sesuai data di Subbag Renmin Dit ReskrimaPaddbar bahwa penyidik Polda
Jabar yang melakukan penyidikan kasus tersebud, tjdgk memberitahukan kepada
PPNS yang juga mempunyai kewenangan, sehingga telgdi tukar menukar
informasi. Seharusnya meskipun kasus tersebutikdisghdiri oleh penyidik Polri Dit
Reskrim Polda Jabar, tetapi perlu juga diinformasikkepada PPNS yang juga
mempunyai kewenangan penyidikan terhadap tindengidertentu tersebut.
6.2.6 Rapat secara berkala

Salah satu bentuk kegiatan koordinasi sesuai ketanPeraturan Kapolri
Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, PengawdsanPembinaan Penyidikan
bagi PPNS yaitu rapat secara berkala. Namun sésisdi penelitian menunjukkan
bahwa selama ini belum pernah dilakukan koordimmdam bentuk rapat secara
berkala antara Seksi Korwas PPNS Polda Jabar danRNS di daerah hukum
Polda Jabar dengan alasan tidak ada anggaran sl lsakvas PPNS untuk program
kerja rapat secara berkala, apalagi anggaran S&ksias PPNS tahun 2010 yang
tertuang pada DIPA Dit Reskrim Polda Jabar TA 2Bafya sebesar Rp 33.374.000
(tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empght rupiah) dan tahun 2011 juga
tidak ada anggaran rapat secara berkala, bahkaga@@amgtahun 2011 lebih kecil
dibanding tahun 2010 yaitu sebesar Rp 23.236.008 j(dluh tiga juta dua ratus tiga
puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disisatiahwa bentuk kegiatan
koordinasi seperti rapat secara berkala dan kegiaianya sebagaimana tertuang

pada peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010, sehgaubisa dijadikan acuan dalam
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penyusunan dan pengajuan anggaran tahun 2011 yntgkam kerja di Seksi
Korwas PPNS Polda Jabar. Jangan sampai banyaktd&egiang perlu dilakukan
Seksi Korwas PPNS Polda Jabar sebagaimana ketedalam Peraturan Kapolri
Nomor 20 tahun 2010, tetapi realitanya tidak didukuanggaran karena saat
sekarang ini prinsipnya anggaran berbasis kin&ghingga apabila ada ketentuan
yang mengharuskan dilakukan suatu pekerjaan olefarsgungsi misalnya Seksi
Korwas PPNS Polda Jabar, tetapi tidak didukung aragg maka hal tersebut sulit
untuk bisa dilakanakan.
6.2.7 Penyidikan Bersama

Penyidikan bersama sesuai ketentuan dalam PeraKapolri Nomor 20
tahun 20110 dilaksanakan melalui rapat koordinaguku : a) membentuk tim
penyidik, b) menyusun rencana penyidikan yang mglipenentuan pasal yang
dipersangkakan, cara bertindak, waktu kegiatanibgtein personel dan sarana
prasarana serta anggaran yang digunakan; c) mdisgmdan mengevaluasi kegiatan
dan hasil; serta d) pengendalian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pehgidi bersama antara
Seksi Korwas PPNS Polda Jabar dan PPNS melalui gpdmtan tim penyidik,
penyusunan rencana penyidikan, menganev kegiatarhdsil, serta pengendalian
belum pernah dilakukan dari awal penyidikan sangidiir penyidikan. Yang ada
hanya kegiatan awal seperti operasi bersama PPNSOBBdan PPNS Balmon.
Setelah operasi berakhir, diadakan rapat singkait ita juga untuk mengevaluasi
hasil kegiatan dan rencana penyidikan selanjutbga. penyidikan selanjutnya tetap
dilakukan sendiri oleh PPNS, dan penyidik Seksivkas PPNS hanya memantau
perkembangannya dan memberi petunjuk dan bantuagidiean sesuai yang
diperlukan PPNS. Sebagai contoh saat mendampirggaspyang dilakukan PPNS
Balmon Bandung di Karawang tanggal 4 Mei 2009 dergssil temuan 3 kasus yang
sampai sekarang berkasnya belum dinyatakan lengRapl) oleh JPU Kejari
Karawang dan juga mendampingi operasi di Kota Bagdanggal 23 Maret 2010
dengan hasil temuan 2 kasus yang sampai sekargmg éaret 2011) belum dikirim
SPDP ke penuntut umum melalui Seksi Korwas PPN&8skrimsus Polda Jabar.
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Sesuai hasil penelitian di atas, dapat dianaliaisMa Seksi Korwas PPNS
Polda Jabar belum mempedomani Peraturan Kapolriok@@ tahun 2010 secara
optimal. Meskipun tidak dilakukan penyidikan bersarsecara formal, namun
minimal hasil temuan saat operasi bisa dilakukamyidékan sampai tuntas.
Seharusnya Seksi Korwas PPNS Polda Jabar melalariaisis dan mengevaluasi
serta mengendalikan atas pelaksanaan penyidikag gdakukan PPNS BBPOM
Bandung dan PPNS Balmon Bandung, misalnya denganinteelaporan kemajuan
penyidikan dan memberi petunjuk secara aktif dalaempercepat penyelesaian
kasus.

Terkait dengan teori manajemen dari George A. T@gharusnya penyidik
Polri (Seksi Korwas PPNS Polda Jabar) dalam mefelksan koordinasi dan
pengawasan terhadap PPNS, harus dapat mempedouamgsi fmanajemen yaitu
perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan pssgawdika penyidik Polri
(Seksi Korwas PPNS Polda Jabar) dapat mempedoraagsif manajemen secara
optimal, tentunya secara otomatis pelaksanaan gi&ay bersama antara Seksi
Korwas PPNS Polda Jabar dan PPNS di daerah hukida Pabar dapat terlaksana
dengan sendirinya, karena tentu penyidik Polri §6é&orwas PPNS Polda Jabar)
akan berfikir mulai kegiatan perencanaan seperagdze jumlah PPNS yang akan
dilibatkan penyidikan dan berapa jumlah penyidikriR&eksi Korwas PPNS) yang
akan melaksanakan korwas terhadap PPNS, saramargmasapa saja yang akan
dipakai dalam penyidikan, berapa lama target wabdmyelesaian penyidikan,
anggaran penyidikan yang diperlukan, serta sistetode/ langkah apa yang akan
dilakukan, dan pada tahap pengorganisasian akaennéman siapa berbuat apa dan
harus melapor kepada siapa, serta pembagian tugda petiap PPNS yang
dilibatkan, pada tahap pelaksanaan ini merupakarabgasi dari perencanaan yang
telah disusun sesuai organisasi yang dibentukpdda tahap pengendalian ini Seksi
Korwas PPNS Polda Jabar bersama atasan PPNS akaantae terus pelaksanaan
penyidikan yang dilakukan PPNS agar pelaksanaayigikan sesuai rencana yang
telah ditetapkan dan langsung mengoreksi terhademuRkgkinan terjadinya
kesalahan dalam proses penyidikan.

Universitas Indonesia

Analisis pelaksanaan..., Abdul Mun'im, Pascasarjana Ul, 2011.



135

6.2.8 Pengawasan

Sesuai Peraturan Kapolri No. : 20 tahun 2010 teiatur tentang pelaksanaan
pengawasan penyidik Polri terhadap PPNS, yaitulmedagiatan a) menghadiri dan
memberi petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksam@PNS, b) meminta dan
meneliti laporan kemajuan penyidikan dari PPN$, Penelitian berkas hasil
penyidikan bersama-sama PPNS, d) Supervisi keajaj@PNS atas permintaan
pimpinan instansi PPNS, e) Pendataan jumlah, isstdan wilayah penugasan
PPNS, f) Analisis dan evaluasi pelaksanaan tugagigitan PPNS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yditakukan Seksi
Korwas PPNS Polda Jabar terhadap PPNS dalam ppesssdikan, diantaranya
yaitu menghadiri dan memberi petunjuk dalam getxkara yang diselenggarakan
PPNS Balmon Bandung, meneliti berkas perkara berssama PPNS BBPOM,
melakukan supervisi kepada PPNS Balmon terkaitigdé@an kasus telekomunikasi
di kota dan kabupaten Cirebon atas permintaan Kedpalmon melalui surat tanggal
30 Juni 2010, mendata jumlah PPNS di setiap inst@mswilayah penugasannya dan
melaporkan kepada Karo Korwas PPNS Bareskrim Padlalui laporan bulanan.
Namun Seksi Korwas PPNS Polda Jabar dalam ranglké&sp@aan pengawasan
terhadap PPNS, belum pernah menganalisis dan maogsy pelaksanaan
penyidikan PPNS, serta belum pernah meminta lapkeamajuan terhadap kasus
yang sedang disidik PPNS, terutama terhadap kasigslyelum tuntas-tuntas, seperti
kasus satwa liar yang disidik PPNS BKSDA Jabarna?09, kasus telekomunikasi
yang disidik PPNS Balmon Bandung tahun 2009 dar026é&rta kasus di bidang
kesehatan yang ditemukan oleh PPNS BBPOM di Bangadg tahun 2010.

Pengawasan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar terl®RidS dalam proses
penyidikan dilakukan secara lisan, misalnya saanbegikan petunjuk melengkapi
syarat formil berkas perkara yang diterima dari BFBBPOM sebelum dikirim ke
PU, memberikan petunjuk kepada PPNS Balmon saat getkara, dan memberikan
petunjuk kepada PPNS BBKSDA Jabar untuk menerbig@8 dan SKPP terhadap
tersangka yang meninggal, namun realitanya lebrh sigahun belum diterbitkan
SP3 dan SKPP oleh PPNS BBKSDA. Pengawasan dalartukbenemberikan
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petunjuk teknis secara tertulis jarang sekali dika&n oleh Seksi Korwas PPNS
terhadap PPNS, padahal setelah memberi petunjakasésan, sebaiknya ditindak-

lanjuti dengan petunjuk tertulis, sehingga pimpifPNS tersebut mengetahuinya
secara jelas. Termasuk saat memberikan petunjakessésan kepada PPNS Balmon
sewaktu dilaksanakan gelar perkara tanggal 4 Noper2010, sebaiknya juga
ditindak-lanjuti dengan pemberian petunjuk secandulis sehingga petunjuknya
secara adminitrasi dapat dipertanggung-jawabkan padanjuknya juga diketahui

oleh Pimpinan Dit Reskrimsus Polda Jabar karenanpéinya tersebut tentu melalui
surat yang ditanda-tangani oleh Dir Reskrim Polizad.

Berdasarkan data-data di atas, dapat dianalidsvdgoengawasan yang
dilakukan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar terhad®SR#erlu ditingkatkan lagi
karena dalam menjalankan fungsi pengawasan, Seksvas PPNS Polda Jabar
belum memadukan antara pengawasan secara lisaterdalis. Pengawasan yang
dilakukan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar terhaddySPiapat berhasil secara
efektif dan efisien, apabila penyidik Seksi KorvRBNS lebih aktif memantau setiap
perkembangan penyidikan yang dilakukan PPNS decamnmemberi arahan secara
langsung sambil meneliti berkas untuk mempercepaygiesaian kasus dan apabila
arahan tersebut ternyata tidak segera dilaksanakaka Seksi Korwas PPNS bisa
menindak lanjuti memberi arahan secara tertuli@ted@PNS melalui atasan PPNS.
Selain itu, harus meminta laporan kemajuan pengrdikepada PPNS melalui surat
yang ditujukan kepada atasan PPNS terutama terbadas yang tidak tuntas serta
meneliti laporan kemajuan yang diterima, kemudiatakukan analisis dan evaluasi
pelaksanaan penyidikan disertai petunjuk teknisrsetertulis kepada PPNS melalui
surat yang ditujukan kepada Pimpinan Instansi atB&INS.

6.3 Penyidikan

Berdasarkan pasal 1 butir 1 dari Keputusan Mematam Negeri Nomor 7
tahun 2003 tentang Pedoman Operasional PPNS Ddalain Penegakkan Peraturan
Daerah dijelaskan bahwa PPNS Daerah adalah pgjabatvai negeri sipil tertentu
di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewgrdiusus oleh undang-undang

untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaraatypen daerah. Artinya PPNS
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di lingkungan Pemerintah Daerah hanya bertugaskseakan penyidikan terhadap
pelanggaran peraturan daerah, bukan kejahatan giatg dalam undang-undang
karena penegakkan hukum terhadap undang-undanigukhla oleh PPNS yang
berada di Organisasi Pemerintahan Pusat (Departdfaementerian).

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat PPNS Dagsaditn PPNS di Balai
Kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangavir3i Jabar yang melakukan
penyidikan tindak pidana bidang kemetrologian dengP di kabupaten Bandung
dengan menerapkan UURD 2 tahun 1981 tentang metrologi Legal. Hal imiekea Surat
Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS dari Mentdrakitean Rl (sekarang Menteri
Hukum dan Ham RI) dinyatakan sebagai PPNS dalagikudimgan Departemen Perindustrian
dan Perdagangan RI bidang metrologi (bukan Depdagmgan wilayah kerja Kota dan
Kabupaten Bandung, kabupaten Sumedang dan Kabupatbang. Dan pengangkatan
sebagai PPNS tersebut tahun 1993 sebelum dibedalatknomi daerah tahun 1999.

Sebelum diberlakukan undang-undang otonomi dagih UURI Nomor 22
tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekali@anti dengan UURI
Nomor 32 tahun 2004, di setiap provinsi termaswlvipsi Jabar ada beberapa kantor
wilayah (kanwil) yang merupakan wakil pemerintahsgituyang ada di provinsi.
Setelah diberlakukan undang-undang otonomi dadsatyil dilimpahkan menjadi
milik daerah provinsi, baik sumber daya manusia poauseluruh kekayaan berupa
aset kantor, kecuali kanwil yang oleh undang-undatanpomi daerah ditentukan
menjadi urusan pemerintahan pusat, seperti Kanwpag, Kanwil Ditjen pajak,
Kanwil Ditjen Bea Cukai, Kanwil Kemenkumham, Kantorigrasi.

UURI Nomor 22 tahun 1999 yang sekarang digantgederiJURI Nomor 32
tahun 2004 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomaahun 2003, ternyata
menimbulkan permasalahan tersendiri dalam prosegdikan yang dilakukan oleh
PPNS, yaitu PPNS Daerah di seluruh pemerintah dgeovinsi, kabupaten dan kota
seluruh Indonesia tidak dapat melakukan penyiditang diatur dalam undang-
undang. Disisi lain, PPNS di Organisasi pemerintgpasat berwenang melakukan
penyidikan tindak pidana yang diatur dalam undamgang, ternyata belum dapat
menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena keesba jumlah PPNS. Sehingga
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perlu adanya rantai komando organisasi dan peratabayg tugas dari kementerian
yang berwenang untuk menegakkan perundang-undaegsabut kepada Organisasi
Perangkat Daerah (dinas-dinas/badan) PemerintataDd&®ovinsi atau Kabupaten
dan Kota melalui peraturan tertentu, misalnya meRératuran Pemerintah.

Dalam proses penyidikan, PPNS harus mempedonamint@nejemen, yaitu
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan daawzsayn pengendalian, dengan
rincian sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 6 t&0i® sebagai berikut :

a. Perencanaan Penyidikan

Pada tahap ini, PPNS harus menentukan : a) Saparayidikan (pelaku,
perbuatan, unsur pasal yang akan diterapkan, aldt dan barang bukti); b) Sumber
daya yang dilibatkan (Tim penyidik, sarana prasaramggaran, kelengkapan piranti
lunak); c) Cara Bertindak; d) Wakiu yang akan dakan; dan e) pengendalian
penyidikan (penyiapan mindik sistem tata naskahhiegw kontrol penyidikan).

b. Pengorganisasian Penyidikan

Pada tahap ini, atasan PPNS melakukan pengorgamisasnber daya yang
meliputi personel PPNS yang akan ditunjuk melakyt@nyidikan, sarana prasarana
yang diperlukan, anggaran, dan peraturan yang dikarapkan. Penentuan personel
PPNS yang akan dilibatkan dalam proses penyidikamnishsesuai kualifikasinya,
misalnya memiliki Surat Keputusan pengangkatan gahb@PNS dari Menkumham
RI dan Kartu Tanda Pengenal sebagai PPNS masibkbedari Menkumham RI.
Dan penentuan jumlah personel PPNS yang dilibatkams disesuaikan dengan
tingkat kesulitan dalam proses penyidikan, misalay&kasus yang mudah, dapat
disidik oleh dua orang PPNS, b) kasus yang seddaqgat disidik oleh tiga orang
PPNS, c) kasus yang sulit, dapat disidik oleh eropatg PPNS, dan d) kasus yang
sangat sulit, dapat disidik oleh tim beranggotgkaling sedikit lima orang PPNS.

C. Pelaksanaan Penyidikan

Pada tahap ini, PPNS melakukan pengolahan TKP {gkl), pemberitahuan

dimulainya penyidikan, pemanggilan, penangkapan mgEmahanan (jika perlu dan

meminta bantuan penyidik Polri), penggeledahanyipgsm, pemeriksaan, bantuan
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hukum, penyelesaian berkas, penyerahan berkasraen@nghentian penyidikan,
administrasi penyidikan, dan pelimpahan penyidikan.
d. Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan

Pengendalian dilakukan mulai pada tahap perencapaagorganisasian dan
pelaksanaan. Dan pengendalian penyidikan ini didakuoleh atasan PPNS dan
penyidik Polri selaku korwas PPNS.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa3P&hg melaksanakan
penyidikan, belum menerapkan teori manajemen sébaga terurai di atas secara
optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta tsatudi dokumentasi dan
wawancara antara lain sebagai berikut : a) tidekndikan adanya sistem tata naskah
dan buku kontrol penyidikan; b) tidak adanya targetktu penyelesaian kasus,
misalnya kasus yang disidik PPNS Balmon lebih datahun belum tuntas; c) surat
permohonan persetujuan penggeledahan dan penyyaag diajukan PPNS
(misalnya PPNS Ditjen pajak dan PPNS BBPOM) kep&elma Pengadilan Negeri
setempat tidak ditembuskan kepada penyidik Potkg5Korwas PPNS Polda Jabar)
sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010; d)yglesaian berkas perkara
terhadap kasus yang sudah dibuatkan laporan kejadibagai dasar penyidikan,
tidak selesai secara tuntas dan tidak semua disarakepada penuntut umum
melalui penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS Poldaatgbmisalnya yang disidik oleh
PPNS BBPOM Bandung; €) penghentian penyidikan yssimrusnya dilaksanakan
olen PPNS BBKSDA Jabar terhadap Tsk Mansyur yangimggal, ternyata tidak
dilaksanakan meskipun sudah diarahkan secara bsagm penyidik Polri (Seksi
Korwas PPNS Polda Jabar), f) register adminispasiidikan (B-1 sampai dengan
B-18) sebagai bukti pelaksanaan tindakan penyidikiak dibuat oleh PPNS secara
benar, sehingga sulit dilakukan kontrol oleh ataBBINS dan penyidik Polri selaku
korwas PPNS tentang tindakan upaya paksa yang wlakukan dan tingkat
penyelesaian kasusnya dalam kurun waktu tertentsalmya PPNS BBPOM di
Bandung hanya membuat catatan kecil tentang redetein 2010 tanpa diketahui
identitas dan alamat lengkap tersangka, pasal ggengggar, barang bukti yang telah
disita, serta tindakan upaya paksa yang telahwkkak oleh PPNS.
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BAB VII
PENUTUP

7.1 Kesmpulan

Dalam penulisan tesis ini telah ditunjukkan pelaksanaan koordinasi dan
pengawasan penyidik Polri (dalam hal ini Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda
Jabar) terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS yang
terjadi selamaini di daerah hukum Polda Jabar, Instansi Pemerintah di daerah hukum
Polda Jabar yang para PPNS nya melaksanakan penyidikan tidak sesua ketentuan
dan faktor penyebabnya serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan
pelaksanaan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan yang dilakukan oleh
PPNS, sebagal jawaban dari pertanyaan penelitian yang tercantum pada bab 1.

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Seksi korwas PPNS Dit Reskrimsus
Polda Jabar terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS belum sesuai
ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan KUHAP, Undang
Undang Rl Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Undang undang yang menjadi dasar
hukum PPNS masing-masing, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang
Manajemen Penyidikan oleh PPNS, serta Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010
tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS. Jadi
pelaksanaan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan di daerah hukum Polda
Jabar, ada penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang ada, meskipun
proses penyidikan dapat berjalan sampai ke proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus
Polda Jabar terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan olen PPNS di
daerah hukum Polda Jabar tidak sesuai ketentuan antaralain yaitu sebagai berikut :
a Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan seharusnya segera dikirim PPNS
kepada penuntut umum melalui Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar
setelah dimulainya penyidikan, yaitu setelah dimulainya tindakan upaya paksa seperti
pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaaan. Misalnya PPNS BBPOM
di Bandung tidak memberitahukan dimulainya penyidikan terhadap semua kasus
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yang sedang disidik sesuai laporan kgadian kepada penuntut umum melalui Seksi
Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar. Begitu juga PPNS Balmon Bandung tidak
segera mengirim SPDP kepada penuntut umum melalui Seksi Korwas PPNS Dit
Reskrimsus Polda Jabar meskipun penyidikan terhadap kasus tersebut sudah
berlangsung sejak lebih dari satu tahun, bahkan ada 3 kasus yang SPDP nya langsung
dikirim PPNS Balmon Bandung kepada JPU Kejari Karawang tanpa melaui penyidik
Polri, dan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar hanya diberikan tembusannya sgja.

b. Pemberian bantuan penyidikan berupa bantuan taktis yang meliputi personel
pernah diberikan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar kepada PPNS BBPOM Bandung
dan PPNS Balmon Bandung, namun tindak lanjut dari bantuan taktis yang diberikan
tersebut, seringkali tidak dapat diikuti perkembangan proses penyidikannya karena
PPNS tidak melaporkan perkembangan seluruh hasil penyidikan, terutama terhadap
kasus yang tidak diproses melaui pro justitia seperti di PPNS BBPOM. Begitu juga
bantuan taktis yang pernah diberikan kepada PPNS Balmon Bandung saat operas di
Karawang dan Kota Bandung, tidak ada laporan perkembangan penyidikan kepada
Seksi Korwas PPNS Polda Jabar.

C. Tidak ada PPNS yang pernah meminta bantuan teknis berupa pemeriksaan
labfor, identifikas dan psikologi kepada penyidik Polri. Padahal pemeriksaan
identifikasi berupa foto dan sidik jari tersangka sangat penting dimasukkan dalam
berkas perkara guna menghindari penukaran narapidana oleh oknum, karena sampel
berkas perkara dari PPNS BBPOM dan PPNS Balmon selama ini tidak terdapat foto
dan sidik jari tersangka.

d. Pemberian bantuan penyidikan berupa konsultas di saat awa penyidikan
jarang dilakukan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar karena umumnya PPNS jarang
mengundang Seksi Korwas PPNS untuk gelar kasus segjak awal penyidikan, atau
PPNS tidak segera mengirim SPDP kepada Seksi Korwas PPNS, sehingga Seksi
Korwas PPNS tidak bisa segera memberi bantuan konsultasi berupa petunjuk teknis,
petunjuk taktis, petunjuk yuridis dan petunjuk mindik. Seksi Korwas PPNS hanya
memberi bantuan konsultasi secara lisan saat PPNS menyerahkan berkas perkara

Jika berkas perkara dirasa masih belum sempurna, maka PPNS diminta untuk
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melengkapi terlebih dahulu sebelum dikirim ke JPU. Bantuan konsultasi yang
diberikan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar terhadap PPNS kurang efektif karena
hanya dilakukan secara lisan dan tidak ditindak-lanjuti secaratertulis. Misalnhyatelah
memberi petunjuk teknis penyelesaian berkas perkara secara lisan terhadap kasus
satwa dilindungi yang disidik PPNS BBKSDA Jabar atas nama Tsk Mansyur yang
berkasnya sudah lengkap (P-21) tahun 2009 tetapi tersangka meninggal sebelum
diserahkan ke JPU melalui Korwas PPNS Polda Jabar. PPNS BBKSDA Jabar belum
menerbitkan SP-3 dan SKPP serta memberitahu penghentian penyidikan kepada JPU
melalui Seksi Korwas PPNS, keluarga tersangka atau kuasa hukumnya, meskipun
sudah diarahkan oleh Seksi Korwas PPNS Polda Jabar. Begitu juga petunjuk secara
lisan yang diberikan kepada PPNS Bamon saat gelar tangga 4 Nopember 2010
untuk segera mengirim SPDP kepada JPU melalui Korwas PPNS Polda Jabar juga
belum dilakukan PPNS Balmon meskipun penyidikan sudah dilakukan segjak setahun
yang lalu. Hal ini menunjukkan bantuan konsultasi secara lisan kurang efektif, karena
tidak ditindak-lanjuti secara tertulis yang bisa dipertanggung-jawabkan secara
administrasi. Seharusnya petunjuk lisan yang belum dilaksanakan, segera ditindak-
lanjuti petunjuk tertulis kepada Pimpinan Instansi PPNS.
e. Penyerahan 3 (tiga) berkas perkara kasus frekuensi yang disidik oleh PPNS
Balmon Bandung langsung ke JPU Kejari Karawang tanpamelalui penyidik Polri.
f. PPNS BBKSDA Jabar seharusnya menghentikan penyidikan terhadap Tsk
Mansyur dalam kasus satwa dilindungi karena Tsk Mansyur meninggal, dengan cara
menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) dan Surat Ketetapan
Penghentian Penyidikan (SKPP) serta memberitahu penghentian penyidikan kepada
JPU melaui Korwas PPNS dan kepada keluarga tersangka atau kuasa hukumnya.
Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan ini tidak sesua ketentuan antara lain
disebabkan oleh:
a JPU bersedia langsung menerima SPDP dan berkas perkara dari PPNS tanpa
melalui penyidik Polri meskipun ketentuan KUHAP dan undang undang yang
menjadi dasar hukum PPNS telah menyebutkan pengiriman SPDP dan hasil
penyidikan kepada JPU melalui penyidik Polri.
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b. Tidak adanya ketentuan, misalnya Peraturan Pemerintah RI tentang sanksi
terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan
koordinasi dan pengawasan sesuai KUHAP dan undang-undang yang menjadi dasar
hukum PPNS, seperti halnya mekanisme pra peradilan bagi penyidik Polri dalam
menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan.

C. Komunikasi antara penyidik Polri (Korwas PPNS Polda Jabar) dan PPNS
tidak terlaksana secara efektif karena pesan berupa petunjuk yang disampaikan
Korwas PPNS kepada PPNS hanya secara lisan, dan tidak ditindak-lanjuti tertulis.

d. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh atasan PPNS
dan penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS Polda Jabar) terhadap proses penyidikan
tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS.

Sedangkan Instansi Pemerintah di daerah hukum Polda Jabar yang para PPNS
nya melaksanakan penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu PPNS Bamon
Kelas || Bandung dan PPNS BBPOM di Bandung.

Adapun faktor penyebab PPNS melaksanakan penyidikan, tidak sesuai
ketentuan KUHAP antara lain yaitu : @) adanya petunjuk secara lisan melalui telpun
dari Kasi Korwas PPNS Polda Jabar kepada PPNS Balmon Bandung agar SPDP
dikirim ke JPU melalui Polres Karawang, dan sesual petunjuk dari anggota penyidik
Sat Reskrim Polres Karawang agar SPDP langsung saja dikirim ke JPU Kejari
Karawang, b) kurangnya pengendalian dan pengawasan penyidik Polri (Seksi Korwas
PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar) kepada PPNS BBPOM di Bandung dan PPNS
Balmon, misalnya tidak pernah meminta laporan kemajuan penyidikan kepada PPNS
secara tertulis dan meneliti laporan kemajuan penyidikan tersebut, serta kurang
aktifnya penyidik Polri di Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar dalam
memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dan taktis penyelesaian berkas perkara
kepada PPNS.

Dan dalam penulisan ini, juga ditunjukkan adanya upaya-upaya yang harus
dilakukan untuk meningkatkan pelakanaan koordinasi dan pengawasan proses

penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yaitu sebagai berikut :
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a Mengembangkan struktur organisasi korwas PPNS di tingkat Polda, dari seksi
menjadi bagian, sehingga semula dipimpin Kas berpangkat Kompol menjadi
dipimpin kabag berpangkat AKBP serta menambah personel di korwas PPNS Polda
Jabar, sehingga ada kesetaraan kepangkatan dengan pimpinan PPNS.

b. Membentuk unit korwas PPNS di Satuan Reskrim Polres dipimpin seorang
perwira yang khusus melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS.

C. Penyidik Polri yang ditugaskan di Seksi Korwas PPNS harus berpengalaman
melakukan penyidikan dan memiliki kemampuan dalam penyidikan, sehingga
mampu memberi bimbingan dan petunjuk teknis penyidikan kepada PPNS.

d. Membentuk jabatan struktural mewadahi PPNS di Instansi Pemerintah yang
membawahi PPNS dan khusus melakukan penyidikan sesuai undang-undang yang
menjadi dasar hukumnya, dengan dilengkapi PPNS yang berkualitas (seperti Skep
PPNS dan kartu tanda pengenal PPNS dari Menkum dan Ham RI), dan sarana
prasarana serta anggaran operasional yang memadai.

e. Penataan kembali terhadap keberadaan PPNS di setiap Organisasi Pemerintah
untuk ditempatkan dalam tugas operasional penyidikan serta mengoptimalkan
pemberdayaan PPNS di setiap OPD oleh masing-masing pimpinan OPD tersebut
untuk melakukan tugas penyidikan atau penegakan peraturan daerah.

f. Pembagian setiap anggota Sikorwas PPNS Polda Jabar untuk ditugaskan
sebagai Liaison Officer (penghubung) di setigp Organisasi Pemerintahan yang
membawahi PPNS untuk meningkatkan komunikas antara Sikorwas PPNS dan
PPNS guna meningkatkan proses penyidikan oleh PPNS.

0. Pengadaan sarana dan prasarana di Korwas PPNS Polda Jabar, seperti
komputer dan ruangan yang memadai.

h. Penyusunan anggaran untuk kegiatan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar harus
disesuaikan tugas-tugas yang harus diemban Seksi Korwas PPNS, seperti yang
tercantum dalam KUHAP, UURI No. 2 tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 6
dan 20 tahun 2010.

I Kesepakatan bersama antara Kapolri (diwakili Kabareskrim Polri) dan Para
pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang membawahi

Universitas Indonesia

Analisis pelaksanaan..., Abdul Mun'im, Pascasarjana Ul, 2011.



145

PPNS (diwakili para Direktur Jenderal) tentang percepatan pelaksanaan koordinasi
dan pengawasan dalam proses penyidikan sepanjang tidak menyalahi undang-undang
sehingga bisa dijadikan acuan oleh Seksi Korwas PPNS dan PPNS.

J- Kesepakatan Bersama antara Kapolda Jabar, Kejaksaan Tinggi Jabar dan
Gubernur Jabar yang membawahi Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang
memiliki PPNS tentang pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik Polri
terhadap proses penyidikan tindak pidana dan atau pelanggaran yang dilaksanakan
oleh PPNS Daerah di Jawa Barat.

K. Pendelegasian kewenangan penyidikan dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah melalui peraturan tersendiri, sehingga PPNS Daerah disamping
menegakkan Perda, juga bisa menyidik sesual undang-undang.

l. Pendel egasian wewenang dalam perpajangan kartu tanda pengenal PPNS oleh
Menteri Hukum dan Ham RI kepada Kakanwil Kemenkum dan Ham RI di setiap
provinsi guna mempermudah perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS karena kartu

tanda pengena sebagal keabsahan melakukan tugas penyidikan.

7.2  Rekomendas

Agar koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhadap proses penyidikan
tindak pidana yang dilakukan PPNS di daerah hokum Polda Jabar dapat dilaksanakan
secara optimal dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, makarekomendasi yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :
a Perlu adanya pembentukan tim khusus terdiri atas Pejabat Polri (Bareskrim
Polri), Para Pejabat Kementerian/ Non Kementerian yang membawahi PPNS
(diwakili Direktur Jenderal), dan Kejaksaan Agung untuk menyusun konsep petunjuk
teknis pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan oleh PPNS,
lalu dituangkan dalam Keputusan Bersama antara Kapolri, Para Pejabat kementerian/
Lembaga Non Kementerian yang membawahi PPNS, dan Kegaksaan Agung agar
daam pelaksanaan penyidikan tidak terjadi tumpang tindih dan pelaksanaan
koordinasi dan pengawasan dapat berjalan lancar sesuai ketentuan. Namun keputusan

bersama tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Universitas Indonesia

Analisis pelaksanaan..., Abdul Mun'im, Pascasarjana Ul, 2011.



146

b. Perlunya Keputusan Bersama antara Kapolda Jabar, Kgati Jabar, dan
Gubernur Jabar sebaga atasan Kepala Badan/ Dinas di Pemerintah Provinsi Jabar
yang membawahi PPNS, serta Kepala Kanwil / Instanss Pemerintah Pusat yang
memiliki PPNS yang berada di daerah hukum Polda Jabar tentang Pelaksanaan
Koordinasi dan Pengawasan terhadap Poses Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

C. Meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja antara penyidik Polri yang
bertugas di Seksi korwas PPNS dan Instansi yang membawahi PPNS, melalui
penunjukkan seorang penghubung di masing-masing Instansi.

d. Perlu adanya Peraturan Pemerintah tentang sanksi terhadap aparat penegak
hukum yang tidak melakukan ketentuan koordinas dan pengawasan dalam proses
penyidikan. Sanksi tersebut misalnya batalnya proses penyidikan dan hakim dapat
menolak berkas perkara yang disidik PPNS yang tidak melalui koordinasi dan
pengawasan dari penyidik Polri.

e Pelaksanaan penyidikan memerlukan spesidisasi dan harus dipisahkan dari
pekerjaan lain, sehingga PNS yang sudah diangkat sebagal PPNS melalui Keputusan
Menkum dan Ham RI, seharusnya ditugaskan di fungsi penyidikan dan tidak diberi
tugas di luar fungs penyidikan, sehingga di instansi tersebut sangat perlu ada jabatan
struktura khusus mewadahi PPNS.

f. Sehubungan berlakunya UU Rl Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagal wujud otonomi daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
7 tahun 2003 tentang Pedoman Operasiona PPNS Daerah dalam Penegakan Perda,
serta untuk mengoptimalkan penegakkan hukum terhadap tindak pidana yang diatur
dalam undang-undang, maka perlu adanya pendelegasian wewenang penyidikan dari
kementerian kepada dinas di bawahnya di Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota
melalui Peraturan Pemerintah. Dan setelah adanya pendelegasian wewenang
penyidikan, PPNS Daerah yang akan ditugaskan menyidik sesuai undang-undang,
juga perlu dididik lagi atas usulan Pejabat Kementerian untuk mendapat Skep PPNS
dalam lingkungan Kementerian/ Departemen tersebut, sehingga PPNS Daerah
disamping berwenang menegakkan Peraturan Dagerah, juga berwenang melakukan

penyidikan sesuai undang-undang.
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar)

1. Jelaskan nama, pangkat, Nrp, jabatan, latar bejgandidikan ?
Jelaskan tugas Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Riadar ?
Jelaskan tugas dan kewenangan penyidik Polri sédakwas PPNS ?
Jelaskan daerah hukum Polda Jabar ?
Jelaskan Organisasi/ Instansi Pemerintah di Jatvay pnembawahi PPNS ?
Berapa jumlah PPNS di setiap Organisasi/ InstamsidPintah tersebut ?
Jelaskan perundang-undangan dan pedoman yand tedas PPNS ?
Instansi mana yang PPNS nya telah menyidik tah@@ 28ampai sekarang ini?
Berapa kasus yg disidik PPNS di setiap instansint&®10 dan Jan-Peb 20117
10.Instansi mana yang PPNS nya tidak menyidik tahd® 2&ampai sekarang ini?

© 0 N o a0 bk WD

11.Apa hambatan PPNS tidak menyidik ? langkah apa ysmrgah dilakukan
Sikorwas PPNS Polda Jabar dalam mengatasi hanteasabut ?

12. Apakah pernah mendatangi instansi yang memiliki 8RNtuk memotivasi ?
Kapan, instansi mana ? Apa alasan/ hambatan medakamenyidik ?

13.Bagaimana mekanisme pemberitahuan dimulainya piayidiari PPNS ?

14.Bagaimana mekanisme pemberian bantuan penyidikpadiee PPNS, baik
bantun teknis, bantuan taktis, bantuan upaya p@dksdantuan konsultasi ?
15.Bagaimana mekanisme penyerahan berkas perkarBRld& kepada JPU ?
16.Bagaimana mekanisme penyerahan Tsk dan barbuRBaIs kepada JPU?
17.Bagaimana mekanisme penghentian penyidikan olelSPPN

18.Apakah PPNS pernah melimpahkan penanganan kasas&éprwas PPNS
dengan alasan adanya gabungan tindak pidana tedantpidana umum ?

19. Apakah korwas PPNS pernah melakukan penyidikanabersdengan PPNS
melalui: a) pembentukan tim penyidik, 2) penyusumencana penyidikan
berisi penentuan pasal, cara bertindak, waktu kagigpelibatan personel,
sarpras dan anggaran, 3) Menganev kegiatan dadndeasi) pengendalian ?

20.Apakah korwas PPNS pernah melakukan rapat secealdelengan PPNS?
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21.Apakah korwas PPNS pernah menghadiri dan membepkémnjuk dalam
gelar perkara yang diselenggarakan PPNS ?
22.Apakah korwas PPNS pernah meminta laporan kemagpeguyidikan dari
PPNS dan meneliti laporan kemajuan tersebut ?
23.Apakah korwas PPNS pernah diminta Pimpinan inst@R8IS untuk supervisi
bersama ke jajaran PPNS yang bersangkutan ?
24. Apakah korwas PPNS mendata jumlah PPNS di instanlsiyah penugasan
PPNS, dan penanganan perkara oleh PPNS
25. Apakah korwas PPNS telah menganev terhadap pekdsaenyidikan yang
dilakukan PPNS setiap 6 (enam) bulan sekali, yaedpoti : penanganan
perkara PPNS, hambatan penanganan perkara PPN&andratan Penyidik
Polri dalam melaksanakan korwas dan pembinaanstéériiadap PPNS ?
26.Apa hambatan Penyidik Polri dalam melakukan kortealsadap PPNS dim
proses sidik ? Langkah apa yg dilakukan untuk mesgaambatan tersebut?
B. Pegabat Struktural Polri
1. Jelaskan nama, pangkat, NRP, jabatan, latar bejgkamdidikan ?
2. Jelaskan visi, misi, dan kebijakan Polda JabamdaReskrim Polda Jabar ?
3. Jelaskan tugas pokok dan fungsi Polda Jabar damé&skrim Polda Jabar,
serta Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar ?
Jelaskan struktur organisasi Dit Reskrim Poldalddéa Seksi Korwas PPNS
Apakah ada pengembangan organisasi Dit Reskrimk&i $@rwas PPNS ?
Jelaskan kebijakan Polda Jabar dalam meningkatkavek terhadap PPNS ?

Jelaskan hambatan dalam pelaksanaan korwas dalesesppenyidikan ?

N o o &

Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambataalut ?
8. Apakah ada Kesepakatan antara Penyidik Polda JddnarInstansi yang
membawahi PPNS guna percepatan proses penyidikagndflakukan PPNS ?
C. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNYS)
1. Jelaskan nama, pangkat, NIP, jabatan, latar bejgsandidikan ?
2. Jelaskan tupoksi instansi ini dan apa ada jabataktsral bertugas menyidik
3. Jelaskan Skep Menkum Ham RI tentang pengangkatdibb sbg PPNS !
4. Apa yang menjadi dasar hukum PPNS di instansi elakukan penyidikan?
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Jelaskan tugas dan kewenangan PPNS di instansi ini

Apakah PPNS yang bertugas menyidik, juga dibeagwdjluar penyidikan ?
Jelaskan tahapan-tahapan PPNS dalam melakukardpeamy?

Apakah PPNS pernah melakukan gelar perkara dengagundang Polri ?

© 0o N o O

Bagaimana cara PPNS memberitahukan dimulainya gi&ay, melakukan

pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeleglg®aryitaan barbuk?

10.Apakah PPNS pernah meminta bantuan penyidikan ke, Paik bantuan
taktis, teknis, upaya paksa dan konsultasi pengrdik bagaimana caranya ?

11.Bagaimana cara PPNS menyerahkan berkas perkardsképs ?

12.Bagaimana cara PPNS menyerahkan Tsk dan barbull&dpa) ?

13.Bagaimana cara PPNS menghentikan penyidikan ?

14.Apa hambatan dalam melakukan penyidikan, ditinjan dspek personel,
sarpras, anggaran dan sistem ? Upaya apa yg ddakukuk mengatasinya ?

15. Apabila PPNS menerima informasi tentang peristivgama yang ternyata di
luar kewenangan PPNS, apakah PPNS meneruskan agoke Polri ?

16. Apakah pernah dilakukan rapat secara berkala aRf2aNS & Penyidik Polri?

17.Apakah pernah dilakukan penyidikan bersama Penydiki dengan cara : 1)
membentuk tim penyidik, 2) menyusun rencana sig@jklVienganev kegiatan
dan hasil, dan 4) pengendalian ?

18. Apakah pernah diminta mengirim lapju penyidikandagp korwas PPNS ?

19. Apakah Pimpinan Instansi ini pernah meminta Kor®&NS untuk supervisi
bersama-sama PPNS ke jajarannya ?

20.Apakah pernah mengirim data ke Korwas PPNS ttggan®PNS, Wilayah
penugasan PPNS, perkara yang ditangani, dan hamtatm penyidikan ?

. Pgiabat Struktural selaku Atasan PPNS

1. Jelaskan nama, pangkat, NIP, jabatan, latar bejggendidikan ?

Berapa kasus yg sudah disidik PPNS selama th 2&10ah sd Maret 2011 ?

Berapa jumlah PPNS di Instansi ini ?

Apakah ada jabatan struktural yang khusus melakpkagidikan ?

o & D

Apakah PPNS juga diberikan tugas di luar fungsipbkan ? apa alasannya
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6. Apa hambatan PPNS di instansi ini tidak melakukamyplikan tindak pidana
yang menjadi tugas kewenangannya ?

7. Apa hambatan dalam pelaksanaan koordinasi dan wesga dengan Korwas
PPNS Polda Jabar dalam proses penyidikan ? Upaygeang telah dilakukan
untuk mengatasi hambatan tersebut ?

E. Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jabar

Jelaskan nama, Pangkat/ NIP, jabatan dan kedinggs&nn

Bagaimana mekanisme JPU menerima SPDP dan berkesgdari PPNS
Bagaimana mekanisme JPU menerima Tsk dan BarbulRdRadS ?

Berapa SPDP yg diterima JPU dari PPNS melalui KerRBNS Polda Jabar
selama tahun 2010 ? Dan Jan s/d Maret 2011 ?Iii3&ansi mana saja ?

5. Berapa berkas perkara yg diterima JPU dari PPN@lunddorwas PPNS Polda

p w0 D PRE

Jabar selama tahun 2010 ? Dan Jan s/d Maret 2Dati thstansi mana saja ?

6. Apakah selama ini ada PPNS yang mengirim SPDP dd@$ perkara ke JPU
tanpa melalui Korwas PPNS Polda Jabar ? PPNSrddainsi mana ? Dalam
kasus apa ? Apa alasan JPU menerimanya tanpa ni&aias PPNS ?

7. Apabila UU yang menjadi dasar hukum PPNS menyebultkdawa SPDP dan
hasil penyidikan dikirim ke JPU melalui Penyidikl®oapakah JPU bersedia
menerima langsung SPDP dan Berkas Perkara dari REIg& melalui Polri ?

8. Kalau ada pihak Kejari di lingkungan Kejati Jabang langsung menerima
SPDP dan Berkas Perkara dari PPNS tanpa melaluj 8whkah dibenarkan ?

9. Kejaksaan Tinggi Jabar terdiri dari berapa Kejakddegeri, jelaskan !

10. Apabila ada PPNS yang wilayah kerjanya seluruh JBarat, termasuk Depok
dan Bekasi, apakah diperkenankan mengirim SPDmasihpenyidikan kepada
Kejati Jabar melalui Korwas PPNS Polda Jabar unmteknpermudah koordinasi

meskipun Depok dan Bekasi bukan daerah hukum Baloiar?
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Nama

Tempat tgl lahir
Agama
Pekarjaan

Kesatuan

o a0k wh PR

Alamat

7. Nama Isteri
8. Agama
9. Nama Anak

10. Pendidikan

a. Umum

Bandung

Indonesia
b. Polri
c. Spesialisasi
11.Riwayat Kedinasan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABDUL MUN'IM

Bojonegoro Jatim, 26 Septenit8§7

Islam

Polri

Sekolah Tinggi lImu Kepolisian
Komplek Bumi Panyileukan Blok Q 7 Kavlirgo. 7
Kec. Panyileukan Kota Bandung

SRI WAHYUNI, SPd

Islam

1. ISMAIL NAUFAL AZKIARIZQI (13ahun)
2. MUHAMMAD KAFIN ADLAN (9 tahun)
3. AGHNIA NAILAL HUSNA (3,5 tahun)

SD, SMP, SMA di Bojonegoro
S| Fakultas Ekonomi Universitas Jember

S| Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana,

Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas

Sespim Polri Lembang Bandung, Dikregafun 2008

Perwira Dasar Reserse, Megameriglogor

a. Panit Reserse Ekonomi DgeSeolda Jabar
Kasat Reskrim Polres Sumedang Polda Jabar
Panit Reserse Tipiter Dit Serse Polda Jabar
Kasubbag Bin Ops Bag Ops Polwil Priangan

® 2o o

Kasubbag Produk Bag Analis Dit Reskrim Polda

Jabar
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f. Kanit lll Sat Ops IV (Tipikor) Dit Reskrim Polda
Jabar
g. Kasubbag Reskrim Polwil Priangan Polda Jabar

h. Kabag Binlat Biro Operasi Polda Sultra
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